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BAB 
 

 
 

 

P 
uji syukur kita panjatkan kehadirat 

Tuhan  Yang  Maha  Esa,  karena   

atas    rahmat     dan karunia-Nya,  

sehingga  Penyusunan    Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten 

Kulon Progo ini dapat diselesaikan. Laporan ini 

sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan pada Tahun 2017 sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

 

 

 

 

Sejalan dengan upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sesuai 

dengan prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis sesuai 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014, maka penyampaian Laporan Kinerja ini berisi capaian 

kinerja daerah secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah pada Tahun 2017. 

Tahun   Anggaran   2017   merupakan   tahun   transisi  pelaksanaan  

Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)   Kabupaten       

Kulon  Progo  Tahun 2011-2016  dan 2018 – 2022 dalam  mewujudkan  visi  dan  

misi Kabupaten  Kulon  Progo. Peningkatan  akuntabilitas  menuntut  kinerja   

pemerintah  yang  berorientasi  pada  hasil   (result oriented government), untuk  

itu   pelaporan   kinerja  disusun  berdasarkan  indikator  kinerja  daerah  yang  telah                                                                                                                                                                                                                                                                              

terukur dengan target tahun 2017. 

 
 

KATA PENGANTAR 
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Laporan Kinerja ini disusun dengan membandingkan target dan capaian 

indikator kinerja daerah yang bersifat outcomes, yang menggambarkan capaian 

kinerja pelayanan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah. 

Laporan ini akan memberikan gambaran yang komprehensif terhadap pelaksanaan 

kinerja daerah dan berbagai inovasi daerah yang dilakukan pada Tahun 2017. 

Secara umum kinerja tahun 2017 telah memberikan hasil yang positif, 

namun masih terdapat beberapa indikator yang perlu akselerasi dalam upaya 

mencapai kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya laporan ini dapat dijadikan 

sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan 

efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dalam 

manajemen kinerja dan keuangan. 

Akhirnya atas segala kekurangan dalam penyampaian laporan ini, kami 

mohon maaf yang setulus-tulusnya. 
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enyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan institusi 

pemerintah melaporkan kinerjadalam memberikan pelayanan publik menjadi 

salah satu upaya yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk dari 

pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi core instansi pemerintah atas 

penggunaan anggaran untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses 

penilaian kinerja yang terukur dan bersifat outcomes menjadi bagian dari upaya untuk terus 

meningkatkan kapasitas kelembagaan, sehingga bisa terus meningkatkan kinerjanya sesuai 

peran yang diemban. 

Laporan KinerjaTahun 2017 ini merupakan pengukuran dan evaluasi pelaksanaan 

kinerja Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah 

secara transparan dan akuntabel. Pengumpulan data dan analisa dilakukan terhadap sasaran 

pembangunan yang menunjukkan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Bupati yang telah dicanangkan pada tahun 2017.  

Hasil  analisis  akuntabilitas  kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Kulon Progo 

tahun 2017 yang berjumlah 17 (100%), semua indikator kinerja (100%) telah memenuhi 

kriteri Sangat Tinggi dengan capaian kinerja antara 94,45% sampai dengan 180,63% dengan 

rincaian capaian kinerja sebagai berikut :  

a. rata-rata lama sekolah tercapai 111.46% 

b. Harapan lama sekolah tercapai 100,31% 

c. Angka melek huruf tercapai  100,29%; 

d. angka harapan hidup tercapai 100%; 

e. Angka Kematian bayi tercapai 106,21%; 

f. Cakupan pelestarian dan pengembangan budaya daerah tercapai 96,15%; 

g. Cakupan prestasi generasi muda tercapai 180,63%; 

h. angka pengangguran tercapai 137,81%; 

i. pendapatan perkapita penduduk (atas dasar harga konstan) tercapai 99,95%; 

j. nilai akuntabilitas kinerja 100% (BB); 

k. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tercapai 100% (WTP); 

 

P 
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l. Nilai Indeks Kepuasan masyarakat tercapai 106,10%; 

m. Cakupan penegakan peraturan daerah dan penanganan konflik sosial  tercapai 115,61%; 

n. Indeks pembangunan infrastruktur  tercapai 101,36%; 

o. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tercapai 105,53%; 

p. persentase kesesuaian ruang tercapai 102,80%; 

 

Secara umum capaian Indikator Kinerja Utama sejalan dengan capaian Indikator 

Kinerja Tujuan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo di Tahun 2017 sebagai berikut : 

 

Diagram Capaian Kinerja 
Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2017 

 

Akuntabilitas  keuangan  dari  target  program-program  utama  pencapaian  

Indikator  Kinerja  Utama (IKU) pemerintah  daerah  tahun 2017 Rp. 1. 500.272.761.386,65  

terealisasi  Rp. 1. 430.666.215.922,60  atau  95,36%.  Disisi  yang  lain  target  Pendapatan 

Daerah  Rp. 1. 440.881.554.674,81  terealisasi Rp. 1. 425.084.347.389,05 atau 98,50%.  

Terkait upaya perbaikan akuntabilitas kinerja beberapa tindaklanjut atas 

rekomendasi hasil evaluasi LKjIP Tahun 2016 yang telah diambil dalam meningkatkan 

kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yaitu 

melakukan pengintegrasian dan pemanfaatan sistem informasi dalam penilaian kinerja SKPD 

melalui kegiatan evaluasi kinerja (fisik dan keuangan) triwulanan. 
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Disamping itu, juga telah dilakukan perumusan indikator kinerja yang terdapat 

keterkaitan indikator kinerja SKPD, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan 

untuk mencapai indikator kinerja daerah (Peta Kinerja/pohon kinerja). Untuk menyajikan 

capaian kinerja sasaran strategis atau hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU), serta 

diterapkannya sistem informasi manajemen akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan, 

pengendalian dan pelaporan kinerja online yang berbasis website. Langkah ini akan 

meningkatkan perbaikan kinerja dan pelayanan publik dalam rangka peningkatan 

kesejahteraan masyarakat yang akuntabel. 
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1.1 Dasar Hukum 

Kabupaten Kulon Progo berdiri diawali dengan dikeluarkannya 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1950 yang 

mengatur tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi : Kabupaten 

Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarta.  

Penggabungan Kabupaten Kulon Progo (Kasultanan) yang 

beribukota di Sentolo dengan Kabupaten Adikarta (Paku Alaman) yang 

beribukota di Wates terjadi pada tanggal 1 Januari 1951. Sesuai usulan 

Sri Paku Alam VIII Kabupaten yang baru diberi nama Kulon Progo dan 

atas usulan Sri Sultan Hamengku Buwono IX ibukotanya di Wates.  

Selanjutnya Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 

18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 

1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Kabupaten Kulon 

Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta 

menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo, yang ditetapkan 

pada tanggal 12 Oktober 1951 dan diundangkan pada tanggal 15 

Oktober 1951.  

Seiring dengan Keistimewaan DIY berdasarkan Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2012, Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu 

wilayah di Daerah  Istimewa Yogyakarta. 

 

 

 

 
 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Dasar Hukum 

1.2. Gambaran Umum 
Daerah 

1.3. Struktur Organisasi 
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1.2 Gambaran Umum Daerah 

1.2.1 Kondisi Geografis Daerah 

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu dari 5 (lima) kabupaten/kota di 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat. Batas Kabupaten 

Kulon Progo di sebelah timur yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, di 

sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah, di 

sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan di 

sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia yang digambarkan dengan peta 

administrasi sebagai berikut: 

 

Gambar 1.1 
Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo 
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NANGGULAN

PANJATAN
PENGASIH
SAMIGALUH
SENTOLO
TEMON
WATES

Garis pantai

Jaringan jalan
jalan arteri
jalan kolektor
rel kereta api

batas desa / kelurahan
batas kecamatan
batas kabupaten / kota
batas provinsi

%U Ibukota provinsi

#S Ibukota kabupaten

Batas administrasi

2 0 2 Km

Analisa dan desain oleh : Yanu Koesumakristi
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Luas wilayah Kabupaten Kulon Progo adalah 58.627,54 hektar, terletak diantara 

110o 1' 37" --  110o 16' 26" Bujur Timur  dan antara 7o 38' 42" -- 7o 59' 03" Lintang 

Selatan, dan memiliki topografi yang bervariasi dengan ketinggian antara  0-1.000 

meter diatas permukaan air laut, yang terbagi menjadi 3 wilayah meliputi: 

a. Bagian Utara, merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian 

antara 500 – 1000 meter dari permukaan air laut, meliputi Kecamatan Girimulyo, 

Kokap, Kalibawang dan Samigaluh. Wilayah ini penggunaan tanah diperuntukkan 

sebagai kawasan budidaya konservasi dan merupakan kawasan rawan bencana 

tanah longsor. 

b. Bagian Tengah; merupakan daerah  perbukitan  dengan ketinggian antara 100 – 

500 meter dari permukaan air laut, meliputi Kecamatan Nanggulan, Sentolo, 

Pengasih dan sebagian Lendah, wilayah dengan lereng antara 2 – 15%, tergolong 

berombak dan bergelombang merupakan peralihan dataran rendah dan perbukitan. 

c. Bagian Selatan; merupakan dataran rendah dengan ketinggian  0 – 100 meter dari 

permukaan air laut, meliputi Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Galur dan 

sebagian Lendah. Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki lereng 0 – 2%, 

merupakan wilayah pantai sepanjang 24,9 km, apabila musim penghujan 

merupakan kawasan rawan bencana banjir. 

Kabupaten Kulon Progo dilewati oleh 2 (dua) prasarana perhubungan yang 

merupakan perlintasan nasional di Pulau Jawa, yaitu Jalan Nasional sepanjang 28,57 

Km dan jalur Kereta Api sepanjang kurang lebih 25 Km. Disamping itu hampir sebagian 

besar wilayah di Kabupaten Kulon Progo dapat dijangkau dengan menggunakan 

transportasi darat. 

 

1.2.2 Potensi Unggulan Daerah 

Kabupaten Kulon Progo menjadi satu-satunya daerah di DIY dan Jawa Bagian 

Selatan yang akan memiliki peran strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi 

wilayah selatan Jawa. Beberapa program yang mulai dikembangkan untuk 

menumbuhkan perekonomian wilayah selatan diantaranya: 
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a. Pengembangan Bandar Udara Internasional Baru 

Penyediaan infrastruktur transportasi Bandar Udara di Yogyakarta menjadi 

kebutuhan ditengah keterbatasan layanan Bandara Adisutjipto yang tidak dapat 

dikembangkan lagi karena lokasi di perkotaan Yogyakarta. Kebutuhan Bandara di 

Yogyakarta sangat penting, karena DIY merupakan pusat pertumbuhan dan 

pelayanan wilayah selatan Jawa, yang menghubungkan koridor timur-barat Jawa 

bagian selatan terutama antara Ponorogo sampai Cilacap, serta koridor utara 

selatan Semarang, Magelang dengan Yogyakarta. 

Keberadaan pengembangan bandara baru Yogyakarta di Kulon Progo juga 

sesuai dengan indikasi program dalam RTRW sebagaimana Peraturan Daerah DIY 

Nomor 2 Tahun 2010 dan RPJMD sebagaimana Peraturan Daerah DIY Nomor 6 

Tahun 2013. Studi kelayakan dan Rencana Induk Pembangunan Bandara Baru telah 

disusun, selanjutnya telah dikeluarkan ijin lokasi dari Kementerian Perhubungan 

dengan lokasi di Desa Glagah, Palihan, Sindutan, dan Jangkaran Kecamatan Temon 

yang membutuhkan lahan + 637 ha.  

b. Pengembangan Sektor Kawasan Industri Berbasis Baja 

Pasir besi di Kabupaten Kulon Progo terdapat di pantai selatan antara muara 

Sungai Progo sampai muara Sungai Bogowonto  dengan panjang pantai 22 km. Arah 

pengembangan sesuai RTRW Kabupaten Kulon Progo sepanjang pantai dengan 

lebar 1,8 km, dengan cadangan 240 juta ton dengan kadar Fe 14%. 

Rencananya juga akan dilaksanakan selain penambangan juga pembuatan 

pabrik besi baja, dan akan dapat diolah menjadi produk-produk turunan yang akan 

memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Oleh karena itu, perlu 

dikembangkan kawasan industri berbasis baja di Kabupaten Kulon Progo. 

Perkembangan rencana pengolahan potensi pasir besi, Pemerintah Daerah 

tetap konsisten mengawal pelaksanaannya agar sesuai dengan Kontrak Karya dan 

ketentuan perundang-undangan Mineral dan Batubara yang terbaru. Sehubungan 

rencana pembangunan bandara sesuai yang dipersyaratkan dalam KKOP, maka 

harus terjadi redesign pabrik  pig iron  dari rencana awal 1 juta ton per tahun 

menjadi  340 ribu ton pig iron per tahun untuk tahap pertama, dan harus bergeser 
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ke timur 3 km. PT JMI tetap komitmen untuk membangun pabrik, dengan 

dibuktikan pelaksanaan akuisisi lahan tetap dilanjutkan dan telah dilakukan 

pemagaran area. 

c. Pengembangan Kawasan Industri Sentolo 

Kawasan Industri Sentolo sesuai dengan RTRW DIY dan Kulon Progo 

direncanakan dengan luas 42.000 ha di 4 Desa Kecamatan Sentolo dan 2 Desa 

Kecamatan Lendah. Selain sebagai kawasan industri berbasis baja direncanakan 

pengembangan industri secara umum, pada tahun 2013 telah dimulai dibangun 

pabrik hand tractor oleh PT Kubota. Kawasan industri baja akan disinergikan dengan 

serangkaian kegiatan penambangan dan pengolahan pasir besi dan pemrosesannya, 

antara lain: industri pengolahan, pabrik baja, pabrik besi, dan pabrik baja khusus. 

Pemenuhan sarana pendukung telah dibangun pelebaran sarana jalan, penyiapan 

kebutuhan air bersih, dan listrik.  

Untuk Kawasan Industri Sentolo telah masuk beberapa investor yaitu: PT IGP 

International  yang memproduksi boneka,  PT Odixa Pharma Laboratories dari 

industri obat, PT. Cakra Persada Adikarya yang memproduksi plastik dan PT Dian 

Niaga Yogyakarta yang memproduksi arang briket. Beberapa investasi tersebut, 

sinergis dan sesuai dengan rencana pengembangan kawasan industri di Kulon Progo 

dalam wilayah DIY dan sesuai Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan 

Ekonomi Indonesia (MP3EI).  

d. Penataan Kawasan Pertumbuhan ekonomi Koridor Temon-Wates-Yogyakarta-

Prambanan 

Jalan yang melintasi kawasan ekonomi strategis Temon-Prambanan 

berfungsi sebagai jalur jalan selatan jawa yang mengurangi kepadatan pantura. Jalur 

ini memperkuat peran penting simpul orientasi arus perdagangan Yogyakarta dari 

tiga arah, yaitu timur (Solo ke Surabaya), utara (ke Semarang), barat (Purwokerto ke 

Bandung). 

e. Potensi unggulan lainnya 

Kabupaten Kulon Progo juga memiliki berbagai potensi unggulan lain yang 

memberikan keunggulan daya saing daerah yang bertumpu pada pemberdayaan 

ekonomi lokal, antara lain: komoditas pertanian unggulan daerah (padi, jagung, 

semangka, melon,cabe, bawang merah, buah Naga), industri (batik tulis/cap, serat 
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alam, akar wangi), dan perkebunan (cengkeh, kopi, panili dan kakao). 

Potensi pariwisata dibagi pada 2 (dua) kawasan yaitu: Kawasan Pantai dan 

Kawasan Pegunungan. Karena kawasan pantai arah pengembangan untuk investasi, 

maka pengembangan pariwisata diarahkan ke wilayah utara terutama untuk 

pengembangan obyek wisata Suroloyo yang hanya berjarak 7 km dengan Candi 

Borobudur, obyek wisata religius Sendangsono dan Waduk Sermo.  

Selain itu terdapat potensi investasi lainnya dan pembangunan infrastruktur 

antara lain: Pembangunan hotel berbintang dan RencanaPembangunan Jalur Jalan 

Lintas Selatan (JJLS).  

 

1.2.3 Kondisi Perekonomian 

a. Pertumbuhan Ekonomi 

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009-2014 selalu 

mengalami pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2016 berdasarkan perhitungan 

angka sangat sementara terjadi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo 

4,45%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten selalu meningkat dan mengalami 

percepatan pada 5 tahun terakhir, pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi  4,88%. 

b. Struktur Perekonomian 

Struktur perekonomian Kulon Progo pada tahun 2016 menunjukkan bahwa 

tiga sektor ekonomi yaitu sektor pertanian, sektor jasa-jasa, serta sektor 

perdagangan, hotel, dan restoran masih merupakan leading sector bagi 

perekonomian di Kulon Progo. Artinya bahwa ketiga sektor tersebut masih menjadi 

sektor yang dominan di Kabupaten Kulon Progo. Maju mundurnya sektor-sektor 

tersebut secara umum akan sangat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Kulon 

Progo.  

Struktur ekonomi Kabupaten Kulon Progo mengarah pada kelompok sektor 

tersier dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan 

komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa 

memberikan kontribusi yang tertinggi. 
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c. PDRB Perkapita 

PDRB perkapita dapat menjadi indikator tingkat kemakmuran penduduk di 

suatu daerah, dengan menghitung total pendapatan domestik bruto dibagi jumlah 

penduduk pertengahan tahun. 

Selama kurun waktu 2012-2016, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon 

Progo atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, 

nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo tercatat sebesar 14,87 juta rupiah dan 

terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2014 mencapai 17,41 juta rupiah. 

Selanjutnya nilai PDRB per kapita angka sangat semantara pada tahun 2016 atas 

dasar harga berlaku sebesar 20,15 juta rupiah.  

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Kulon Progo 

dibandingkan kabupaten/kota di DIY tahun 2016 masih yang terendah dari 

Kabupaten/Kota di DIY. Perbandingan nilai PDRB perkapita Atas Dasar Harga 

Berlaku seluruh kabupaten/kota di wilayah DIY untuk Tahun 2016 dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel I. 1 
Nilai PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku  
Antar Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2012-2016 

 

 

Sumber data : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017 

PDRB perkapita di Kabupaten Kulon Progo masih berada pada peringkat 

terbawah diantara kabupaten/kota lainnya. Salah satu usaha untuk meningkatkan 

besaran PDRB per Kapita dengan cara meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, 

yakni dengan memprioritaskan kegiatan yang berpotensi meningkatkan 

perekonomian daerah. 
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d. Angka Kemiskinan  

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan dapat diukur dari tingkat 

kesejahteraan masyarakat juga dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan. 

Pemerataan hasil-hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan pemerataan 

pendapatan dan masalah kemiskinan. Untuk melihat ketimpangan pendapatan 

penduduk, salah satu indikator yang sering dipakai adalah Rasio Gini. Sedangkan 

kemiskinan akan semakin meluas, jika perbedaan pendapatan antara penduduk 

kaya dan miskin semakin melebar. Adapun data Garis kemiskinan, Penduduk Miskin 

dan prosentasenya  Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2013 – 2017  pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 1.2 
Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase  

Penduduk Miskin di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2017 

No. Tahun 
Garis Kemiskinan 

(Rp.) 

Jumlah Penduduk 

Miskin (jiwa) 

Persentase 

(%) 

1. 2013 259.945,00 86.500 21,39 

2. 2014 265.575,00 84.670 20,64 

3. 2015 273.436,00 88.130 21,40 

4. 2016 297.353,00 84.340 20,30 

5. 2017 312.403,00 84.170 20,03 

Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2017 
 

e. Rasio Gini 

Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo angka sangat sementara tahun 2016 

sebesar 0,3500 lebih baik pemerataan pendapatan dibanding tahun 2015  sebesar 

0,3675. Rasio Gini ini menunjukkan kriteria ketimpangan moderat (Ketimpangan 

rendah dengan nilai 0,0 - 0,3, ketimpangan moderat dengan nilai 0,3 ‐ 0,5). Dengan 

adanya kenaikan indeks /nilai Rasio Gini di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 

2016 berarti ada penurunan dalam pemerataan pendapatan di Kabupaten Kulon 

Progo dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.Adapun data Rasio Gini Kabupaten 

Kulon Progo sebagaimana pada tabel berikut. 
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Tabel 1.3 
Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 – 2017 

No. Tahun Rasio Gini Kriteria Oshima 

1 2010 0,2408 Ketimpangan Rendah 

2 2011 0,3365 Ketimpangan Moderat 
3 2012 0,3429 Ketimpangan Moderat 

4 2013 0,2959 Ketimpangan Rendah 

5 2014 0,3699 Ketimpangan Moderat 

6 2015 0,3675 Ketimpangan Moderat 

7 2016 0,3500 Ketimpangan Moderat 
8 2017** 0,3600 Ketimpangan Moderat 

Sumber: Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kominfo dan Bappeda 
** Angka sangat sementara Dinas Kominfo dan Bappeda 

 

1.2.4 Kualitas Pembangunan Manusia 

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu 

daerah yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi 

yang baru lahir. Angka Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo cenderung meningkat 

dari tahun 2011 s/d 2015, tercatat pada tahun 2013 sebesar 74,89, tahun 2014 

sebesar 74,90 dan tahun 2015 sebesar 75,15. Dibanding kabupaten/kota lain di DIY 

pada tahun 2015 menempati posisi kedua setelah Sleman yang mencapai 75,79 tahun. 

Angka harapan hidup penduduk ini juga berada di atas rata-rata angka harapan hidup 

provinsi tercatat sebesar 73,62 tahun. Hal ini menunjukkan keberhasilan capaian 

pembangunan manusia bidang peningkatan derajat kesehatan masyarakat di 

Kabupaten Kulon Progo. 

Pada tahun 2016, angka melek huruf penduduk dewasa Kabupaten Kulon 

Progo mencapai 103,84 meningkat dibanding angka tahun 2014 sebesar 94,19 persen. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kulon Progo tahun 2011 - 2015 

disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 1.4 
Indikator Komponen IPM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 - 2016 

No. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 2017** 

1 Angka Harapan Hidup (tahun) 74,87 74,89 74,90 75,15 75,01 75,03 

2 Angka Melek Huruf (%) 92,04 97,5 94,6 93,6 92,8 96,9 

3 Rata-rata Lama Sekolah 
(tahun) 

7,93 8,02 8,20 8,38 8,40 9,54 

Sumber: **Angka sangat sementara Dinas Kominfo dan Bappeda Kabupaten Kulon 
Progo, 2017 
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1.3 Struktur Organisasi  

Organisasi perangkat daerah sebagai wadah penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan, dan pelayanan  kemasyarakatan. Kelembagaan perangkat daerah 

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah  

Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah  dengan  susunan perangkat daerah sebagai berikut : 

Tabel 1.5 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo  

Sekretariat Dinas Daerah 
Lembaga Teknis 

Daerah 
Kecamatan  Lainnya 

Sekretariat 
Daerah Tipe 
B 

Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olah Raga 
Tipe A 

Badan Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah Tipe A 

Kecamatan 
Temon Tipe A 

RSUD Wates 
Tipe B 
 

Sekretariat 
DPRD Tipe B 

Dinas Kesehatan Tipe A Inspektorat Daerah 
Tipe B 

Kecamatan 
Wates Tipe A 

BPBD  

 Dinas Pertanian dan 
Kehutanan Tipe A 

Badan Kepegawaian 
Pendidikan dan 
Pelatihan Tipe B 

Kecamatan 
Panjatan 

RSUD NAS 
Tipe C 

 Dinas  Perdagangan  Tipe 
B 

Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset 
Daerah Tipe A 

Kecamatan Galur 
Tipe A 

 

 Dinas Kelautan Tipe B Kantor Kesatuan 
Bangsa dan Politik 

Kecamataan 
Lendah Tipe A 

 

 Dinas Pekerjaan Umum 
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Tipe A 

 Kecamatan Kokap 
Tipe A 

 

 Dinas Perhubungan  Tipe 
C 

 Kecamatan 
Pengasih Tipe A 

 

 Dinas Pariwisata Tipe  B  Kecamatan 
Sentolo Tipe A 

 

 Dinas Sosial PPPA Tipe A  Kecamatan 
Girimulyo Tipe A 

 

 Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Tipe B 

 Kecamatan 
Nanggulan Tipe A 

 

 Dinas Kebudayaan Tipe 
B 

 Kecamatan 
Samigaluh Tipe A 

 

 Dinas Koperasi dan Usaha 
Mikro Kecil Menengah 
Tipe B 

 Kecamatan 
Kalibawang Tipe 
A 

 

 Dinas Penanaman Modal 
dan Perizinan Terpadu 
Tipe B 
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Sekretariat Dinas Daerah 
Lembaga Teknis 

Daerah 
Kecamatan  Lainnya 

 Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Pemdes 
Pengendalian Penduduk 
dan KB Tipe B 

   

 Dinas Lingkungan Hidup 
Tipe C 

   

 Dinas Perpustakaan dan 
Arsip Tipe C 

   

 Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Tipe B 

   

 Dinas Pertanahan dan 
Tata Ruang Tipe A 

   

 Satuan Polisi Pamong 
Praja Tipe C 

   

 Dinas Komunikasi dan 
Informatika Tipe C 

   

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2018 

 

1.4 Isu-Isu Strategis 

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi 

entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu 

trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang 

lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.  

Dengan mendasarkan pada gambaran umum geografis, ekonomi dan kualitas 

pembangunan manusia serta potensi unggulan daerah diatas, maka isu-isu strategis yang 

dihadapi Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut : 

a. Kualitas Sumberdaya Manusia yang masih relatif rendah; 

b. Tingkat kemiskinan  yang relatif  tinggi; 

c. Pendapatan masyarakat relatif rendah; 

d. Kebutuhan pelayanan infrastruktur semakin meningkat;  

e. Peluang investasi semakin meningkat; 

f. Potensi penurunan kualitas SDA dan  bencana yang tinggi. 
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BAB 

2 
 

 

2.1 Rencana Strategik 

2.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

a. Visi  

Visi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tertuang dalam 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo 

tahun 2005-2025 yaitu: “Masyarakat Kabupaten Kulon Progo Yang Maju, Mandiri, 

Sejahtera Lahir dan Batin”. 

Visi Kabupaten Kulon Progo merupakan kondisi yang diharapkan dapat 

memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Pernyataan 

visi Kabupaten Kulon Progo tersebut mempunyai pemahaman sebagai berikut: 

- Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu meningkatkan 

kualitas kesehatan masyarakat, baik sehat jasmani, rohani maupun sehat dalam 

pengertian masyarakat mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan 

hidupnya dalam lingkungan yang bersih dan nyaman. Sehat dalam bidang 

ekonomi, sehat birokrasi, sehat semua program pembangunan termasuk sehat 

dalam kehidupan sosial politik dan sosial budaya. Demikian juga lima tahun 

kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas aparatur dan 

kelembagaan pemerintahan sehingga mampu memberikan pelayanan prima, 

dengan prinsip transparan, dan akuntabel. (SEHAT) 

- Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan sumberdaya manusia dan masyarakat serta wilayah dalam rangka 

memenuhi kebutuhan sendiri dengan fokus utama kemandirian dalam bidang 

ekonomi. (MANDIRI) 

 

 
 

PERENCANAAN KINERJA 
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- Pembangunan diberbagai sektor lima tahun mendatang diharapkan dapat 

mencerminkan pemerintahan dan masyarakat yang mampu berinovasi dengan 

etos kerja tinggi sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang inovatif dan 

produk daerah berdaya saing tinggi. Tercapainya nilai obyektif yang tinggi dari 

penilaian indikator kinerja pembangunan di berbagai bidang baik dari sisi 

output, outcome, benefit dan impact. (BERPRESTASI) 

- Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh 

masyarakat dalam segala bidang kehidupan yang bermuara pada upaya 

perwujudan kesejahteraan. (ADIL) 

- Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan suatu 

keadaan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram, sehingga 

diharapkan masyarakat dapat  melangsungkan kehidupan dengan tenang dan 

damai, yang menjamin terselenggaranya pembangunan. (AMAN) 

- Pembangunan yang akan dilaksanakan pada lima tahun mendatang diharapkan 

mampu mewujudkan suatu keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan 

dasar baik sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan maupun 

memiliki pendapatan secara layak. Mewujudkan keluarga yang mampu 

mengatur kebutuhan secara proposional dan seimbang sehingga mempunyai 

daya tahan yang tinggi terhadap keadaan yang tidak normal. (SEJAHTERA) 

- Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu mewujudkan 

masyarakat dan aparatur yang mempunyai nurani moralitas serta kepekaan 

sosial yang tinggi, harga diri dan martabat yang tinggi dengan dasar keyakinan 

akan kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan 

tuntunan dalam menjalankan kehidupan. (BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA). 

Visi Kabupaten Kulon Progo selanjutnya dijabarkan ke dalam misi dan untuk 

mewujudkan misi tersebut menjadi tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat 

Kulon Progo. 
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b. Misi 

Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tersebut, telah ditetapkan 4 

(empat) misi pembangunan sebagai berikut: 

 

Misi Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, 

berkarakter dan berbudaya. Sumberdaya manusia sebagai subyek dan obyek 

pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan 

mewujudkan keberhasilan pembangunan. Sebagai subyek pembangunan 

dibutuhkan sumberdaya manusia yang, sehat, berprestasi dan produktif untuk 

mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan melalui pembangunan pendidikan 

dan kesehatan. Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan 

kesempatan pendidikan, peningkatankualitas pendidikan sehingga dapat 

membentuk sumberdaya yang berprestasi dan mampu bersaing dalam tantangan 

global. Pembangunan kesehatan mempunyai peranan penting dalam menghasilkan 

sumberdaya manusia yang sehat dan produktif sebagai investasi untuk mendukung 

pembangunan ekonomi.Pembangunan sumber daya manusia berlandaskan budaya 

akan menciptakan manusia dengan pikiran, sikap, perilaku, tindakan yang memiliki 

nilai kesantunan, kesopanan, saling menghormati menjunjung adat istiadat, 

berakhlak mulia, dan bermoral.Pembentukan watak dan penanaman budi pekerti 

harus mendapat prioritas pada generasi muda untuk mewujudkan karakter yang 

adiluhung yang nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang mengarah 

kepada upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa.Dengan modal sumber daya manusia yang sehat, berprestasi 

berlandaskan budaya maka diharapkan tercipta sumber daya manusia yang mandiri 

dalam berkehidupan. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu 

mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat lain yang telah 

maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. 

Misi Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan. Untuk 

mewujudkan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan dibutuhkan 

pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam memperhatikan prinsip-

prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan keunggulan ekonomi yang 
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berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang menghasilkan 

produk-produk berdaya saing tinggi.Pembangunan perekonomian yang 

memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat diupayakan meratasehingga 

kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat.Pertumbuhan 

ekonomi yang dicapai oleh daerah mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilakukan 

oleh setiap warga masyarakatsehingga pemerataan hasil-hasil pembangunan juga 

dapat tercapai. Dengan demikian setiap program pengembangan ekonomi harus 

ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. 

Misi Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan 

kehidupan yang aman, tertib dan tenteram. Tata kelola pemerintahan yang baik 

berarti tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif. 

Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang 

baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 

Ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar 

dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan 

jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-

cita bersama. Kondisi yang tenteram dan tertib akan terwujud apabila terdapat 

kesadaran kolektif dan komitmen patuh dari seluruh stakeholder pembangunan 

terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama, yang direalisasikan 

dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum. Penegakan hukum dan ketertiban 

merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mewujudkan masyarakat yang 

adil dan bermartabat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan 

secara konsekuen dan adil tanpa diskriminasi. Selain itu, faktor penting bagi 

terpeliharanya stabilitas kehidupan yang tentram, tertib dan dinamis adalah 

adanya rasa saling percaya dan harmoni dari seluruh stakeholders pembangunan. 

Misi Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan 

mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta 

infrastruktur yang berkualitas. Infrastruktur merupakan roda penggerak 

pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang 

menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomimampu mendorong 

kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi.  
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Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat 

 

c. Tujuan 

Tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 

dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan adalah : 

1) Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas; 

2) Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi; 

3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; 

4) Mewujudkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman lingkungan;; 

5) Terwujudnya pembangunan kawasan berkelanjutan. 

 

d. Sasaran 

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) 

tahun mengacu pada Misi yang telah ditetapkan yaitu : 

1) Misi : Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, 

berkarakter dan berbudaya, dengan sasaran : 

a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat; 

b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 

c. Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi 

muda. 

2) Misi : Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan, dengan 

sasaran Meningkatnya pendapatan masyarakat. 

3) Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan 

kehidupan yang aman, tertib,dan tenteram dengan Sasaran : 

a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 

yang responsif dan akuntabel; 

b. Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban dan kehidupan bermasyarakat yang 

kondusif. 
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4) Misi : Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan 

sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang 

berkualitas, dengan sasaran : 

a. Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah; 

b. Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup; 

c. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang. 

 

2.1.2 Program 

Program untuk mewujudkan capaian keberhasilan misi pembangunan, 

Pemerintah Daerah telah menetapkan program pembangunan menurut sasaran yang 

terdiri dari: 

1) Sasaran Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat terdiri dari Program-

program : 

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini 

b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar  

c. Program Pendidikan Menengah 

d. Program Pendidikan Non Formal 

e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 

g. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan  Perpustakaan 

2) Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat terdiri dari program-program 

: 

a. Program Pelayanan Medis  

b. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat  

c. Program Pengembangan Kesehatan  

d. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan  

e. Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 

f. Program Keluarga Berencana 

g. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga 

h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga 

i. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan   
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3) Sasaran meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi 

muda, terdiri dari program-program : 

a. Program Pengembangan Nilai Budaya; 

b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Keragaman Budaya; 

c. Program Peningkatan  Peran Serta  Pelajar; 

d. Program Pengembangan  Pariwisata. 

4) Sasaran Meningkatnya pendapatan masyarakat,  terdiri dari program-program : 

a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 

b. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan 

c. Program Perlindungan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)  

d. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 

e. Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat 

f. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat  

g. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 

h. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 

i. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja  

j. Program Perlindungan Ketenagakerjaan 

k. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi  

l. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha 

Kecil Menengah 

m. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

n. Program Pemberdayaan Penyuluhan 

o. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 

p. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 

q. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan 

r. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi 

Pertanian/Perkebunan 

s. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan 

t. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 

u. Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak 

v. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan 

w. Program Pengembangan  Pariwisata 

x. Program Pengembangan Budidaya  Perikanan 

y. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 
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z. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Produk Perikanan 

aa. Program Pembinaan dan Penataan Pasar tradisional  

bb. Program Pengembangan Usaha Perdagangan 

cc. Program Pengembangan Industri 

dd. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 

ee. Program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik. 

5) Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 

publik yang responsif dan akuntabel  terdiri dari program-program : 

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

b. Progam Kerjasama Pengembangan Iptek 

c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 

e. Program Peningkatan Kapasitas SDM SKPD 

f. Program  Perencanaan,  Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 

g. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

h. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 

i. Program Peningkatan Pelayanan KDH/wakil KDH 

j. Program Penataan  dan Penguatan Organisasi  

k. Program Pengembangan Pelayanan Publik 

l. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Daerah 

m. Program  Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 

n. Program peningkatan pelayanan Kecamatan 

o. Program peningkatan pelayanan Kelurahan 

p. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal  

q. Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah 

r. Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah 

s. Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa 

t. Program Pembinaan BUMD/Desa dan Lembaga Keuangan Non Bank 

u. Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media massa 

v. Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan 

w. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 

x. Program Pengelolaan Sumberdaya Aparatur 

y. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah  
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z. Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa 

aa. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik 

bb. Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan 

6) Sasaran Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib, berdasarkan kesadaran 

atas hukum terdiri dari program-program : 

a. Program Penataan Administrasi Kependudukan 

b. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 

c. Program Peningkatan  Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat 

d. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 

e. Program Pelayanan Bantuan Hukum 

7) Sasaran Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan 

wilayah terdiri dari program-program : 

a. Program  Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 

c. Program Pembangunan, Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-Gorong 

d. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan 

Pengairan Lainnya 

e. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sumber Daya air  

f. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 

g. Program peningkatan Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Umum 

h. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 

i. Program Pembinaan Jasa Konstruksi 

j. Program Pengembangan Perumahan 

k. Program Lingkungan Sehat Perumahan 

l. Program Peningkatan Sarana  Prasarana Perhubungan 

m. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu-Lintas 

n. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 

o. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan  Pemanfaatan 

Tanah 

p. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi 

q. Pengembangan Kegeologian dan Energi. 

8) Sasaran Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup, terdiri dari program-

program : 
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a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 

b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam  

c. Program Pengendalian  Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 

d. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 

e. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian 

Sumberdaya Perikanan dan Kelautan 

9) Sasaran Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang, terdiri dari program-

program : 

f. Program Perencanaan Tata Ruang  

g. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

h. Program Penanggulangan Dini Bencana  

i. Program Tanggap Darurat Bencana 

j. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 
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2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 

Berdasarkan pada dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 dan Indikator Kinerja Utama, 

maka ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 (Transisi) yang telah sesuai dengan 

dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dokumen RPJMD sebagai berikut 

Tabel 2.1 

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 

No Sasaran Indikator Kinerja Satuan 
Target 
2017 

1 2 3 4 5 

1. 
Meningkatnya kualitas 
pendidikan masyarakat 

Rata-rata lama sekolah Tahun            8,56  

Angka Melek Huruf Tahun 96,62 

Harapan Lama Sekolah Tahun         14,01  

2. 
Meningkatnya derajat 
kesehatan masyarakat 

Angka Harapan Hidup Tahun 75,03 

Angka Kematian Ibu 
per 100.000 

kelahiran 
hidup 

56,26 

Angka Kematian Bayi  
per 1.000 
kelahiran 

hidup 
8,86 

3. 
Meningkatnya pelestarian/ 
pengembangan budaya dan 
prestasi generasi muda 

Cakupan pelestarian dan 
pengembangan budaya 
daerah 

Persen 72,41 

    
Cakupan prestasi generasi 
muda 

Persen 25,33 

4. 
Meningkatnya pendapatan 
masyarakat 

Angka Pengangguran 
terbuka 

Persen 3,2 

    
Pendapatan perkapita 
penduduk 

Jutaan rupiah 16,39 

5. 

Meningkatnya kualitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan dan pelayanan 
publik yang responsif dan 
akuntabel 

Nilai Akuntabilitas Kinerja 
(AA=6, A=5, B=4, CC=3, C=2, 
D=1)* 

Nilai BB 

Akuntabilitas Pengelolaan 
Keuangan Daerah (WTP=4, 
WDP=3, Disclaimer = 2)* 

Opini BPK WTP 

Nilai Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

Nilai 77,15 
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No Sasaran Indikator Kinerja Satuan 
Target 
2017 

1 2 3 4 5 

6. 
Meningkatnya kedisiplinan, 
ketertiban, dan kehidupan 
bermasyarakat yang kondusif 

Cakupan penegakan 
peraturan daerah dan 
penanganan konflik sosial 

Persen 76,79 

7. 

Meningkat-nya Pelayanan 
Infrastruktur yang 
Mendukung Performa 
Wilayah 

Indeks pembangunan 
infrastruktur 

Nilai 67,57 

8. 
Meningkatnya pengelolaan 
kualitas lingkungan hidup 

Indeks Kualitas Lingkungan 
Hidup (IKLH) 

Nilai 62,9 

9. 
Meningkatnya pengendalian 
pemanfaatan ruang 

Persentase kesesuaian ruang Persen 87,24 
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esuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 yang juga merupakan masa transisi dari 

RPJMD 2012-2016 ke RPJMD 2018-2022, terdapat 9 Sasaran. Berdasarkan dari 

hasil pengukuran Kinerja Sasaran dapat disimpulkan bahwa dari semua Sasaran dapat 

dicapai dengan Sangat Tinggi dengan capaian kinerja antara 94,12 sampai dengan 

137,81,  dengan skala pengukuran kinerja sebaga berikut : 

Tabel 3.1  

Skala Pengukuran Kinerja 

No. Nilai Skala Pengukuran Kinerja 

1. 91 ≤100 Sangat Tinggi 

2. 76  ≤  90 Tinggi 

3. 66  ≤  75 Sedang 

4. 51  ≤  65 Rendah 

5. ≤ 50 Sangat Rendah 

 

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan 

dengan membandingkan antara terget kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian 

yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja 

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk Tahun 2017. Pencapaian IKU Bupati Tahun 

2017 secara ringkas ditunjukkan pada tabel berikut : 

 

 

 

 

 

S 

 
 

AKUNTABILITAS KINERJA 
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Tabel 3.2 

Pencapaian IKU Bupati Tahun 2017 

No Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Capaian 2017 Target 
Akhir 

RPJMD 
Tahun 
2022 

Capai-
an s/d 
2022 
ter-

hadap 
2017 

Target Realisasi %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Meningkatnya 
kualitas 
pendidikan 
masyarakat 

Rata-rata lama 
sekolah** 

Tahun 8,56 9,54 111,46 8,96 106,47 

Angka Melek 
Huruf** 

Tahun 96,62 96,90 100,29 100,00 96,90 

Harapan Lama 
Sekolah** 

Tahun 14,01 14,05 100,31 15,21 92,39 

2. 
Meningkatnya 
derajat kesehatan 
masyarakat 

Angka 
Harapan 
Hidup** 

Tahun 75,03 75,03 100 75,05 99,97 

Angka 
Kematian Ibu* 

per 
100.000 

kelahir-an 
hidup 

56,26 59,38 94,45 54,55 91,15 

Angka 
Kematian Bayi  

per 1.000 
kelahir-an 

hidup 
8,86 8,31 106,21 7,50 89,20 

3. 

Meningkatnya 
pelestarian/ 
pengembangan 
budaya dan 
prestasi generasi 
muda 

Cakupan 
pelestarian 
dan 
pengembanga
n budaya 
daerah 

Persen 72,41 69,62 96,15 77,87 89,41 

  
Cakupan 
prestasi 
generasi muda 

Persen 25,33 45,75 180,63 57,22 79,95 

4. 
Meningkatnya 
pendapatan 
masyarakat 

Angka 
Pengangguran 
terbuka 

Persen 3,2 1,99 137,81 2,25 111,56 

  
Pendapatan 
perkapita 
penduduk 

Jutaan 
rupiah 

16,390 16,382 99,95 18,92 86,59 

5. 

Meningkatnya 
kualitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
dan pelayanan 
publik yang 
responsif dan 
akuntabel 

Nilai 
Akuntabilitas 
Kinerja (AA=6, 
A=5, B=4, 
CC=3, C=2, 
D=1)* 

Nilai BB BB 100 A BB 

Akuntabilitas 
Pengelolaan 
Keuangan 
Daerah 

Opini BPK WTP WTP 100 WTP WTP 
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(WTP=4, 
WDP=3, 
Disclaimer = 
2)* 

Nilai Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) 

Nilai 77,15 81,858 106,10 79,65 102,77 

6. 

Meningkatnya 
kedisiplinan, 
ketertiban, dan 
kehidupan 
bermasyarakat 
yang kondusif 

Cakupan 
penegakan 
peraturan 
daerah dan 
penanganan 
konflik sosial 

Persen 76,79 88,89 115,61 87,5 101,59 

7. 

Meningkat-nya 
Pelayanan 
Infrastruktur yang 
Mendukung 
Performa Wilayah 

Indeks 
pembangunan 
infrastruktur 

Nilai 67,57 68,49 101,36 74,79 91,58 

8. 

Meningkatnya 
pengelolaan 
kualitas 
lingkungan hidup 

Indeks 
Kualitas 
Lingkungan 
Hidup (IKLH) 

Nilai 62,90 66,38 105,53 64,11 103,54 

9. 

Meningkatnya 
pengendalian 
pemanfaatan 
ruang 

Persentase 
kesesuaian 
ruang 

Persen 87,24 87,25 102,80 87,68 99,51 

Catatan :  
** angka sangat sementara  Bappeda Kulon Progo Tahun 2017. 

 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Tahun yang berjumlah 17 indikator (100%), 

telah memenuhi kriteria Sangat Tinggi, dengan capaian kinerja 94,12 sampai dengan 

137,81  yang digambarkan pada diagram berikut : 
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Diagram 3.1 

Capaian Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2017 

 

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 

Bagian ini akan manganalisis dan menguraikan evaluasi dan analisis capaian 

kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan 

dalam bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran 

strategis. 

3.2.1 Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat 

Urusan pendidikan merupakan salah satu urusan yang memiliki kedudukan 

penting dalam meningkatkan kualitas masyarakat. Meningkatnya kualitas derajat 

pendidikan masyarakat merupakan bagian dari fokus pembangunan untuk 

peningkatan human capital, mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian 

dari pemenuhan hak warga negara, maupun karena daya ungkit pendidikan terhadap 

pembangunan yang lain seperti pembangunan dan pemerataan ekonomi dan sosial. 

Pada tahun 2017 yang juga merupakan tahun transisi RPJMD, realisasi pencapaian 
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sasaran Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat telah menunjukkan hasil yang 

positif, hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerjanya  yang telah mencapai 

kinerja Sangat Tinggi.  Adapun indikator kinerja dan capaiannya sebagai berikut : 
 

Tabel 3.3 
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat 

No Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Capaian 2017 
Target 
Akhir 
RPJM

D 
(2022) 

Capaian 
s/d 

2017 
terhada
p Akhir 
RPJMD 

Target 
Reali-
sasi 

%  

1 2 3 4 7 8 9 10 11 

1. Meningkatnya 
kualitas 
pendidikan 
masyarakat 

Rata-rata 
lama 
sekolah** 

Tahun 8,56 9,54 111,46 8,96 106,47 

Angka Melek 
Huruf ** 

Persen 96,62 96,90 100,29 100,00 96,90 

Harapan 
Lama Sekolah 

Tahun 14,01 14,05 100,31 15,21 92,39 

Sumber Data : **angka sangat sementara Bappeda dan Dinas Pendidikan 

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang telah 

dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh seluruh jenjang 

pendidikan formal yang dijalani. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2017 yang 

juga merupakan tahun transisi RPJMD dapat diketahui bahwa  capaian rata-rata lama 

sekolah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017 adalah 9,56 melampaui target sebesar 

8,56 (111,46).  

Angka melek huruf didefinisikan sebagai persentase penduduk usia 15 tahun ke 

atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Capaian angka melek 

huruf pada tahun 2017 adalah 96,90 sudah melampaui  target sebesar 96,62 (100,29).  

 Sedangkan Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam 

tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. 

Capaian harapan lama sekolah pada tahun 2017 mencapai 14,05 melampaui target sebesar 

14,01 (100,31). 

Capain kinerja sasaran meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dapat 

tercapai karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 

pendidikan, serta didukung dengan program-program pada urusan pendidikan baik 
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program pada pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan peemrintah kabupaten. 

Program utama pada pemerintah kabupaten diantaranya : 

1) Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 

Capaian kinerja Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 

berupa cakupan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat pada tahun 

2017 terealisasi 17,23% dari target 18,62%. Capaian ini diperoleh dari angka-angka : 

 
Tabel 3.4 

Capaian Kinerja Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat  
Tahun 2017 

No Uraian Satuan 
Capaian kinerja 2017 

Target Realisasi 

1 Jumlah peserta didik PAUD Siswa 22.833 19.933 

2 Jumlah penduduk usia 0-6 tahun Orang 40.024 40.002 

3 Jumlah peserta didik Paket A Siswa 4 - 

4 Jumlah penduduk usia 7-12 tahun Orang 37.248 38.310 

5 Jumlah peserta didik Paket B Siswa 299 83 

6 Jumlah penduduk usia 13-15 tahun Orang 19.046 19.011 

7 Jumlah peserta didik Paket C Siswa 351 260 

8 Jumlah penduduk usia 16-18 tahun Orang 18.968 19.506 

9 Jumlah peserta didik Keaksaraan Fungsional Siswa 823 140 

10 Jumlah penduduk usia >15  tahun Orang 335.063 348.332 

11 
Jumlah Program Kursus dan Pelatihan yang telah 
menerapkan KKNI 

Paket 13 13 

12 Jumlah Semua Lembaga Kursus dan Pelatihan Unit 24 24 

13 Jumlah sekolah terakreditasi A (TK/RA) Unit 96 96 

14 Jumlah TK/RA secara keseluruhan Unit 352 354 

 Capaian Indikator Program   18,62 17,23 

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

2) Program Pembinaan Sekolah Dasar  

Capaian kinerja Program Pembinaan Sekolah Dasar berupa cakupan pembinaan 

sekolah dasar pada tahun 2017 terealisasi 62,54% dari target 62,94%. Capaian ini 

diperoleh dari  : 
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Tabel 3.5 

Capaian Kinerja Program Pembinaan Sekolah Dasar Tahun 2017 

No Uraian Satuan 
Capaian kinerja 2017 

Target Realisasi 

1 
Jumlah peserta didik usia 7-12 tahun di 
Jenjang SD/MI 

Siswa 31.701 32.435 

2 Jumlah penduduk usia 7-12 tahun Orang 37.348 38.310 

3 Jumlah lulusan Jenjang SD/MI Siswa 5.714 5.770 

4 
Jumlah peserta didik tingkat tertinggi pada 
tahun ajaran sebelumnya pada Jenjang SD/MI 

Siswa 5.714 5.770 

5 Jumlah sekolah terakreditasi A (SD/MI)  unit 69 65 

6 Jumlah SD/MI secara keseluruhan unit 369 364 
 Capaian Indikator Kinerja  62,94 62,54 

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

3) Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 

Capaian kinerja Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama berupa cakupan 

pembinaan sekolah menengah pertama pada tahun 2017 terealisasi 78,42% dari 

target 80,58%. Capaian ini diperoleh dari  : 

Tabel 3.6 
Capaian Kinerja Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2017 

No Uraian Satuan 
Capaian Kinerja 2017 

Target Realisasi 

1 
Jumlah peserta didik usia 13-15 tahun di 
Jenjang SMP/MTs 

Siswa 13.641 13.573 

2 Jumlah penduduk usia 13-15 tahun Orang 19.046 19.011 

3 Jumlah lulusan Jenjang SMP/MTs Siswa 6.103 6.005 

4 
Jumlah peserta didik tingkat tertinggi pada 
tahun ajaran sebelumnya pada Jenjang 
SMP/MTs 

Siswa 6.103 6.005 

5 Jumlah sekolah terakreditasi A (SMP/MTs)  unit 56 54 

6 Jumlah SMP/MTs secara keseluruhan unit 77 80 

 Capaian Indikator Kinerja  80,58 78,42 

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Permasalahan  

1. Belum semua pendidik dan tenaga kependidikan memenuhi standar kompetensi 

dan kualifikasi, termasuk masih terdapat kekurangan maupun distribusi yang 

tidak merata 
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2. Belum optimalnya implementasi penguatan pendidikan karakter, sehingga 

berdampak pada penumbuhan budi pekerti, baik di lingkungan keluarga, satuan 

pendidikan, maupun masyarakat. 

3. Letak geografis sejumlah sarana pendidikan yang memiliki medan sulit, serta 

adanya potensi bencana alam yang cukup besar, khususnya di daerah/wilayah 

kecamatan di Perbukitan Menoreh, yakni Kecamatan Kokap, Girimulyo, 

Samigaluh dan Kalibawang, sehingga menjadi rawan bencana alam saat terjadi 

hujan yang terus menerus (musim penghujan). 

 

Solusi  

1. Mengisi kekurangann tenaga pendidik dengan mengangkat pegawai dengan 

perjanjian kerja (kontrak), serta meningkatkan pembinaan dan penilaian kinerja 

tenaga pendidik. 

2. Perlu adanya dukungan pada implementasi Perda Nomor 18 Tahun 2015 dan 

Perbup Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, baik 

pada Karakter Nilai Keagamaan, Semangat Kebangsaan, maupun Budaya 

Kemataraman. 

3. Meningkatkan sistem rehabilitasi maupun relokasi sarana dan prasarana 

pendidikan, sehingga seluruh warga sekolah merasa aman, nyaman dan 

menyenangkan. 

 

 

3.2.2 Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 

 

Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat tahun  2017 dari 3 (tiga) 

indikator dalam sasaran ini capaian kinerjanya 1 (satu) indikator sangat tinggi bahkan 

melebihi target pada indikator Angka Kematian Bayi, 1 indikator sesuai target Angka 

Harapan Hidup namun untuk indikator Angka Kematian Ibu masih belum tercapai dari 

target, hal disebabkan tidak hanya sekedar peningkatan pelayanan, namun juga 

dipengaruhi perilaku hidup sosial masyarakat. Untuk Capaian sasaran ini dapat dilihat 

pada tabel berikut. 
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Tabel 3.7 
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan 

Masyarakatdengan Tahun 2017 

No Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Capaian 2017 
Target 
Akhir 

RPJMD 
(2022) 

Capaian 
s/d 2017 
terhadap 

Target 
Akhir 

RPJMD 

Target Realisasi %  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

1. Meningkatnya 
derajat 
kesehatan 
masyarakat 

Angka Harapan 
Hidup ** 

Tahun 75,03 75,03 100 75,05 99,97 

Angka Kematian 
Ibu  

per 100.000 
kelahiran hidup 

56,26 59,38 94,45 54,55 91,15 

Angka Kematian 
Bayi  

per 1.000 
kelahiran hidup 

8,86 8,31 106,21 7,5 89,90 

Sumber Data : **angka sangat sementara Bappeda dan Dinas Kesehatan 

 
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2017, capaian indikator Angka 

Harapan Hidup di Kabupaten Kulon Progo telah tecapai sesuai target yang ditetapkan 

sebesar 75,03 Tahun (100%). 

Secara umum, angka harapan hidup di kulon progo beberapa tahun terus 

mengalami  fluktuatif, hal ini dapat dilihat pada diagram berikut : 

 
Diagram 3.2 

Angka Harapan Hidup 
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Angka Kematian Ibu cenderung fluktuatif selama kurun waktu 3 tahun 

terakhir bahkan apabila dilihat dari Tahun 2010.  AKI Tahun 2015 sebesar 

38,22/100.000 KH, Tahun 2016 sebesar 136,80/100.000 KH dan pada Tahun 

2017 sebesar 59,38/100.000 KH. Angka Kematian Ibu Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2010 s/d 2017 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angka Kematian Ibu ini telah dapat mencapai target MDG’s yang 

ditetapkan untuk Tahun 2015 sebesar 102/100.000 KH. Peningkatan 

pelayanan kesehatan ibu perlu dipertahankan dan tetap dilakukan inovasi-

inovasi untuk dapat menekan dan bahkan menurunkan angka kematian 

dengan lebih baik. 

Angka Kematian Bayi bersifat fluktuatif selama kurun waktu 3 tahun 

terakhir.  Angka Kematian Bayi Tahun 2017 sebesar 8,31/1.000 KH menurun 

dibanding Tahun 2016 yaitu sebesar 9,59/1.000 KH dan Tahun 2015 sebesar 

9,17/1.000 KH. Angka Kematian Bayi Kabupaten Kulon Progo cenderung 

menurun dalam kurun waktu 7 tahun terakhir sebagaimana Gambar 3.3. 
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Diagram 3.4 
Capaian Angka Kematian Bayi di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2017 

Gambar 3.4 menunjukkan bahwa Angka Kematian Bayi mengalami 

fluktuasi dalam kurun waktu 7 tahun terakhir namun secara umum angka ini 

cenderung menurun dari Tahun 2011. Apabila dibandingkan dengan capaian 

Angka Kematian Bayi secara nasional, Kabupaten Kulon Progo lebih berhasil 

dalam penurunan angka ini. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Kulon Progo 

sudah melebihi target MDG’s untuk Tahun 2015 yaitu sebesar 23/1.000 KH. 

Indikator Angka Kematian Ibu tercapai 90,18% dan Angka Kematian 

Bayi sebesar 88,18%. Untuk mencapai target akhir RPJMD masih diperlukan 

peningkatan pelayanan ibu dan bayi sesuai prosedur yang ditetapkan serta 

adanya inovasi-inovasi guna menekan terjadinya kematian ibu dan bayi. 

Program dan kegiatan yang telah dikembangkan selama ini adalah ANC 

terpadu, manual rujukan, sistem informasi dan komunikasi yang up to date 

dengan SMS Gateway, MPS Online, dan WA Rindu KIA, pemantauan ibu 

hamil normal dan risiko tinggi dan kunjungan langsung bagi ibu hamil risiko 

tinggi dan drop out, penguatan PONED dan PONEK, Audit Maternal Perinatal 

(AMP) baik audit medis maupun audit sosial, dan adanya program Rumah 

Tunggu Kelahiran (RTK). Selain itu dilakukan koordinasi dan audit medik 

pelayanan KB yang ditujukan untuk mendukung upaya peningkatan 

pelayanan kesehatan reproduksi sehingga dapat memberikan kontribusi 

dalam penurunan angka kematian ibu.  
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Gambar 3.2 
Layanan Kesehatan Dasar  

 

Pencapaian sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat didukung 

dengan capaian indikator kinerja program peningkatan kesehatan pada tahun 2017 

telah sesuai target RPJMD Tahun 2017-2022 yaitu 108,30%. Dari target 58,35% 

terealisasi 63,20% yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.  

 
Tabel 3.8 

Capaian Kinerja Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Tahun 2017 

No. Uraian 

Capaian Kinerja Program 
dan Kegiatan 2017 

Target 
akhir 
2022 Target Realisasi 

1. Prevalensi balita BGM (%) 1,00 1,02 0,78 

Jumlah balita BGM         218           220   

Jumlah balita yang ditimbang    21.868      21.646   

2. Prevalensi balita stunting (%) 16,78 16,46 13,00 

Jumlah balita stunting         3.670        3.564   

Jumlah balita yang ditimbang    21.868      21.646   

3.  Prevalensi ibu hamil dengan anemia (%) 13,00 11,57 9,84 

Jumlah ibu hamil dengan anemia             727           686   

Jumlah ibu hamil         5.592         5.928   

4. Prevalensi bayi dengan BBLR (%) 7,44 6,63 6,46 

Jumlah bayi dengan BBLR             380           332   

Jumlah bayi         5.110            5.008   

5. Cakupan bayi mendapat ASI eksklusif (%) 54,93 70,45 60,67 

Jumlah bayi mendapat ASI eksklusif         2.807        3.528   

Jumlah bayi         5.110            5.008   

6. Prevalensi balita kurus (%) 6,04 4,44 3,00 

Jumlah balita kurus         1.321           961   

Jumlah balita yang ditimbang    21.868      21.646   

7. Cakupan desa siaga yang sudah aktif 23,86 23,86 37,50 
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(mandiri) (%) 

 Jumlah desa siaga yang sudah aktif 
(mandiri)  

21 21  

 Jumlah desa 88 88  

8. Jumlah kecamatan sehat              9             12  12 

9. Cakupan desa STBM semua pilar (%)  4,55            -    56,82 

 Jumlah desa STBM semua pilar             4              -     

 Jumlah desa 88 88  

Capaian indikator kinerja program      58,35        63,20  74,80 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Keberhasilan program peningkatan kesehatan masyarakat karena 

meningkatnya status gizi masyarakat yang ditunjukkan rendahnya prevalensi 

balita stunting, prevalensi ibu hamil dengan anemia, prevalensi bayi BBLR, 

dan prevalensi balita kurus meskipun prevalensi balita BGM sedikit di bawah 

target target yang ditetapkan. Hal ini selaras dengan peningkatan jumlah 

bayi yang mendapat ASI eksklusif dan meningkatnya peran serta masyarakat 

dalam memantau perkembangan balita dengan datang ke posyandu. 

Capaian indikator kinerja program pada Tahun 2017 dari target 53,43% 

terealisasi  78,98s% yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut : 

 
Tabel 3.9 

Capaian  Kinerja Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2017 

No. Uraian 
Tahun 2017 

Target Realisasi 

1 Jumlah  KLB tertangani <24 jam 20 11 

2 Jumlah  KLB 20 11 

3 Jumlah Kasus PD3I (Rubella dan Campak) 187 166 

4 Jumlah Desa mencapai UCI 88 88 

5 Jumlah  Desa 88 88 

6 
Jumlah penderita BTA positip diobati yang sembuh 

atau lengkap 

120 91 

7 Jumlah penderita BTA positip diobati 120 112 

8 
Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan 

pemeriksaan HIV sesuai standar 

6.783 4233 

9 Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV 31.538 31.538 

10 
Jumlah Desa Tidak memiliki kasus indegenous 

malaria 

78 82 

11 Jumlah kasus kusta indegenous 0 0 
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No. Uraian 
Tahun 2017 

Target Realisasi 

12 Jumlah penduduk 437.441 445.655 

13 Jumlah kasus filariasis indegenous 0 0 

14 Jumlah kematian penderita DBD 2 1 

15 Jumlah penderita DBD 186 79 

16 
Jumlah penderita hipertensi mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai standar 

23.884 12.626 

17 Jumlah penderita hipertensi 119.421 119.421 

18 
Jumlah  penduduk usia 18+  yang dilakukan 

pemeriksaan IMT 

33.232 1.556 

19 Jumlah penduduk usia 18+ 332.315 332.315 

20 
Jumlah sekolah yang melaksanakan kebijakan 

kawasan tanpa rokok 

1.292 1.292 

21 Jumlah sekolah 1.352 1.352 

22 Jumlah desa mempunyai posbindu 60 68 

23 Jumlah TPKJM terbentuk 4 10 

24 Jumlah kecamatan 12 12 

 Capaian indikator kinerja program (%) 53,43 78,98 

 
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Pengendalian penyakit tidak menular selain melalui fasilitas pelayanan 

kesehatan dasar juga melalui Penguatan Posbindu di 9 Posbindu Institusi dan 

Penambahan Posbindu serta pembentukan Tim Pembentukan Tim Pelaksana 

Kesehatan Jiwa Masayarakat (TPKJM) tingkat Kecamatan. Pada tahun 2017 

sudah ada  68 desa dengan Posbindu serta 10 Kecamatan dengan  TPKJM. 

Namun capaian untuk Desa mengalami KLB sebanyak 11 desa seluruhnya 

telah berhasil ditangani kurang dari 24 jam. 

Capaian indikator kinerja program pada Tahun 2017 belum sesuai 

target RPJMD Tahun 2017-2022 yaitu sebesar 80,92%. Dari target 77,04% 

terealisasi 62,34% yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut : 
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Tabel 3.10 
Capaian Kinerja Program Peningatan Pelayanan Kesehatan Tahun 2017 

No. Uraian 

Capaian Kinerja 
Program dan 

Kegiatan 2017 

Target 
akhir 
2022 

Target Realisasi 

1. Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan yang 
sudah memanfaatkan SIM Pelayanan 
Kesehatan (%) 

75,68 78,38 100,00 

2. Cakupan peserta jaminan kesehatan  yang 
berobat di puskesmas dapat dilayani (%) 

100 100 100,00 

3.  Cakupan pasien peserta jaminan kesehatan 
yang dirujuk ke RS dapat ditangani (%) 

100 100 100,00 

4. Cakupan puskesmas yang melak-sanakan 
yankestradkom (%) 

38,10 9,52 100,00 

5. cakupan Puskesmas yang memiliki nilai SKM 
di atas 81,26 (%) 

71,43 23,81 100,00 

Capaian indikator kinerja program 77,04 62,34 100,00 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Belum tercapainya target disebabkan jumlah puskesmas yang memiliki 

nilai Survey Kepuasan Masyarakat di atas 81.26 (Sangat Baik) jauh di bawah 

target. Hal ini karena adanya perbedaan instrumen yang dijadikan pedoman 

penilaian dari Indeks Kepuasan Masyarakat (14 parameter) menjadi Survei 

Kepuasan Masyarakat (9 paramter nasional dan 5 parameter lokal / 

kabupaten). Dari target 15 hanya 5 Puskesmas yang memiliki nilai sangat baik. 

Selain itu Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional 

komplementer juga tidak mencapai target. Hal ini disebabkan regulasi yang 

belum mendukung yaitu belum ada standar pelayanan. petugas yang 

mendapat pelatihan masih terbatas. pelayanan kesehatan tradisional 

komplementer belum masuk pola tarif Puskesmas dan tidak masuk ke dalam  

pembiayan BPJS. 
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3.2.3 Sasaran Strategis Meningkatnya Pelestarian/Pengembangan Budaya dan Prestasi 

Generasi  Muda 

 

Urusan kebudayaan 

merupakan salah satu urusan yang 

memiliki kedudukan signifikan di DIY 

sebagai daerah “Istimewa”. 

Peningkatan dan pengembangan Nilai-

nilai budaya dimaksudkan sebagai 

upaya untuk melestarikan nilai-nilai 

budaya yang telah ada.  

Capaian sasaran dicapai dengan indikator Cakupan Pelestarian dan 

Pengembangan Budaya Daerah pada tahun 2016 dengan target 72,41 baru dapat 

terealisasi sebesar 69,62% (96,15% dari target) sementara itu indikator Cakupan 

Prestasi Generasi Muda telah melampaui terget dengan capaian 45,75% (180,63%) 

dart target 25,33%. 

Tabel 3.11 
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pelestarian/ Pengembangan 

Budaya dan Prestasi Generasi Muda 

No Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Capaian 2017 
Target 
Akhir 

RPJMD 
(2022) 

Capaian 
s/d 

2017 
terhada
p Akhir 
RPJMD 

Target Realisasi %  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

1. Meningkatnya 
Pelestarian/ 
Pengembangan 
Budaya dan 
Prestasi Generasi 
Muda 

Cakupan 
pelestarian dan 
pengembangan 
budaya daerah 

persen 72,41 69,62 96,15 77,87 89,41 

Cakupan 
prestasi 
generasi muda 

persen 25,33 45,75 180,63 57,22 79,95 

Sumber Data : angka sangat sementara Bappeda 

 

Untuk mewujudkan masyarakat  Kulon Progo yang sejahtera, aman, tentram,  

berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa, maka salah satu misi 

pembangunan yang dilakukan adalah mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, 
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berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya. Sumberdaya manusia sebagai subyek 

dan obyek pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan 

dan mewujudkan keberhasilan pembangunan. Sebagai subyek pembangunan dibutuhkan 

sumberdaya manusia yang sehat, berprestasi dan produktif untuk mencapai tujuan 

pembangunan yang diinginkan melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan. 

Pembangunan sumber daya manusia berlandaskan budaya akan menciptakan manusia 

dengan pikiran, sikap, perilaku, tindakan yang memiliki nilai kesantunan, kesopanan, 

saling menghormati menjunjung adat istiadat, berakhlak mulia, dan bermoral. 

Pembentukan watak dan penanaman budi pekerti harus mendapat prioritas pada 

generasi muda untuk mewujudkan karakter yang adiluhung yang nilai-nilai yang 

terkandung di dalam ajaran agama yang mengarah kepada upaya peningkatan kualitas 

keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan modal sumber daya 

manusia yang sehat, berprestasi berlandaskan budaya maka diharapkan tercipta sumber 

daya manusia yang mandiri dalam berkehidupan. Masyarakat yang mandiri adalah 

masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan 

masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan 

sendiri. 

Untuk mewujudkan pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya 

sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 dapat 

ditempuh dengan meningkatkan pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya. 

Keberhasilan pelaksanaan Urusan Kebudayaan tahun 2017 terlihat dari capaian Program 

Pengembangan Nilai Budaya dan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. 

Realisasi Program dan Kegiatan berdasarkan Indikator Kinerja Program pada 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 terlihat dalam tabel 22.1 berikut.  

 

1) Program Pengembangan Nilai Budaya 

Program pengembangan nilai budaya dilakukan untuk mengembangkan jenis 

dan bentuk kesenian sebagai upaya penyebarluasan dan pendalaman serta 

peningkatan mutu budaya bangsa serta memanfaatkan jenis dan bentuk kesenian 

untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, melalui pelaksanaan event sastra, 

pembinaan rintisan desa budaya dan kantong budaya serta pembinaan seni tradisi. 
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Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Revitalisasi Kearifan Budaya Lokal, 

Pengembangan Seni Rupa dan Film, Pelestarian, Pemberdayaan dan Promosi Budaya 

serta Pengembangan Seni Pertunjukan. Kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Dana 

Keistimewaan, yang mendukung tercapainya program ini meliputi Pengembangan 

Rintisan Desa dan Kantong Budaya, Pembinaan dan Pengembangan Seni Rupa Daerah, 

Promosi dan Publikasi Seni Budaya, Penyelenggaraan Even Lembaga Penggiat Seni, 

Gelar Budaya Jogja, Festival Kebudayaan Yogyakarta, Misi Kebudayaan Keluar Negeri 

Dalam Rangka Diplomasi Budaya, Membangun Kemitraan Dengan Instansi di Luar DIY, 

Penghargaan Bagi Pelestari dan Penggiat Budaya serta Pelestarian Kepercayaan dan 

Tradisi. 

Tingkat capaian kinerja program pengembangan nilai budaya pada tahun 2017 

berdasarkan target pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 

sebagaimana terlihat pada tabel berikut : 

 

Tabel  3.12 
Capaian Pengembangan Nilai Budaya Tahun 2017 

No. Uraian Satuan 
Tahun 2017 

Target Realisasi 

1. Jumlah event sastra Jenis 2 5 

2. Jumlah target event sastra Jenis 2 5 

3. Jumlah rintisan desa budaya Desa 12 11 

4. Jumlah target rintisan desa budaya Desa 12 12 

5. Jumlah jenis pembinaan seni tradisi Jenis 5 3 

6. Jumlah seni tradisi Jenis 5 5 

 Capaian Indikator Kinerja Program  % 100 83,89 

Sumber data : Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan capaian kinerja program 

Pengembangan Nilai Budaya tahun 2017 terealisasi sebesar  83,89 % dan tidak 

tercapai target yang telah direncanakan. Jumlah event sastra terealisasi sebanyak 5 

jenis dari target 5 jenis, meliputi macapat, geguritan, cerpen, puisi dan 

sesorah/pranatacara. Jumlah rintisan desa budaya terealisasi 11 Desa dari target 12 

Desa. Tidak tercapainya target rintisan desa budaya ini disebabkan kurangnya 

pembinaan dan pendampingan di desa, agar potensi budaya di desa bisa ditingkatkan 

agar status desa kantong budaya dapat dinaikkan menjadi desa rintisan budaya. 
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Jumlah jenis pembinaan seni tradisi terealisasi sebanyak 3 jenis dari target 5 jenis, 

meliputi wayang kulit, kerawitan dan gejog lesung. Tidak tercapainya pembinaan seni 

tradisi disebabkan karena kurangnya sumberdaya manusia yang membina dan 

melakukan pendampingan pembinaan seni tradisi di Kulon Progo. 

Event sastra yang diselenggarakan tahun 2017 sebanyak 20 kali meliputi 

macapat rutin 11 kali yang diselenggarakan di tempat-tempat bersejarah maupun 

cagar budaya yang ada di Kulon Progo antara lain Plengkung Geblek Renteng Rumah 

Dinas Bupati, Puskesmas Nanggulan I, Petilasan Daruna Daruni, Kompleks Bale Agung, 

Kompleks Astana Girigondo, Joglo Dipokawoco, Kamar Sandi Negara, Griya Budaya 

Segajih, eks Pabrik Nila, Joglo Jamal dan Kompleks Mbabrik, macapat massal 1 kali, 

lomba macapat 1 kali, workshop geguritan 1 kali, lomba geguritan 1 kali, workshop 

pengembangan bahasa dan sastra 1 kali, saresehan sastrawan 1 kali, apresiasi seni 

pengembangan bahasa dan sastra 1 kali, festival teater tradisi di TMII 1 kali dan 

festival teater tingkat DIY 1 kali. 

Jumlah Rintisan Desa Budaya pada tahun 2017 sebanyak 11 Desa  dengan 

rincian pada tabel  berikut. 

Tabel 3.13 
Rintisan Desa Budaya Tahun 2017 

No. Desa Kecamatan 

1. Purwosari Girimulyo 

2. Giripeni Wates 

3. Banjararum Kalibawang 

4. Gerbosari Samigaluh 

5. Pengasih Pengasih 

6. Kaligintung Temon 

7. Gulurejo Lendah 

8. Pendoworejo Girimulyo 

9. Jatisarono Nanggulan 

10. Kaliagung Sentolo 
11. Tirtorahayu Galur 

Sumber data : Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Capaian Pengembangan Nilai Budaya pada tahun 2017 dapat tercapai dengan 

melaksanakan berbagai kegiatan yang difasilitasi dengan Dana APBD dan Dana 

Keistimewaan Tahun 2017 yang nilainya cukup besar. Hal ini sangat berpengaruh pada 

capaian jumlah penyelenggaraan event sastra, pembinaan rintisan desa budaya dan 

pembinaan seni tradisi.  
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2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 

Program pengelolaan kekayaan budaya ditujukan untuk melindungi jenis dan 

bentuk budaya sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan gejala yang 

menimbulkan kerusakan atau kepunahan, yang dilakukan melalui penyusunan kajian, 

pembangunan dan pemeliharaan warisan cagar budaya dan kesejarahan. Program ini 

dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Kesejarahan dan Permuseuman, 

Penyuluhan dan dan Penyebarluasan Informasi Kepurbakalaan/Cagar Budaya/Warisan 

Budaya serta Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi. Kegiatan-kegiatan yang 

bersumber dari Dana Keistimewaan, yang mendukung tercapainya program ini 

meliputi Kegiatan Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya serta 

Pembinaan Permuseuman. 

Tingkat capaian kinerja program selama tahun 2017 berdasarkan target pada 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 untuk indikator capaian 

pengelolaan kekayaan budaya sebagaimana terlihat pada tabel  berikut. 

 

Tabel 3.14 

Capaian Pengelolaan Kekayaan Budaya Tahun 2017 

No Uraian Satuan 
Tahun 2017 

Target Realisasi 

1. Jumlah kajian, pembangunan dan 
pemeliharaan warisan budaya dan 
kesejarahan 

Buah 5 6 

2. Jumlah target kajian, pembangunan dan 
pemeliharaan warisan budaya dan 
kesejarahan  

Buah 5 5 

 Capaian Indikator Kinerja Program % 100 120 

Sumber data : Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan capaian kinerja program Pengelolaan 

Kekayaan Budaya tahun 2017 terealisasi sebesar  120 %. Kajian, pembangunan dan 

pemeliharaan warisan budaya dan kesejarahan terealisasi sebanyak 6 buah dari 5 

buah yang ditargetkan, meliputi penyusunan kajian, pemeliharaan warisan budaya dan 

cagar budaya bergerak dan tidak bergerak (bangunan/situs) serta pembangunan 

warisan budaya dan kesejarahan.  
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Secara rinci  kajian, pembangunan dan pemeliharaan warisan budaya dan 

kesejarahan dilihat pada tabel  berikut.  

Tabel 3.15 
Kajian, Pembangunan dan Pemeliharaan Warisan Budaya  

dan Kesejarahan Tahun 2017 

No. Uraian Jumlah 

1. Penyusunan prototype arsitektur rumah tinggal, kantor, 
ruang usaha, oudoor visual Kulon Progo 

1 

2. Kajian terkait adat dan tradisi Kulon Progo 1 

3. Kajian tentang Wayang Golek (Ki Widi) 1 

4. Rehab cagar budaya kantor Kecamatan Panjatan 1 

5. Pemeliharaan Jembatan Duwet dan eks Pabrik Nila 2 

6. Pemeliharaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya  

 a. Massa Prasejarah 4 

 b. Massa Hindu-Budha 119 

 c. Massa Islam 50 

 d. Massa Kolonial/Perjuangan 121 

 e. Tradisional 10 

Jumlah 310 

Sumber data : Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Adapun prestasi penyelenggaraan urusan Kebudayaan selama tahun 2017, baik di 

tingkat DIY maupun Nasional adalah sebagai berikut :   

1) Kontingen Kabupaten Kulon Progo dengan judul “Sendang Clereng” sebagai Penyaji 

Terbaik II pada Festival Langen Carita Tingkat DIY yang dilaksanakan pada tanggal 24 

Agustus 2017 di Dinas Kebudayaan DIY; 

2) Kontingen Kabupaten Kulon Progo dengan judul “Lintang” sebagai Penyaji Terbaik II 

pada Festival Ketoprak Tingkat DIY, yang dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 28 

September 2017 di Gedung Societet Militaire Komplek Taman Budaya Yogyakarta; 

3) Kontingen Kabupaten Kulon Progo dengan judul “Ambedah Rasa” sebagai Penyaji 

Terbaik II pada Festival Sendratari Tingkat DIY, yang dilaksanakan  pada tanggal 20 s.d 

21 Oktober 2017 di SMKN 1 Kasihan, Bantul. 

Sementara itu, Capaian Pembinaan Pemuda dan Olahraga terdiri dari 8 sub 

indikator penunjang, yakni Jumlah kegiatan (event) kepemudaan dalam 1 tahun, Jumlah 

organisasi pemuda sampai saat ini, Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi/nasional, 

Jumlah pemuda peserta lomba kepemudaan tingkat provinsi/nasional, Jumlah kegiatan 

(event) keolahragaan dalam 1 tahun, Jumlah organisasi olahraga sampai saat ini, Jumlah 

atlet berprestasi tingkat provinsi/ nasional, dan Jumlah atlet peserta kejuaraan tingkat 
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provinsi/ nasional. Capaian pada tahun 2017 sebesar 49,12% dari target yang telah 

ditetapkan sebesar 38,91% dengan rincian sebagaimana tergambar dalam tabel berikut. 

 

Tabel   3.16 

Capaian Pembinaan Pemuda dan Olahraga Tahun 2017 

No Uraian  
Tahun 2017 

Target Realisasi 

1. Jumlah Kegiatan (event) kepemudaan dalam 1 thn 6 6 

2. Jumlah Organisasi Pemuda sampai saat ini 13 13 

3. Jumlah Pemuda berprestasi tk Prov/Nasional 2 7 

4. Jumlah Pemuda peserta lomba kepemudaan tk 

Prov/Nasional 

8 10 

5. Jumlah Kegiatan (event) keolahragaan dalam 1 thn 20 20 

6. Jumlah Organisasi Olahraga sampai saat ini 34 34 

7. Jumlah Atlet Berprestasi tk prov/nasional 136 114 

8. Jumlah Atlet Peserta kejuaraan tk prov/nasional 530 530 

 Capaian Indikator Kinerja Program 38,91 49,12 

Sumber data : Dinas Pendidikan Pora Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Selain itu pada tahun 2017, Urusan Pendidikan telah meraih prestasi-prestasi baik 

akademik maupun non akademik yang diraih di tingkat Nasional maupun Internasional 

antara lain : 

Tabel  3.17 

Prestasi pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017 

No. Nama Peserta 
Nama Kegiatan/ 

Kejuaraan 
Juara Tingkat Ket. 

1.  dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) 

Kabupaten Kulon Progo 

Gowes Pesona 

Nusantara 

- Nasional Penyelenggara 

Terbaik 

2.  Alviano Emeraldy Santoso 

SD Negeri 3 Sentolo 

RX Relay KIDS Putra, 

Sepatu Roda 

Bertaraf 

Internasional 

III Internasi

onal 

 

3.  Bernadeta Hesti Lestari, S.Pd. 

MP Negeri 3 Sentolo 

DCT Open Tae Kwon 

Do Internasional 

Championship 2017 

III Internasi

onal  
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No. Nama Peserta 
Nama Kegiatan/ 

Kejuaraan 
Juara Tingkat Ket. 

4.  Dhiya safitri  

SMP N 3 Pengasih 

Pekan Olahraga 

Pelajar Nasional XIV 

Tahun 2017, Cabang 

Olahraga Panahan 

Divisi Compound 

Beregu Putri 

I Nasional  

5.  Frederico Refqi 

SD Negeri Percobaan 4 

Pekan Olahraga 

Pelajar Nasional XIV 

Tahun 2017 Cabang 

Olahraga Panahan  

I Nasional  

6.  Hasan Dzulfikar 

SMP Negeri 1 Sentolo 

Anggar Kejurnas 

Tingkat Pelajar 

I Nasional PB IKASI/ di 

Batang 

7.  Hilmi Yumna Haliza 

SMP Negeri 1 Wates 

Pekan Olahraga 

Pelajar Nasional XIV 

Tahun 2017, Cabang 

Olahraga Panahan 

Devisi 

Compound,beregu 

Putri 

I Nasional  

8.  Yoga Dwi Kurniawan 

SMP Negeri 2 Panjatan 

Bogor Open Archery 

Championship 2017 

I Nasional Divisi Standar 

BOW 

Sumber data : Dinas Pendidikan Pora Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 

a) Belum adanya tempat menyimpan benda cagar budaya bergerak yang relatif 

memadai (Museum) 

b) Belum adanya fasilitas/bangunan sebagai pusat pentas/aktifitas dan apresiasi seni 

dan budaya di tingkat kabupaten yang representatif (Taman Budaya) 

c) Minimnya aktivitas dan prestasi pada kegiatan kepemudaan dan keolahragaan, 

dalam membentuk karakter bangsa yang inovatif, berdaya juang dan kompetitif, 

sehingga berdampak pada belum optimalnya prestasi generasi muda. 
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2) Solusi 

a) Perlunya museum yang berfungsi sebagai tempat menyimpan dan tempat studi 

serta wisata sejarah yang representatif. 

b) Perlunya meningkatkan pembinaan dengan sasaran pelaku seni generasi muda 

melalui berbagai ajang festival seni budaya daerah maupun pengiriman kontingen 

atau duta seni budaya ke luar daerah untuk menambah wawasan dan kreatifitas 

serta promosi seni budaya  ke luar daerah. 

c) Perlu adanya dukungan penambahan event/kegiatan pemuda dan olahraga, 

termasuk sarana dan prasarana yang memenuhi standar 

 
3.2.4 Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Masyarakat 

Meningkatnya pendapatan masyarakat suatu daerah  diukur melalui indikator 

kinerja tingkat Angka pengangguran terbuka dan pendapatan perkapita penduduk 

(atas dasar harga konstan) suatu daerah. 

 
Tabel 3.18 

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat 
 

No Sasaran Indikator Kinerja Satuan 

Capaian 2017 Target 
Akhir 

RPJMD 
(2022) 

Capaian 
s/d 2017 
terhadap 

akhir 
RPJMD 

Target Realisasi %  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

1. Meningkatnya 
Pendapatan 
Masyarakat 

Angka Pengangguran 
Terbuka** 

Persen 3,2 1,99 137,81 2,25 111,56 

  Pendapatan Perkapita 
Penduduk** 

Juta 
Rupiah 

16,39 16,382 99,95 18,92 86,59 

Sumber Data : angka sangat sementara Bappeda 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2017 yang juga merupakan tahun transisi 

RPJMD, realisasi capaian sasaran meningkatnya pendapatan masyarakat melalui indikator 

kinerja Angka Pengangguran Terbuka dari target sebesar 3,2% telah tercapai sebesar 1,99% 

(137,81% dari target). Sementara itu capaian kinerja indikator Pendapatan Perkapita 

Penduduk belum mencapai target yang ditetapkan yaitu dari target Rp. 16,39 juta rupiah baru 

terealisasi Rp. 16,382 juta rupiah (99,95%). 



          | LKjIP Kabupaten Kulon Progo   48 

Capaian sasaran Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan Indikator “Angka 

Pengangguran Terbuka”  didukung dengan program-program : 

1) Cakupan Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja 

Indikator program pengembangan dan pelatihan tenaga kerja adalah 

penempatan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja. Indikator dimaksud  untuk 

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pencari kerja agar mendapatkan 

pekerjaan sesuai dengan bakat dan minat dan kompetensinya. Selain itu bagi yang belum 

bekerja dan tidak / belum mempunyai ketrampilan dapat mendapatkan pelatihan agar 

dapat mencari pekerjaan ataupun membuka usaha sendiri.  

Kegiatan peningkatan produktifitas tenaga kerja dan pemberdayaan tenaga kerja 

mandiri sektor informal dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas dan ketrampilan 

bagi calon wirausahawan maupun wirausaha baru. Juga dimaksudkan untuk 

meningkatkan semangat juang agar tidak mudah menyerah menghadapi tantangan dan 

hambatan serta kendala serta rintangan yang menghadang. Kegiatan pelatihan 

ketrampilan bagi pencari kerja dilaksanakan oleh UPTD Balai Latihan Kerja dimaksudkan 

untuk memberikan ketrampilan kepada angkatan kerja yang belum memiliki ketrampilan 

sebagai modal mencari kerja atau membuka usaha dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraannya. Sedang kegiatan pelayanan penempatan tenaga kerja meliputi 

pelayanan tenaga kerja lokal (AKL), antar daerah (AKAD) dan antar negara (AKAN), serta 

melalui bursa kerja khusus (BKK) di Sekolah Menengah Atas/Kejuruan. 

Untuk memberikan daya dukung program tersebut, maka strategi yang dilakukan 

adalah penguatan jejaring/kerjasama kerja dengan baik dengan stakeholders atau 

lembaga – lembaga profesional dalam peningkatan kesempatan kerja dan kompetensi, 

peningkatan pelayanan seleksi/rekrut bagi perusahaan dan pencari kerja, orientasi pra 

pemberangkatan bagi calon tenaga kerja, peningkatan sarana prasarana Bursa Kerja Oline 

(BKOL), peningkatan Sistem Manajemen Mutu (SMM) meliputi pelayanan pendaftaran 

pencari kerja, pelayanan pendaftaran lowongan kerja dan pelayanan penempatan tenaga 

kerja AKL dan AKAD berbasis ISO 9001 : 2015, sosialisasi dan penyuluhan kesiapan kerja 

bagi siswa SMK dan pencari kerja dan pameran kesempatan kerja (job fair). Penempatan 

tenaga kerja  diarahkan pada penempatan sektor formal serta memberikan perlindungan 

tenaga kerja sejak seleksi, penempatan dan purna kerja. 
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Tabel 3.19 
Cakupan Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2017 

No. Uraian 
Tahun 2017 

Target Realisasi 

1. Jumlah penempatan tenaga kerja 2.532 3.173 

2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar 3.000 3.441 

3. Jumlah peserta sertifikasi tenaga kerja 10 113 

4. Jumlah peserta pemagangan 75 75 

5. Jumlah peserta pelatihan 978 1.022 

6. Jumlah pendaftar pelatihan 1.000 1.199 

 Capaian Indikator Kinerja Program (%) 71,56 71,71 

Sumber data : Dinas Nakertrans Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Penyumbang terbesar tercapainya target indikator cakupan penempatan dan 

pengembangan kompetensi tenaga kerja adalah  angka penempatan tenaga kerja yaitu 

sebesar 92,21%. Sedang komponen pelatihan berbasis kompetensi masih tergantung dari 

anggaran APBN, karena pelatihan yang berlangsung sebagian besar (23 paket) sedang 

pelatihan dengan anggaran APBD 4 paket. Walaupun juga sudah melakukan kerjasama 

dengan IHGMA, PT. Angkasa Pura I, PT. PNM dan LPK dalam penyelenggaraan pelatihan – 

pelatihan. Disisi lain antusiasme masyarakat untuk mengikuti pelatihan cukup tinggi, 

sehingga antara kesempatan pelatihan yang ada dengan jumlah pendaftar kadang tidak 

seimbang. 

2) Capaian Perlindungan Ketenagakerjaan 

Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 terdapat 301 perusahaan dengan jumlah 

tenaga kerja 8.635 orang. Perusahaan yang telah mengikutsertakan pekerjanya dalam 

Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berjumlah 5.235 pekerja. Perusahaan yang telah 

memiliki sarana Hubungan Industrial seperti mempunyai Peraturan Perusahaan, PKB, 

Serikat Pekerja/ Buruh (SP/SB), LKS Bipartit/Lembaga Tripartit,berjumlah 68 

perusahaan. Selain memberikan perlindungan juga diharapkan memberikan upah sesuai 

dengan aturan yaitu UMK,  pada tahun 2017 dari 301 perusahaan sebanyak 200 

perusahaan sudah memberikan upah sebagaimana mestinya.  

Capaian perlindungan ketenagakerjaan tahun 2017 terealisasi 52,08% sehingga 

tidak memenuhi target yaitu 57,81%. Penghitungan capaian kinerjanya adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.20 
Capaian Perlindungan Ketenagakerjaan Tahun 2017 

No. Uraian 
Tahun 2017 

Target Realisasi 

1. Jumlah kasus PHI yang diselesaikan 1 - 
2. Jumlah kasus ketenagakerjaan yang terdaftar 1 - 

3. Jumlah buruh yang menjadi peserta BPJS 
ketenagakerjaan 5.600  5.235 

4. Jumlah buruh/ pekerja    8.576  8.635 

5. Jumlah perusahaan yang memiliki sarana 
Hubungan Industrial 51 45 

 Jumlah perusahaan yang wajib memiliki sarana 
Hubungan Industrial 130 135 

6. Jumlah perusahaan yang sudah menerapkan K3 160 50 

 Jumlah perusahaan yang wajib menerapkan K3 200 50 

7. Jumlah perusahaan yang menerapkan UMK 13 200 

8. Jumlah perusahaan 287 301 
 Capaian Indikator Kinerja Program (%) 57,81 50,28  

Sumber data : Dinas Nakertrans Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Capaian perlindungan ketenagakerjaan tidak tercapai karena ada satu 

komponen yang tidak memenuhi target yaitu adanya kasus ketenagakerjaan yang 

terdaftar dan diselesaikan. Padahal apabila tidak ada kasus ketenagakerjaan berarti 

situasi dan kondisi perusahaan berjalan cukup kondusif sehingga para pekerja dapat 

bekerja dengan nyaman. Dengan kata lain terdapat kontradiksi dalam komponen-

komponen indikator perhitungan cakupan perlindungan ketenagakerjaan. 

Komitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan penempatan tenaga kerja terus 

ditingkatkan, antara lain penggunaan sistem pelayanan secara online dan peningkatan 

sarana dan prasarana pelayanan. Sebagaimana tahun 2016 telah dilaksanakan 

penilaian/audit dari Badan Sertifikasi Nasional ISO 9001;2008 dan Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo berhasil mempertahankan Sertiifikat ISO 

9001;2008 dengan melakukan penambahan jenis palayanan yang dibakukan, yaitu 

pelayanan penempatan tenaga kerja (AKL dan AKAD), disamping pelayanan 

pendaftaran pencari kerja (AK/1) dan pelayanan pendaftaran lowongan kerja. Juga 

meningkatkannya menjadi Sertifikat ISO 9001:2015. Dengan penerapan sistem 

pelayanan yang demikian dan didukung dengan komitmen seluruh pegawai, sarana 

prasarana yang memadai diharapkan akan memberikan dampak positif bagi seluruh 

pemangku kepentingan ketenagakerjaan. 
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Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 

a) Masih rendahnya kompetensi dan produktifitas tenaga kerja; 

b) Tidak seimbangnya permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar kerja. 

c) Kurang terpadunya antara lembaga pendidikan dengan industri/perusahaan 

terutama dalam hal kompetensi yang dibutuhkan industri. 

d) Belum optimalnya pelayanan penempatan antar kerja antar negara di sektor 

formal. 

2) Solusi 

a) Program unggulan pelatihan kerja berbasis kompetensi yang diarahkan sesuai 

kebutuhan berdasarkan standar kompetensi perusahaan, yang didukung dengan 

sertifikasi profesi, pemagangan, pelayanan penempatan, peningkatan produktifitas 

tenaga kerja. 

b) Meningkatkan program perluasan kesempatan kerja yang diarahkan untuk kegiatan 

kewirausahaan. 

c) Mendorong kepada lembaga pendidikan untuk tindaklanjut secara konkret 

kerjasama yang telah dirintis sehingga link and match antara  outputs lembaga 

pendidikan SMK dengan kualifikasi/kompetensi tenaga kerja yang dipersyaratkan 

industri/perusahaan segera terlaksana secara berkesinambungan. 

d) Mengoptimalkan peluang kerja dan pemagangan ke luar negeri sektor formal 

dengan meningkatkan kerjasama/job canvasing dengan PPTKIS, 

pengguna/perusahaan,  instansi terkait,  terutama dalam hal pelayanan 

pendaftaran dan seleksi serta pelayanan lainnya sesuai kewenangan sebagaimana 

diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Sementara itu capaian kinerja Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan 

Indikator “Pendapatan Perkapita Penduduk”  didukung dengan program-program : 
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1) Capaian pengembangan usaha perdagangan 

Capaian pengembangan usaha perdagangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

yaitu jumlah usaha perdagangan baru, jumlah usaha perdagangan, jumlah usaha 

perdagangan berijin, jumlah nilai usaha perdagangan dalam daerah, jumlah nilai usaha 

perdagangan luar daerah dan jumlah UTTP tertib tera. Berikut ini ditampilkan tabel yang 

dapat menjelaskan capaian pengembangan usaha perdagangan tahun 2017. 

 

Tabel  3.21 
Capaian Pengembangan Usaha Perdagangan Tahun 2017 

No. Uraian Satuan 
Tahun 2017 

Target Realisasi 

 Jumlah usaha perdagangan baru Unit 110 87 

1. Jumlah usaha perdagangan tahun ke 
n 

Unit 10.360 10.337 

2. Jumlah usaha perdagangan tahun ke 
n-1 

Unit 10.250 10.250 

3. Jumlah usaha perdagangan berijin 
sampai tahun n 

Unit 4.750 5.130 

4. Jumlah usaha perdagangan Unit 10.360 10.337 
 Jumlah nilai usaha perdagangan Rp. 124.920.000.000 19.410.099.289 

5. Nilai usaha dalam daerah tahun ke n Rp. 2.075.000.000.000 1.974.067.200.000 

6. Nilai usaha luar daerah tahun ke n Rp. 216.320.000.000 292.399.434.363 

7. Jumlah nilai usaha perdagangan 
tahun ke n 

Rp. 2.291.320.000.000 2.266.466.634.363 

8. Nilai usaha dalam daerah tahun ke 
n-1 

Rp. 1.958.400.000.000 1.958.400.000.000 

9. Nilai usaha luar daerah tahun ke n-1 Rp. 208.000.000.000 288.656.535.074 

10. Jumlah nilai usaha perdagangan 
tahun ke n-1 

Rp. 2.166.400.000.000 2.247.056.535.074 

11. Jumlah UTTP tertib tera Unit 2.500 4.019 

12. UTTP tertib tera sampai tahun ke n Unit 2.500 4.019 

13. UTTP tertib tera sampai tahun ke n-1 Unit 6.900 1.800 

14. Jumlah UTTP Unit 7.500 7.500 

 Capaian Indikator Kinerja Program % 5,12 8,14 

Sumber data : Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi capaian program pada urusan 

perdagangan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan faktor jumlah 

usaha perdagangan berijin yang meningkat  seiring dengan kemudahan kepengurusan ijin 

(SIUP) bagi para pelaku usaha perdagangan. Jumlah usaha perdagangan berijin pada 

tahun 2017 sebesar 5.130 usaha atau tercapai 108 % dari target yang ditetapkan sebesar 
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4.750 usaha berijin. Meningkatnya capaian program ini juga disebabkan karena naiknya 

nilai usaha perdagangan luar daerah sebesar 35,17%. Perkembangan jumlah usaha 

perdagangan berijin dari tahun  2016 sampai tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel di 

bawah ini: 

Tabel  3.22 
Jumlah Usaha Perdagangan BerijinTahun 2016 dan 2017 

No. Tahun 
Jenis SIUP 

Jumlah 
Mikro Kecil Menengah  Besar 

1. 2016 0 4.133 280 134 4.547 
2. 2017 410 4.269 312 139 5.130 

Sumber data : Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Jumlah usaha perdagangan berijin pada tahun 2017 meningkat dari 4.547 usaha 

menjadi 5.130 atau meningkat sejumlah 583 usaha perdagangan. Jumlah tersebut terdiri 

dari 410 usaha mikro 136 usaha kecil, 32 usaha menengah, dan 5 usaha besar. 

Capaian pengembangan usaha perdagangan yang melebihi target juga disebabkan 

faktor meningkatnya jumlah ekspor komoditas unggulan ke beberapa negara di dunia. 

Berikut dapat dijelaskan perkembangan ekspor komoditi dari tahun 2016 sampai tahun 

2017 pada tabel di bawah ini : 

 
Tabel  3.23 

Perkembangan Ekspor Komoditi Tahun 2016 - 2017 

No Mata Dagangan Satuan 
Tahun 2016 Tahun 2017 

Volume Nilai US$ Volume Nilai US$ 
1. 
2. 
 

3. 
4. 
 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Arang Briket 
Kerajinan serat 
alam 
Kerajinan Kayu 
Teh Mahkota 
Dewa 
Gula Kristal 
Synthetic wigs 
Sabut Kelapa 
Traktor Tangan 
Stagen 

Kg 
Pieces 

 
Pieces 

Kg 
 

Ton 
Pieces 

Kg 
Unit 

pieces 

9.795.319 
85.619 

 
290 

24.000 
 

979.920 
1.176.308 

67.579 
           212 

250 

7.394.630,94 
241.755,74 

 
8.607,27 

270.559,98 
 

1.556.655,63 
11.777.015,00 

12.719,71 
     425.530,77 

466,99 

7.706.532 
67.479 

 
510 

5.460 
 

1.696.387 
1.151.820 

40.686 
213 

1000 

5.527.911,00 
399.310,05 

 
11.722,00 
47.134,60 

 
3.575.865,34 

11.922.986,00 
8.610,90 

356.845,20 
1.911,00 

 JUMLAH   21.687.942,04  21.852.294,52 

Sumber data : Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Indikator capaian peningkatan kualitas pasar tradisional. Capaian peningkatan 

kualitas pasar tradisional dipengaruhi oleh enam faktor, yaitu jumlah pedagang pasar 

tradisional yang berijin, jumlah pedagang pasar tradisional, jumlah pasar tradisional 
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dalam kondisi baik, jumlah pasar tradisional,  jumlah omzet perdagangan tahun ke n dan 

jumlah omzet perdagangan tahun ke n-1.  

Berikut ini ditampilkan tabel yang dapat menjelaskan capaian peningkatan 

kualitas pasar tradisional tahun 2017. 

Tabel  3.24 
Capaian Peningkatan Kualitas Pasar Tradisional Tahun 2017 

No. Uraian Satuan 
Tahun 2017 

Target Realisasi 
1. Jumlah pedagang pasar tradisional 

yang berijin 
orang 4.152 4.739 

2. Jumlah pedagang pasar tradisional orang 8.337 8.337 

3. Jumlah pasar tradisional dengan 
kondisi baik  

pasar 16 13 

4. Jumlah pasar tradisional pasar 30 30 

5. Jumlah omzet perdagangan tahun 
ke n 

Rp. 209.456.280.000 274.893.468.000 

6. Jumlah omzet perdagangan tahun 
ke n-1 

Rp. 193.941.000.000 193.941.000.000 

 Capaian Indikator Kinerja Program % 39,03 45,56 

Sumber data : Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Capaian peningkatan kualitas pasar tradisional di tahun 2017 tercapai 6,53% atau 

meningkat 16,73% dari target sebesar 39,03%. Hal ini disebabkan keberhasilan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam upaya peningkatan sarana dan 

prasarana pasar tradisional. Sementara jumlah pedagang pasar tradisional yang berijin 

mengalami kenaikan disebabkan adanya kesadaran pedagang untuk mencari ijin dasaran 

dan memperpanjang ijin tempat dagang. Selain karena kesadaran pedagang kenaikan 

jumlah perijinan juga karena ada tambahan bangunan beberapa los di sejumlah pasar.  

 

2) Program Pengembangan Usaha Perdagangan 

Program Pengembangan Usaha Perdagangan dilaksanakan dengan tujuan 

terwujudnya Peningkatan nilai usaha perdagangan daerah. Untuk mencapai tujuan 

tersebut diselenggarakan berbagai kegiatan, antara lain: 

1) Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima diimplementasikan dengan pelaksanaan 

sosialisasi peraturan daerah mengenai PKL, hygienitasi makanan dan minuman, 

motivasi berwirausaha sebanyak 4 kali kepada 80 orang PKL  dan pemberian bantuan 

peralatan kepada 71 PKL di Lingkup Kulon Progo. 
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2) Pembinaan Usaha Perdagangan berupa monitoring perusahaan pada 25 perusahaan 

dengan tujuan untuk memantau perkembangan usaha, penertiban perizinan usaha 

dan pendataan omzet perdagangan diluar pasar.  Sosialisasi mengenai regulasi usaha 

perdagangan diselenggarakan sebanyak 4 kali dengan melibatkan 100 orang peserta. 

Selain itu diterbitkan pula rekomendasi perizinan usaha meliputi pemberian 

rekomendasi terhadap penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) baik penerbitan 

baru,  pembaharuan/perpanjangan, maupun perubahan sejumlah 681 ijin serta 

pemberian rekomendasi bagi terbitnya Surat Ijin Usaha Perdagangan(SIUP) baru baik 

mikro, kecil, menengah, dan besar sejumlah 583 ijin, sebagaimana dijelaskan pada 

beberapa tabel di bawah ini : 

Tabel 3.25 
Perkembangan Pemberian Rekomendasi SIUP Baru Tahun 2016 dan 2017 

No. Tahun 
Jenis SIUP 

Jumlah 
Mikro Kecil Menengah  Besar 

1. 2016 0 574 41 18 633 

2. 2017 410 136 32 5 583 

Sumber data : Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, 2017 
 

Tabel 3.26 
Data Perkembangan Perusahaan yang memiliki TDP Tahun 2016 dan 2017 

No. Tahun 
Jenis Perusahaan 

PT Kop CV Fa PO BUL 

1. 2016 140 124 591 5 4.280 32 
2. 2017 180 130 640 5 4.779 34 

Sumber data : Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, 2017 
 

3) Pembinaan dan pengembangan produk unggulan dan ekspor dilakukan dengan 

memberikan pelatihan pemasaran online produk eskpor Kulon Progo kepada 30 

pelaku usaha ekspor; menyelenggarakan Sosialisasi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor 

(KITE) untuk IKM yang merupakan fasilitas yang diberikan dari Kementerian Keuangan; 

mengusulkan 3 pelaku usaha ekspor untuk mengikuti program desain ulang kemasan 

produk dari Kementerian Perdagangan; mengusulkan pelaku usaha ekspor dalam 

Pelatihan Prosedur Ekspor yang diselenggarakan oleh Dinas Perindag DIY; 

mengikutsertakan pelaku usaha ekspor dalam pameran berskala ekspor antara lain 

Pameran Inacraft, Pameran JIFINA dan PPED DIY; serta dengan melakukan monitoring 

dan anjangsana secara terjadwal kepada pelaku usaha ekspor. Berikut ini ditampilkan 
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tabel 19 yang menjelaskan jenis komoditi dan negara tujuan ekspor pada tahun 2017, 

yaitu: 

Tabel 3.27 
Jenis Komoditi dan Negara Tujuan Tahun 2017 

No. Jenis Komoditi Negara Asal 

1. Arang Briket  Turki, Jepang, Korea, Australia, Arab Saudi, 
UEA, Kanada, Lebanon, USA, Kuwait, Jerman, 
Qatar, Swiss, Brasil, Swedia, Oman  

2. Kerajinan Serat Tumbuhan Perancis, Singapura, Amerika, Jepang, Australia, 
Belanda, UEA 

3. Kerajinan Kayu  Eropa 

4. Gula Kristal Amerika,  Australia,  Malaysia, Jerman, 
Denmark, Portugal, Belanda, New Zeland, Italia, 
Belgia, Cina, Korea, Brazil, Chili. 

5. Synthetic Wigs Amerika, Eropa, Korea, Inggris 

6.  Teh Mahkota Dewa Malaysia 
7. Sabut Kelapa(Coco Fiber) China 

8. Traktor Tangan Timor Leste, Namibia, Dominika, Brunai 
Darussalam, Panama,Senegal. 

9. Stagen Arab Saudi 

Sumber data : Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, 2017 
 

Adapun komoditas impor dari negara luar berupa mesin, bahan baku, dan spare parts 

alat pertanian diimpor oleh CV. Karya Hidup Sentosa, dan fiber (bahan baku rambut) 

diimpor oleh PT. Sung Chang. Realisasi kedua perusahaan tersebut selama tahun 2017 

dapat dijelaskan dalam tabel berikut: 

Tabel  3.28 
Jenis Komoditas Impor dan Negara Pengekspor Tahun 2017 

No Komoditas Nilai (Ribu (US $) Negara Pengekspor 

1. Mesin, bahan baku, spare 
parts alat pertanian 

1.875.427,04 China, Thailand, Taiwan, 
Jepang dan Swis. 

2. Fiber/ bahan baku rambut 1.674.183,50 Malaysia, Korea Selatan, 
Jepang 

 Total 3.549.610,54  

Sumber data : Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

4) Kegiatan pengawasan peredaran barang dan jasa dilaksanakan dengan pemantauan 

peredaran dan perkembangan harga dan distribusi 9 bahan pokok pangan (sembako 

dan lain-lain) secara kontinyu di 5 (lima) pasar tradisional, yaitu setiap hari Senin dan 

Kamis dengan obyek Pasar Wates, Bendungan, Brosot, Temon dan Sentolo. 

Monitoring perkembangan harga 3 barang penting dan strategis dilaksanakan dengan 
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sasaran semen, pupuk, dan LPG 3 kg serta pengadaan dan penyalurannya di 12 

kecamatan.Hasil monitoring tersebut disusun menjadi laporan dan disiarkan melalui 

Radio Suara Pasar dan melalui website Dinas Perdagangan  sehingga masyarakat luas 

dapat mengakses informasi harga bahan pokok secara mudah, cepat, akurat dan 

aktual. 

5) Pengembangan Pemasaran dan Promosi Perdagangan diselenggarakan melalui 

kegiatan promosi produk dengan mengikuti pameran dalam DIY dan Luar DIY 

diantaranya  yaitu :’ 

a) Pameran Inacraft dilaksanakan tanggal 26-30 April 2017 di Jakarta Convention 

Centre. 

b) Pameran Pekan raya Jakarta/ Jakarta Fair dilaksanakan tanggal 8 Juni –  16 Juli 2017 

di Arena JI EXPO Kemayoran Jakarta. 

c) Pameran Inovasi Indonesia Forum & Expo 2017 (Dekranas) dilaksanakan tanggal 19 

– 21 Juli 2017 di Jakarta Convention Centre. 

d) Pameran Dekranas tahun 2017 dilaksanakan tanggal 27 september – 1 Oktober 

2017 di Jakarta Convention Centre. 

e) Pameran Produk Eksport Daerah ( PPED ) dilaksanakan tanggal 12 Oktober – 16 

Oktober 2017 di Jogia Expo Centre. 

f) Pameran Gebyar UKM 2017 ( Dekranas ) dilaksanakan tgl 14 Nopember 2017 di UC 

UGM Yogyakarta. 

g) Pameran Grebeg UMKM Jogja Sambut Bandara Baru bersama Bank Indonesia 

dilaksanakan tanggal 2-4 Desember 2017 di Jogja Expo Centre. 

Selain kegiatan pameran juga juga dilaksanakan pemasaran secara online melalui 

kegiatan  pelatihan IKM bersama  marketplace Bukalapak, pendaftaran Hak 

Kekayaan Intelektual berupa merek Bela Beli Indonesia ke Ditjen HKI, pembuatan 

aplikasi/software berupa website IKM. 

6) Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional 

Implementasi Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional dilaksanakan 

melalui berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan  kualitas kondisi pasar tradisional 

serta  Peningkatan Kualitas Pedagang Pasar  dengan capaian sebagai berikut : 
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Tabel 3.29 
Perkembangan Kondisi Fisik Pasar Negeri Tahun 2016 dan 2017 

No. Tahun 
Kondisi  

Jumlah 
Baik Sedang  Kurang 

1. 2016 13 8 11 32 
2. 2017 13 10 7 30 

Sumber data : Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Berdasarkan tabel  tersebut jumlah pasar dengan kondisi baik dari 13 pasar tetap 

13 pasar karena bertambah 1 Pasar Nanggulan tapi berkurang 1 yaitu Pasar Hewan 

Pengasih, pasar dengan kondisi sedang naik dari 8 pasar menjadi 10 pasar dan kondisi 

kurang tinggal 7 pasar. 

Tabel 3.30 
Capaian Peningkatan Kualitas Pedagang Pasar 

No. Uraian 
Output 

2016 2017 

1 Pelatihan Pedagang Pasar Kategori Umum 80 orang 100 orang 
2 Pelatihan Pedagang Pasar Kategori miskin 

produktif 
0 80 orang 

Sumber data : Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Pengelolaan Retribusi di UPTD Pasar dilaksanakan dengan melaksanakan 

pemungutan sekaligus pembukuan retribusi pasar. Kegiatan ini menghasilkan PAD dari 

retribusi pelayanan dengan capaian kinerja sebagai berikut : 

Tabel  3.31 
Realisasi Pendapatan Sektor Perdagangan di Pasar Tradisional Tahun 2017 

No. Rincian Pendapatan 
Target  Tahun 

2017 

Realisasi 

Nilai (Rp.)  % 

1. Retribusi Pelayanan 
Persampahan / Kebersihan 

294.077.156 348.959.400 119 

2. Retribusi Pelayanan Pasar 854.976.750 903.750.125 105,7 
3. Retribusi Tempat Khusus 

Parkir 
62.330.000 69.416.000 111,4 

4. Lain-lain PAD yang sah(MCK 
pasar) 

42.127.000 44.671.000 106 

 Jumlah 1.253.510.906 1.366.796.525 109 

Sumber data : Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, 2017 
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Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan  

a) Belum siapnya pelaku usaha perdagangan dalam pemasaran prosuk mealui media 

online. 

b) Terbatasnya cakupan wilayah pemantauan harga kebutuhan barang pokok dan 

barang strategis. 

c) Belum adanya asosiasi/pelaku usaha eksport yang dapat memfasilitasi pemasaran 

dan pelaksanaan eksport produk IKM kerajinan. 

d) Masih adanya anggapan dari IKM bahwa prosedur eksport sangat rumit, berbelit-

belit dan beresiko besar. 

2) Solusi 

a) Fasilitasi pemasaran produk bagi pelaku usaha perdagangan melalui media online. 

b) Mengusulkan penambahan pesonil dan anggaran untuk meningkatkan cakupan 

wilayah pemantauan harga kebutuhan barang pokok dan barang strategis. 

c) Mendorong munculnya pelaaku usaha eksport atau asosiasi untuk dapat 

memfasilitasi IKM kerajinan dalam hal pemasaran dan pelaksanaan eksport produk. 

d) Memberikan gambaran tentang manfaat mengeksport sendiri produk yang 

dihasilkan dan memberikan pelatihan  prosedur eksport. 

 

7) Peningkatan Pemberdayaan Kelompok Tani 

Capaian Peningkatan Pemberdayaan Kelompok Tani tahun 2017 dengan realisasi 

73,0 (100,10%) dari target 72,93. Indikator capaian peningkatan  pemberdayaan 

kelompok tani ini diperhitungkan melalui komponen jumlah kelompok tani yang naik 

kelas, jumlah petani yang menjadi anggota kelompok tani, jumlah kelompok tani yang 

menyusun RDKK serta luas lahan sawah yang menerapkan teknologi budidaya yang 

direkomendasikan. Selanjutnya indikator Capaian Peningkatan Pemberdayaan Kelompok 

Tani tahun 2017 sebagai  berikut. 
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Tabel  3.32 
Capaian Peningkatan Pemberdayaan Tani Tahun 2017 

No Uraian Satuan 
Tahun 2017 

Target Realisasi 
1 Jumlah Kelompok Tani naik kelas Klp 60 65 

2 Jumlah petani yang menjadi anggota 
kelompok orang 79.888 72.800 

3 Jumlah petani orang 139.228 139.228 

4 Jumlah kelompok tani menyusun RDKK Klp 1.136 846 

5 Jumlah kelompok tani Klp 1.765 1.410 

6 Luas lahan sawah menerapkan teknologi 
budidaya yang direkomendasikan 

Ha 7.207 7.400 

7 Luas total lahan sawah  Ha 10.296 10.366 

 Capaian Indikator Kinerja Program % 72,93 73,00 

Sumber data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Dari tabel tersebut terlihat untuk tahun 2017 terdapat 65 kelompok tani naik 

kelas dari 60 kelompok yang ditargetkan atau mencapai 108,33% dari target. Sedangkan 

untuk jumlah kelompok tani dari 1.765 kelompok, turun menjadi 1.410 kelompok, 

selebihnya merupakan kelompok kehutanan dan perikanan yang kewenangan 

pembinaannya berada di luar Dinas Pertanian dan Pangan. Demikian juga dengan jumlah 

petani yang menjadi anggota kelompok tani dari target 79.888 orang, tercapai 72.800 

orang atau 91,12%. Hal ini karena merupakan anggota kelompok kehutanan dan 

perikanan. Luas lahan sawah yang menerapkan teknologi budidaya yang 

direkomendasikan tercapai 102,68% atau tercapai 7.400 ha. Sedangkan luas sawah pada 

tahun 2016 seluas 10.296 ha menjadi 10.366 ha (100,68%) dengan adanya cetak sawah 

baik secara swadaya petani maupun kegiatan dari pemerintah yang sudah dapat 

dimanfaatkan oleh petani.  

 

8) Program Ketahanan Pangan daerah 

Indikator Program Ketahanan Pangan daerah yaitu Capaian Upaya Diversifikasi 

Pangan dari target yang ditetapkan sebesar 76,05% tercapai 57,31% atau 75,36%. 

Indikator Cakupan Upaya Diversifikasi Pangan diperhitungkan dengan komponen  luas 

pekarangan yang dikelola secara intensif  serta komponen desa rawan pangan. 

Selengkapnya tersaji pada tabel berikut ini. 
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Tabel  3.33 
Indikator Cakupan Upaya Diversifikasi Pangan Tahun 2017 

No Uraian Satuan 
Tahun 2017 

Target Realisasi 

1 Luas pekarangan dikelola secara intensif ha 9.400 3.000 
2 Luas pekarangan Ha 15.652 15.652 

3 Jumlah desa tidak rawan Pangan Desa 81 84 

4 Jumlah Desa desa 88 88 

 Capaian Indikator Kinerja Program % 76,05 57,31 

Sumber data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Tidak tercapainya Indikator kinerja Cakupan Upaya Diversifikasi Pangan 

dikarenakan target luas pekarangan yang intensif hanya tercapai 31,41% dari target 9.400 

ha. Tidak tercapainya luas pekarangan yang dikelola secara intensif karena sawah masih 

merupakan sumber bahan pangan utama sehingga pekarangan belum menjadi alternatif 

sumber bahan pangan. Padahal jika pekarangan dikelola secar intensif, dapat menjadi 

sumber bahan pangan terutama sayur-sayuran dan umbi-umbian sehingga akan 

mendorong ketersediaan bahan pangan yang pada akhirnya konsumsi pangan dapat 

beragam dan dapat terpenuhi unsur gizinya. Hal ini akan berkorelasi positif terhadap 

pengurangan desa rawan pangan dari sisi ketersediaan dan akses pangan.  

 

9) Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dilaksanakan dalam rangka 

mendukung upaya peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas usaha perikanan 

budidaya dengan meningkatkan sarana prasarana, peningkatan kompetensi SDM 

pembudidaya ikan baik teknis maupun manajerial, fasilitasi terhadap akses teknologi 

serta permodalan. Target dan realisasi  program seperti terlihat pada tabel di bawah 

ini. 

Tabel  3.34 
Capaian Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya  

dan Produk Olahan Ikan Tahun 2017 

No. Uraian Satuan 
Tahun 2017 

Target  Realisasi 

1. Jumlah sertifikat CBIB (50%) Buah 45 70 

2. Target jumlah sertifikat CBIB Buah 45 50 

3. Jumlah sertifikat CPIB (10%) Buah 1 3 

4. Target jumlah sertifikat CPIB Buah 1 1 
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5. Realisasi Kesehatan Lingkungan 

(40%0 

% 80 84.17 

6. Target Kesling budidaya kondisi baik 

(dari seluruh sampel uji) 

% 80 80 

 Capaian Indikator Kinerja Program % 100,00 142,09 

Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Dari tabel terlihat bahwa capaian peningkatan produksi perikanan budidaya 

tercapai sebesar 142,09% dari target 100%. Jumlah sertifikat Cara Budidaya Ikan yang 

Baik (CBIB) sebanyak 70 buah dari target 45 buah. Cara Pembenihan Ikan yang Baik 

(CPIB) tercapai 3 buah dari target 1 buah atau tercapai 300% dan realisasi kesehatan 

lingkungan budidaya tercapai 84,17% dari target 80% atau tercapai 105,21%. 

Peningkatan produksi ini selaras dengan meningkatnya pendapatan 

pembudidaya ikan yang pada Tahun 2017 tercapai Rp. 1.092.018,- atau meningkat 

6,02% dari Tahun 2016 (Rp.1.030.000,-) 

 

Tabel   3.35 

Rincian Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2017 

No 
Jenis Komoditas / Asal 

Ikan 

 Produksi Perikanan Budidaya (Kg)  
Perub. (%) 

 Tahun 2016   Tahun 2017  

1 Lele 8,965,462 8,868,814 (1.08) 

  - Kolam 8,965,462 8,868,814 (1.08) 

  - Karamba & KJA - - - 

2 Gurami 1,541,844 1,498,792 (2.79) 

  - Kolam 1,541,844 1,498,792 (2.79) 

  - Karamba & KJA - - - 

3 Mas 6,117 3,750 (38.70) 

  - Kolam 6,117 3,750 (38.70) 

  - Karamba & KJA - - - 

4 Tawes 3,859 1,665 (56.85) 

  - Kolam 3,859 1,665 (56.85) 

  - Karamba & KJA - - - 

5 Nila 635,800 748,324 17.70 

  - Kolam 635,800 741,788 16.67 

  - Karamba & KJA - 1,572 100.00 

  - Mina Padi - 4,964 100.00 

6 Bawal tawar 22,644 21,220 (6.29) 

  - Kolam 22,644 21,220 (6.29) 

  - Karamba & KJA - - - 

7 Patin 4,929 4,915 (0.28) 
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No 
Jenis Komoditas / Asal 

Ikan 

 Produksi Perikanan Budidaya (Kg)  
Perub. (%) 

 Tahun 2016   Tahun 2017  

  - Kolam 4,929 4,915 (0.28) 

  - Karamba & KJA - - - 

8 Ikan lainnya 4,037 3,291 (18.48) 

  - Kolam 4,037 3,291 (18.48) 

  - Karamba & KJA - - - 

9 Udang windu - - - 

  - Tambak - - - 

10 Udang vaname 2,270,072 2,541,910 11.97 

  - Tambak 2,270,072 2,541,910 11.97 

11 Bandeng - - - 

  - Tambak - - - 

12 Nila - - - 

  - Tambak - - - 

  Jumlah kolam 11,184,692 11,144,235 (0.36) 

  Jumlah karamba & KJA  - 1,572 100.00 

  Mina Padi - 4,964 100.00 

  Jumlah tambak 2,270,072 2,541,910 11.97 

  Jumlah total 13,454,764 13,692,681 1.77 

Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Dalam rangka peningkatan kemampuan teknis pembudidaya ikan berbagai 

pelatihan dilakukan antara lain pelatihan Budidaya Lele, pelatihan CBIB, pelatihan 

Pakan Ikan Mandiri, pelatihan Budidaya Mina Padi dan sekolah lapang Budiaya Gurami 

dengan total peserta 190 orang. Diharapkan melalui pelatihan tersebut pembudidaya 

ikan akan mampu mengakses teknologi terbaru yang berkembang. 

 

10) Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Pengendalian Sumber Daya 

Perikanan dan Kelautan 

Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Pengendalian Sumber 

Daya Perikanan dan Kelautan dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya 

peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas usaha perikanan tangkap dengan 

upaya utamanya adalah pemberdayaan nelayan kecil, meningkatkan sarana prasarana, 

serta peningkatan kelestarian sumber daya perikanan dan kelautan. 
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Tabel  3.36 
Capaian Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Pelestarian  

Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Tahun 2017 

No Uraian Satuan 
Tahun 2017 

Target Realisasi 

1. Jumlah nelayan orang 1.843 1.791 

2. Target jumlah nelayan orang 1.843 1.843 
3. Jumlah sarana prasarana tangkap 

nelayan kecil (30%) 
buah 10.733 10.932 

4. Target jumlah sarana prasarana 
tangkap nelayan kecil 

buah 10.733 10.733 

5. Persentase sarana prasarana TPI 
kondisi baik (30%) 

% 70 93,48 

6. Target persentase sarana prasarana TPI 
kondisi baik 

% 70 70 

 Capaian Indikator Kinerja Program % 100,00 109,49 

Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

11) Cakupan peningkatan produktivitas, ketersediaan sarana prasarana dan kualitas produksi 

tanaman pangan 

Cakupan peningkatan produktivitas ketersediaan sarana prasarana dan 

kualitas hasil tanaman pangan diperhitungkan melalui perhitungan peningkatan 

produktivitas 5 komoditas tanaman pangan (Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, dan 

Ubi Kayu), ketersediaan alat mesin budidaya tanaman pangan, ketersediaan alat 

mesin pasca panen dan pengolahan tanaman pangan, serta panjang jaringan irigasi 

tersier tanaman pangan dalam kondisi baik.  

Dari 4 (empat) indikator program Peningkatan produksi dan mutu produk 

tanaman pangan, untuk indikator peningkatan produktivitas 5 (lima) komoditas 

tanaman pangan, 5 (lima) komoditas yaitu padi, jagung, kedele, kacang tanah dan 

ubikayu dapat mencapai target, produktivitas padi tercapai 100,22%, produktivitas 

jagung tercapai 104,11%, produktivitas kedele tercapai 101,09%, produktivitas kacang 

tanah tercapai 100,07% dan produktivitas ubi kayu tercapai 100,53%.  Namun untuk 

produktivitas kedele dan produktivitas kacang tanah masih dibawah capaian 

produktivitas tahun 2016 sebesar 3,14% untuk kedele dan 11,19% untuk produktivitas 

kacang tanah. Untuk indikator alat mesin budidaya tanaman pangan, indikator alat 

mesin pasca panen dan pengolahan tanaman pangan, serta jaringan irigasi tersier 
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tanaman pangan dalam kondisi baik, dapat mencapai target. Selengkapnya disajikan 

pada tabel berikut. 

Tabel  3.37 

Cakupan Peningkatan Produktivitas, Ketersediaan Sarana Prasarana  

dan Kualitas Produksi Tanaman Pangan Tahun 2017 

No Indikator Satuan 
Tahun 2017 

Target Realisasi 

1. Jumlah komoditas tanaman pangan yang 
meningkat 

komoditas 5 5 

2. Jumlah komoditas tanaman pangan komoditas 5 5 

 a. Produktivitas Padi Ku/Ha 62,62 62,76 

 b. Produktivitas Jagung  Ku/Ha 62,03 64,58 

 c. Produktivitas Kedele  Ku/Ha 14,63 14,79 

 d. Produktivitas Kacang Tanah Ku/Ha 13,80 13,81 

 e. Produktivitas Ubi Kayu  Ku/Ha 225,65 226,85 

3. Alat mesin budidaya tanaman pangan 
tahun n 

unit 3.567 3.572 

4. Jumlah rencana alat mesin budidaya 
tanaman pangan tahun n-1 

unit 3.542 3.542 

5. Panjang jaringan irigasi tersier tanaman 
pangan kondisi baik 

meter 121.736,15 121.736,15 

6. Panjang jaringan irigasi tersier tanaman 
pangan 

meter 121.736,15 121.736,15 

7. Jumlah alat mesin pasca panen dan 
pengolahan tanaman pangan 

unit 6.247 6.247 

8. Jumlah rencana alat mesin pasca panen 
dan pengolahan tanaman pangan 

unit 6,226 6,226 

 Capaian Indikator Kinerja Program % 50,26 50,27 

Sumber data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2017  
         (angka sementara) 

12) Capaian peningkatan produktivitas, ketersediaan sarana prasarana dan kualitas produksi 

hortikultura 

Capaian peningkatan produktivitas, ketersediaan sarana prasarana dan kualitas 

hasil hortikultura diperhitungkan melalui  perhitungan jumlah peningkatan 

produktivitas komoditas hortikultura  sebanyak 11 komoditas (cabe, bawang merah, 

melon, durian, jahe, semangka, rambutan, mangga, pisang, manggis, kunyit), 

ketersediaan alat mesin budidaya hortikultura, ketersediaan alat mesin pasca panen 

dan pengolahan hortikultura dan panjang jaringan tersier hortikultura komponen 

selengkapnya disajikan pada tabel di bawah. 

 



          | LKjIP Kabupaten Kulon Progo   66 

Tabel  3.38 
Capaian Peningkatan Produktivitas, Ketersediaan Sarana Prasarana dan Kualitas Hasil 

Hortikultura Tahun 2017 

No Uraian Satuan 
Tahun 2017 

Target Realisasi 

1. Jumlah komoditas hortikultura yang 

meningkat produksinya 

Jenis 11 11 

2. Jumlah komoditas hortikultura Jenis 11 11 

 a. Produktivitas Cabe Ku/Ha 82,85 88,31 

 b. Produktivitas bawang merah Ku/Ha 86,50 94,38 

 c. Produktivitas Melon Ku/Ha 204,37 204,37 

 d. Produktivitas Durian Kg/Pohon 64,64 64,65 

 e. Produktivitas Jahe Kg/m2 2,27 2,29 

 f. Produktivitas Semangka Ku/Ha 191.62 194,45 

 g. Produktivitas Rambutan Kg/Pohon 86,12 86,13 

 h. Produktivitas Mangga Kg/Pohon 66,79 66,80 

 i. Produktivitas Pisang Kg/Pohon 55,78 55,79 

 j. Produktivitas Manggis Kg/Pohon 60,36 60,36 

 k. Produktivitas Kunyit Kg/m2 2,90 3,01 

3. Jumlah alat mesin budidaya 

hortikultura tahun n 

Unit 2.685 2.690 

4. Jumlah rencana alat mesin 

budidaya hortikultura tahun n-1 

Unit 2.668 2.668 

5. Panjang jaringan irigasi tersier 

kondisi baik hortikultura 

Meter 844 844 

6. Rencana panjang jaringan irigasi 

tersier hortikultura 

Meter 844 844 

7. Jumlah alat mesin pasca panen dan 

pengolahan hortikultura 

Unit 1.446 1.447 

8. Jumlah rencana alat mesin pasca 

panen dan pengolahan hortikultura 

unit 1.421 1.421 

 Capaian Indikator Kinerja Program % 50,60 50,66 

Sumber data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2017  

Dari 11 (sebelas) komoditas hortikultura yang ditargetkan mengalami 

peningkatan produktivitas, dapat tercapai pada semua Komoditas tersebut. Capaian 

Peningkatan produktivitas tertinggi pada komoditas bawang merah yaitu sebesar 

109,11% sedangkan capaian paling rendah pada komoditas manggis yaitu sebesar 

100%.   
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Alat mesin budidaya hortikultura dapat melampaui target yang ditetapkan 

yaitu dengan capaian 2.690 unit pada tahun 2017. Kondisi ini melebihi dari target 

sebesar 2.668 unit. Demikian juga pada alat mesin pasca panen dan pengolahan juga 

dapat melampaui target yang ditetapkan yaitu 1.447 unit, atau melebihi dari target 

yang ditetapkan sebesar 1.446 unit. 

Panjang jalan saluran irigasi hortikultura kondisi baik juga dapat terpenuhi 100% 

dari target yang ditetapkan yaitu sepanjang 844 meter. 

 

13) Capaian peningkatan produktivitas, ketersediaan sarana prasarana dan kualitas produksi 

perkebunan 

Indikator Capaian peningkatan produktivitas, ketersediaan sarana prasarana 

dan kualitas hasil perkebunan diperhitungkan melalui perhitungan jumlah komoditas 

perkebunan yang meningkat produktivitasnya, perhitungan jumlah alat mesin 

budidaya perkebunan, perhitungan alat mesin pasca panen dan pengolahan 

perkebunan serta panjang jaringan irigasi perkebunan kondisi baik. Komponen-

komponen tersebut selengkapnya disajikan pada tabel berikut. 

 

Tabel  3.39 

Capaian Peningkatan Produktivitas, Ketersediaan Sarana Prasarana dan Kualitas Hasil 

Perkebunan Tahun 2017 

No Uraian Satuan 
Tahun 2017 

Target Realisasi 

1. Jumlah komoditas perkebunan yang 

meningkat produktivitasnya 

Jenis 5 5 

2. Jumlah komoditas perkebunan Jenis 5 5 

 a. Produktivitas Cengkeh Ku/ha 2,70 3,39 

 b. Produktivitas Kakao Ku/ha 46,00 57,8 

 c. Produktivitas The Ku/ha 70,30 98,42 

 d. Produktivitas Kelapa Ku/ha 18,80 19,03 

 e. Produktivitas Kopi Ku/ha 4,70 5,33 

3. Jumlah alat mesin budidaya perkebunan Unit 3.617 3.617 

4. Jumlah rencana alat mesin budidaya 

perkebunan 

Unit 3.584 3.584 

5. Panjang jaringan irigasi tersier 

perkebunan kondisi baik 

Meter 2.195,86 2.195,86 

6. Rencana panjang jaringan irigasi tersier Meter 2.195,86 2.195,86 
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No Uraian Satuan 
Tahun 2017 

Target Realisasi 

perkebunan  

7. Jumlah alat mesin pasca panen dan 

pengolahan perkebunan 

Unit 3.017 3.020 

8. Jumlah rencana alat mesin pasca panen 

dan pengolahan perkebunan 

Unit 2.992 2.992 

 Capaian Indikator Kinerja Program % 50,44 50,46 

Sumber data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2017  

         (angka sementara) 

Dari 5 (lima) komoditas perkebunan, yaitu cengkeh, kakao, kelapa, kopi dan 

teh peningkatan produktivitasnya dapat tercapai semua, yaitu peningkatan 

produktivitas cengkeh sebesar 125,56% dari target, peningkatan produktivitas kakao 

tercapai sebesar 125,65% dari target yang ditetapkan sebesar 46,00 Ku/ha. 

Peningkatan produktivitas kelapa tercapai 101,22% dari target tahun 2017, 

peningkatan produktivitas kopi tercapai sebesar 113,40% dari target dan peningkatan 

produktivitas teh tercapai 140,00% dari target yang ditetapkan.  

 

14) Capaian peningkatan produksi ternak 

Indikator Program Peningkatan Produksi ternak dan pemasaran hasil 

peternakan yaitu Capaian peningkatan produksi ternak dapat mencapai target sebesar 

101,01% dari target yang ditetapkan sebesar 96,35%. 

Indikator Capaian peningkatan produksi ternak diperhitungkan dengan 

beberapa komponen, yaitu komponen perhitungan jumlah populasi ternak (unit 

ternak), komponen perhitungan jumlah pemotongan ternak (unit ternak), perhitungan 

jumlah ketersediaan pakan (hijauan dan limbah pertanian) dalam BK (berat kering), 

perhitungan jumlah produk olahan (ton) dan perhitungan jumlah transaksi jual beli 

ternak di pasar hewan (ekor). Komponen-komponen tersebut selanjutnya tersaji 

dalam tabel dibawah ini. 
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Tabel  3.40 
Capaian Peningkatan Produksi Ternak Tahun 2017 

No Uraian Satuan 
Tahun 2017 

Target Realisasi 

1. Jumlah populasi ternak Unit ternak 129.596 130.640 

2. Target jumlah populasi ternak Unit ternak 129.596 129.596 

3. Jumlah pemotongan ternak Unit ternak 251.882 253.682 

4. Target jumlah pemotongan ternak Unit ternak 251.882 251.882 

5. Jumlah ketersediaan pakan Ton 109.334 109.150 

6. Jumlah kebutuhan sumber serat kasar 

untuk ternak ruminansia (dalam BK) 

Ton 144.437 144.437 

7. Jumlah produk olahan Ton 15.120 14.900 

8. Target jumlah produk olahan Ton 15.120 15.120 

9. Jumlah permodalan usaha peternakan Juta Rupiah 3.000 2.973 

10. Target jumlah permodalan usaha 

peternakan 

Juta Rupiah 3.000 3.000 

11. Jumlah transaksi jual beli ternak ekor 2.300 2.309 

12. Target jumlah transaksi jual beli ternak ekor 2.300 2.300 

 Capaian Indikator Kinerja Program % 96,35 96,36 

Sumber data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2017  

     (angka sementara) 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 3 komponen indikator tidak mencapai 

target, yaitu komponen ketersediaan pakan dan komponen jumlah produk olahan, 

serta komponen permodalan usaha peternakan. Untuk komponen ketersediaan pakan 

tercapai 99,84% dari yang ditargetkan. Untuk komponen produk olahan tercapai 98,54% 

dari target. Sedangkan untuk komponen permodalan usaha peternakan tercapai 99,10% 

dari target. Jumlah permodalan usaha peternakan diakses melalui Koperasi 

Peternakan Rojo Koyo Sembodo. 

Populasi ternak dapat melampaui target yang ditetapkan yaitu 130.640 unit 

ternak atau 100,81% dari target yang ditetapkan yaitu 129.956 unit ternak. Jumlah 

pemotongan ternak tercapai 100,71% atau 253.682 unit ternak dari target 251.882 

unit ternak. Jumlah transaksi jual beli ternak di pasar hewan tercapai 2.309 atau 

100,39%. 
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Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 

a) Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (pemukiman, industri, 

jasa) menyebabkan berkurangnya luas lahan pertanian. Hal ini berpotensi 

menurunkan luas tanam dan luas panen sehingga berpotensi juga menurunkan 

produksi pertanian. 

b) Infrastruktur pertanian yang belum memadai 

c) Sarana Prasarana yang belum memadai  

Sarana prasarana (alat mesin pertanian, benih/bibit, pupuk) yang belum memadai 

menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi 

d) Rendahnya tingkat pendidikan petani, umur yang relatif lanjut menyebabkan 

rendahnya adopsi teknologi 

e) Kelembagaan tani yang ada (Kelompok Tani, Gapoktan, P3A dan GP3A belum 

berfungsi optimal. 

f) Anomali iklim, bencana, serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) 

g) Fluktuasi harga komoditas pertanian 

h) Fluktuasi harga komoditas pertanian yang disebabkan adanya panen raya dan sifat 

komoditas pertanian terutama hortikultura  yang mudah rusak.  

i) Akses permodalan 

j) Akses permodalan yang rendah menyebabkan kurangnya ketersediaan modal 

usaha tani. 

2) Solusi 

a) Terjadinya alih fungsi lahan pertanian 

(1) Pembatasan alih fungsi lahan pertanian dengan regulasi (Penerbitan Perda 

RTRW dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penataan Ruang). 

(2) Cetak sawah baru 

b) Infrastruktur pertanian yang belum memadai 

Peningkatan infrastruktur dengan pembangunan jalan pertanian, jaringan irigasi, 

embung dan dam parit baik secara swadaya, melalui dana APBD dan APBN. 

c) Sarana Prasarana yang belum memadai 

Pemenuhan sarana prasarana pertanian (traktor, pompa air, alat pasca panen dan 

pengolahan) baik secara swadaya, melalui dana APBD dan APBN 
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d) Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Tani   

e) Pemberdayaan kelompok, pembinaan dan pendampingan  

f) Anomali iklim, bencana, serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) 

Antisipasi, mitigasi bencana alam  dan  pengendalian OPT. 

g) Fluktuasi harga komoditas pertanian 

(1) Pembuatan gudang untuk menyimpan hasil pertanian 

(2) Pelaksanaan tunda jual 

(3) Pengolahan hasil pertanian 

h) Akses permodalan 

(1) Upaya peluncuran kredit program (tanpa agunan) 

(2) Sosialisasi kredit program 

(3) Kemitraan 

(4) Bantuan CSR dari BUMN 

 

3.2.5 Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik yang Akuntabel 

 

 

Salah satu upaya untuk meningkatkan 

kualitas penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan 

adalah dengan memperbaiki kinerja 

baik dari sisi kelembagaan maupun 

aparaturnya. Dengan tuntutan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi menjaditantangan 

tersendiri bagi    pemerintah    dalam 

meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah. Capaian sasaran 

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang 

Responsif dan Akuntabel dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator yaitu Nilai Akuntabilitas 

Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP), Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini 

BPK) serta Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dari 3 indikator tersebut, semuanya 

telah mencapai hasil sangat memuaskan sebagaimana dimuat dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 3.41 

  Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel 

No Sasaran Indikator Kinerja Satuan 

Capaian 2017 Target 
Akhir 

RPJMD 
(2022) 

Capaian 
s/d 2017 
terhadap 

RPJMD 
Target Realisasi %  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

1. Meningkatnya 
Kualitas 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
dan Pelayanan 
Publik yang 
Responsif dan 
Akuntabel 

Nilai Akuntabilitas 
Kinerja 

Nilai B BB 100 A 75 

 Akuntabilitas 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
(Opini BPK) 

Nilai WTP WTP 100 WTP 100 

 Nilai Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

Nilai 77,15 81,858 106,102 85 96,30 

Catatan : sumber data hasil evaluasi kemendagri, kemenpan dan rb, serta BPK 

Mendasarkan tabel di atas, dari Hasil Evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atas Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP) Pemkab Kulon Progo Tahun 2017 dari target yang telah 

ditetapkan pada tahun 2017  nilai BB, terealisasi 100%  dengan nilai  BB (75,54). Dalam 

mempertahankan nilai akuntabilitas “BB” ini tidaklah mudah karena dilakukan melalui 

berbagai upaya perbaikan secara terus menerus dan lebih komprehensif baik dari sisi 

sistem maupun implementasinya. 

Sementara itu, indikator Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan Daerah telah sesuai 

target yang ditetapkan yaitu “WTP”. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD telah 

sesuai target. 

Sementara itu dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masayarakat terhadap 

kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan 

survey kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan publik dengan menggunakan 

surveior non ASN. Dari hasil survei dapat dilihat bahwa tingkat kepuasan masyarakat 

terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah cukup tinggi. dari targte 77,15 terealisasi 

81,858 (106,102%) dari target. 
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Pencapaian sasaran Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur 

Pemerintah di atas dapat terealisasi seluruhnya karena didukung oleh pelaksanaan 

berbagai program utama yakni: 

1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang ditunjukkan dengan 

ketepatan laporan pemerintah daerah meliputi Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) kepada DPRD; 

2. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; 

3. Perencanaan Pembangunan Daerah; 

4. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja.  

Bahkan kinerja peningkatan akuntabilitas melampaui target yang telah ditetapkan 

karena adanya  upaya terobosan (breaktrought)melalui:  

1. Perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dimulai dengan 

Reviu terhadap dokumen RPJMD dan Renstra SKPD;  

2. Perumusan Indikator Kinerja dan penambahan Indikator Kinerja Tujuan baik ditingkat 

Pemda maupun SKPD (Peta Kinerja Pemerintah Kabupaten); 

3. Pembuatan berbagai sistem informasi online mulai dari perencanaan, pengendalian 

dan evaluasi yang sudah terintegrasi databasenya dengan e-Musrenbang, e-

Planning, e-Monev, dan e-SAKIP, serta; 

4. Peningkatan kualitas penyajian informasi pada sistem e-Monev berupa pembuatan 

halaman tersendiri (dashboard) sebagai sarana bagi pimpinan untuk melakukan 

evaluasi internal; 

5. Pengintegrasian Sistem Kinerja Daerah khususnya yang terkait antara sistem 

pengelolaan keuangan daerah dengan sistem monitoring dengan evaluasi. 

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja, tahun 2017 terdapat 2 (dua) Unit 

Kerja yang ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dan Bersih Melayani (WBBK) oleh 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu : 

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

2. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates. 
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3.2.6 Meningkatnya Kedisiplinan, Ketertiban, dan Kehidupan Bermasyarakat yang 

Kondusif  

Keamanan, ketentraman dan ketertiban umum menjadi faktor pendukung 

yang sangat kuat terhadap keberlangsungan pembangunan daerah di segala bidang. 

Untuk itu dilaksanakan penyiapan terhadap aparat pelaksana untuk mengkondisikan 

rasa aman dan tentram masyarakat melalui: pelaksanaan patroli Keamanan 

Lingkungan dan pengamanan dalam event-event daerah dalam upaya pencegahan 

tindak kriminal.  

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran ini dilaksanakan 

untuk mencapai tujuan mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, 

perlindungan dan penegakan hukum. Strategi yang dilaksaanakan melalui 

terwujudnya masyarakat yang tentram dan tertib, berdasarkan atas hukum. 

 Capaian kinerja Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban dan kehidupan 

bermasyarakat yang kondusif tahun 2017 dengan membandingkan target capaian 

kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut. 

 
Tabel.3.42 

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kedisiplinan, Ketertiban dan 
Kehidupan Bermasyarakat yang Kondusif. 

No Sasaran Indikator Kinerja Satuan 

Capaian 2017 Target 
Akhir 

RPJMD 
(2022) 

Capaian s/d 
2017 

terhadap 
target akhir 

RPJMD 

Target Realisasi %  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

1. Meningkatnya 
kedisiplinan, 
ketertiban dan 
kehidupan 
bermasyarakat yang 
kondusif 

Cakupan 
penegakkan 
peraturan 
daerah dan 
penanganan 
konflik 

persen 76,89 88,89 115,61 87,5 101,59 

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja dan Kesbangpol Kulon Progo 

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Cakupan penegakkan 

peraturan daerah dan penanganan konflik persentase pada tahun 2017, telah  

mencapai bahkan melampaui target yaitu dari target 76,89 % terealisasi 88,89 % 

(tercapai 115,61%).  Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel  3.43 

Target dan Realisasi Cakupan Penegakan Perda dan Panagnanan Konflik 

Indikator Satuan Formula Target Realisasi 

Cakupan 
penegakan 
peraturan 
daerah dan 
penanganan 
konflik sosial 

% ((Jumlah penindakan/jumlah 
pelanggaran*100%)+(Jumlah 
konflik sosial yang 
tertangani/Jumlah konflik 
sosial*100%)/2 

76,89 88,89 

Jumlah penindakan        350  350 

Jumlah pelanggaran  450  450 

Jumlah konflik sosial yang 
tertangani 

         19  25 

Jumlah konflik sosial          25  25 

Sumber : Dinas Kominfo, Satuan Pol. PP 

 

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan kondisi yang diharapkan 

masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan 

merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan. Oleh karenanya, masyarakat 

sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, 

tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak 

tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh orang-perorangan dan atau 

pihak-pihak tertentu lainnya. Sedangkan perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan 

dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta 

keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan 

memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan 

ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan  

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertibain serta 

perlindungan masyarakat serta peradalah dengan dengan pengembangan kapasitas 

perlindungan masyarakat, pengendalian kententraman dan ketertiban umum, 

pengawasan penertiban dan operasi  non yustisi serta penindakan pelanggaran perda dan 

ketentuan perundang-undangan. 

Realisasi indikator kinerja program capaian peningkatan ketentraman dan 

ketertiban umum  serta perlindungan masyarakat tahun 2017 sebesar 70% dari target 

RKPD Tahun 2017 sebesar 70% atau telah tercapai 100% dari target yang ditetapkan.  
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Untuk menciptakan kesadaran masyarakat agar mentaati undang-undang serta 

untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dilaksanakan melalui upaya 

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Penegakan peraturan yang 

dilaksanakan meliputi operasii yang bersifat pembinaan (non Yustisi) dan Operasi Yustisi 

(diselesaikan secara hukum). Penegakan Perda dan Perbub untuk menciptakan kondisi 

yang aman, tertib dan sadar hukum di masyarakat sehingga mendukung akselerasi 

pelaksanaan pembangunan. Secara rinci capaian peningkatan ketentraman dan 

ketertiban umum tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel  3.44 

Capaian Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum  
serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2017 

No Indikator kinerja Satuan 
Capaian Kinerja 

Target Realisasi 

1 Jumlah satlinmas Aktif desa 35 35 

2. Jumlah Satlinmas Terdaftar desa 88 88 

3 Jumlah Penertiban kali 416 416 

4 Jumlah Perencanaan dan aduan kali 450 450 
5 Jumlah penindakan Pelanggar 350 350 

8. Jumlah Pelanggaran Pelanggar 450 450 

 Capaian indikator kinerja program % 70 70 

Sumber data : Sat Pol PP Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Dalam rangka mempersiapkan masyarakat agar dapat melakukan penanganan 

bencana  guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara 

keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan 

pada  tahun 2017 telah dilaksanakan pembinaan terhadap Satlinmas Desa , SAR Linmas 

dan Satpol PP  sebanyak 1031 personil. Selanjutnya pada tahun 2017  juga dilaksanakn 

pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) satlinmas  bagi anggota  88 desa sehingga semua 

anggota telah terdaftar.  

Pengendalian ketentraman dan keteriban umum dilaksanakan dengan  patroli 

wilayah, pnertiban serta pengamanan dalam event-event daerah.  Upaya mewujudkan 

ketentraman dan ketertiban umum juga dilaksanakan melalui penegakan peraturan 

daerah baik secara non yustisi maupun Yustisi. Pada tahun 2017 telah dilaksanakn 

penertiban non yustisi sebanyak 416 pelanggaran. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di 

bawah. 

 



          | LKjIP Kabupaten Kulon Progo   77 

Tabel  3.45 
Data Penertiban Non Yustisi Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2017 

No Kec Tkp 
Perda Yang 
Dilanggar 

Hasil 

Tindak Lanjut Jumlah 

1 TEMON No. 4 Tahun 2013 Pendataan dan Pembinaan 20 

    No. 4 Tahun 2013 Pembinaan 2 

    No.4 Tahun 2013 Surat Peryataan 31 

    No .11 Tahun 2008 di Amankan 1 

2 WATES No. 5 Tahun 2014 Teguran 18 

    No.4 Tahun 2014 Pendataan 15 

    No. 5 Tahun 2013 Surat Peryataan 16 

3 PANJATAN No. 4 Tahun 2013 di Amankan 26 

    No. 4 Tahun 2013 Surat teguran 1 

4 GALUR No. 5 Tahun 2014 Surat Peryataan 12 

    No.4 Tahun 2013 Pembinaan 3 

5 LENDAH No. 5 Tahun 2014 Surat Peryataan 23 

    No. 4 Tahun 2013 Surat Peryataan 7 

    No .11 Tahun 2008 di Amankan 1 

6 SENTOLO No. 4 Tahun 2013 di Amankan 17 

    No. 5 Tahun 2014 Surat Penarikan Barang dan Teguran  36 

7 PENGASIH No. 4 Tahun 2013 di Amankan 13 

    No.4 Tahun 2013 Pendataan 12 

    No. 4 Tahun 2013 Surat Peryataan 9 

    No. 5 Tahun 2014 Surat Peryataan 7 

    No. 5 Tahun 2014 Surat Penarikan Barang dan Teguran  8 

8 KOKAP No. 5 Tahun 2014 Surat Peryataan 26 

    No 4 Tahun 2013 Pembinaan 3 

9 NANGGULAN No. 4 Tahun 2013 di Bongkar 23 

  

 

No. 4 Tahun 2013 Pembinaan 3 

  

 

No. 5 Tahun 2014 Surat Penarikan Barang dan Teguran  12 

10 GIRIMULYO No. 4 Tahun 2013 Pembinaan 7 

  

 

No.4 Tahun 2013 Pembinaan 1 

  

 

No. 5 Tahun 2014 SuratPenarikan Barang dan Teguran  10 

11 KALIBAWANG No. 4 Tahun 2013 di Amankan 15 

    No. 5 Tahun 2014 Surat Peryataan 18 

12 SAMIGALUH No. 5 Tahun 2014 Surat Peryataan 15 

    No. 5 Tahun 2014 Surat Penarikan Barang dan Teguran  5 

JUMLAH 416 

Sumber data : Satpol PP Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Sedangkan penindakan pelanggaran secara yustisi (sampai ke pengadilan) pada 

tahun 2017 sebanyak 350 kasus pelanggaran dengan rincian sebagaimana pada tabel 

berikut ini. 
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Tabel  3.46 
Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2017 

No Perda yang dilanggar Jumlah Keterangan 

1 a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 
2000 tentang  Ijin Trayek 

b. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 
2000 tentang Kieur Kendaraan 
Bermotor 

303  

2 Peraturan Daerah Nonor 4 Tahun 2013 
Tentang Ketertiban Umum 

47 Tindak 
Asusila 

 Jumlah 350  

Sumber data : Satpol PP Kabupaten Kulon Progo, 2017 
 

Selanjutnya, realisasi indikator kinerja program capaian peningkatan 

penanggulangan bencana dari target RKPD Tahun 2017 sebesar 65,88% tercapai 70,88% 

atau mencapai 107,88% dari target RKPD. Rincian capaian sebagaimana tabel berikut. 

 
Tabel  3.47 

Capaian Peningkatan Penanggulangan Bencana Tahun 2017 

No Indikator kinerja Satuan 
Capaian Kinerja 

Target Realisasi 
1.  Jangkauan Luas Wilayah Manajemen 

Kebakaran  
Km2 

100 100 
2.  Luas Wilayah Km2 586 586 

3.  Jumlah Kebakaran di WMK yang tertangani 
dalam waktu paling lama 15 menit 

% 
75 100 

4.  Jumlah Kebakaran dalam jangkauan WMK % 100 100 

5.  Jumlah Desa Tangguh Bencana Desa 28 28 

6.  Jumlah Desa Rawan Bencana Desa 75 75 

7.  Jumlah Penanganan Tanggap Darurat yang 
dilakukan 

% 
100 100 

8.  Jumlah Sasaran Dampak Bencana yang harus 
dilakukan Tanggap Darurat 

% 
100 100 

9.  Jumlah Kejadian bencana yang 
direkomendasikan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi  

% 
100 100 

10.  Jumlah kejadian bencana yang harus 
dilakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi  

% 
100 100 

 Capaian Indikator Kinerja Program % 65,88 70,88 

Sumber data : BPBD Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Berdasarkan Keputusan Menteri PU No. 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan 

Teknis Manajemen Kebakaran Perkotaan, suatu kota perlu membentuk WMK 

(Wilayah Manajemen Kebakaran). Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah 

tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK. 
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Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 

a) Kesadaran dan ketaatan  masyarakat terhadap peraturan daerah masih 

rendah , sehingga masih saja sering terjadi pelanggaran. 

b) Luas wilayah dan kondisi geografis masyarakat  tidak sebanding dengan 

jumlah personil. 

c) Pembangunan Bandara Internasional NYIA di Kecamatan Temon  secara 

tidak langsung mempengaruhi kondisi ketentraman dan ketertiban umum di 

Kulon Progo. 

2) Solusi 

a) Membangun jejaring dengan lembaga Vertikal (TNI/Polri) dan berbagai potensi 

perlindungan masyarakat seperti Paksikaton, SAR Linmas ORARI,RAPI, dan 

organisasi masyarakat lainnya agar ikut membantu menjaga ketentraman dan 

keteriban masyarakat. 

b) Lebih mengintensifkan komunikasi dengan para pihak yang terlibat dan 

terdampak pembangunan bandara. 

c) Komunikasi dan koordinasi adalah menjadi hal yang sangat penting untuk 

dilaksanakan secara baik. Dengan menggunakan sarana komunikasi yang 

lebih baik tentunya akan mengoptimalkan pelaksanaan pengamanan guna 

pemeliharaan kantramtibmas. 

d) Untuk mengurangi terjadinya pelanggaran peraturan daerah diperlukan 

pembinaan secara berkesinambungan. Sosialisasi dan penyampaian informasi 

kepada masyarakat sampai ke lapisan bawah terhadap penanganan 

kebakaran serta gangguan ketentraman dan ketertiban umum.  

e) Upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya 

bangsa melalui upacara HUT RI, HUT Linmas dan pengiriman peserta PKBN 

tetap dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. 

f) Pelaksanaan penyuluhan narkoba lebih digalakkan terutama bagi generasi 

generasi muda bekerjasama dengan lembaga yang mengurusi narkoba 

tersebut. Memotivasi peserta agar mempunyai kemauan dan kemampuan 

menyebarluaskan pengetahuan ke lingkungannya setelah penyuluhan.  

Sedangkan untuk meminimalisir paktek prostitusi diperlukan penanganan 

secara menyeluruh dan terpadu terutama pasca operasi/razia.  

g) Pelaksanaan pembinaan dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi kepada 

masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati secara terpadu 
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oleh instansi terkait sehingga pemahaman masyarakat terhadap peraturan 

daerah meningkat dan menurunnya  pelanggaran. 

 

3.2.7 Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang mendukung 

Performa Wilayah 

 

Sasaran Meningkatnya Pelayanan 

Infrastruktur yang mendukung 

Pengembangan Wilayah terdiri 

dari satu indikator yaitu 

“Persentase Peningkatan 

Pelayanan Infrastruktur” yang  

ditargetkan dalam IKU 2016 telah 

menunjukkan hasil yang positif. Dari target 82,28% capaian tahun 2016 terealisasi 

85,45%dengan capaian 103,86%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015, 

mengalami peningkatan sebesar 3,52% yaitu dari 81,93% tahun 2015 menjadi 

85,45% tahun 2016. Capaian ini juga menjadikan target capaian pada pada akhir 

tahun RPJMD terealisasi 103,86%. 

 
Tabel. 3.48 

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan 
Infrastruktur yang mendukung Performa Wilayah 

No Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Capaian 2016 Target 
Akhir 

RPJMD 
(2017) 

Capaian 
s/d 2017 
terhadap 

akhir 
RPJMD 

Target Realisasi % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Meningkatnya 
Pelayanan 
Infrastruktur 
yang mendukung 
performa 
Wilayah. 

Indeks 
Pembangunan 
Infrastruktur. 

Nilai 65,57 68,49 101,36   

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Kulon Progo, 2016 
 

Capaian kinerja indikator Indeks Pembangunan  infrastruktur diperoleh dengan 

menggunakan formula penghitungan : 

((jumlah panjang jalan nasional + jalan propinsi + jalan lokal primer dalam 

kondisi baik/jumlah panjang jalan keseluruhan x 100%)+((Jumlah panjang irigasi dalam 
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kondisi baik/jumlah panjang irigasi x 35) + (jumlah luas areal yang dilayani irigasi/jumlah 

luas areal yang harus dilayani irigasi x 20) +(Jumlah panjang drainase dalam kondisi 

baik/jumlah panjang drainase x15)+(Jumlah kebutuhan air baku yang sudah dapat 

dilayani/jumlah kebutuhan air baku (liter/tahun) x 30))+(((Jumlah  gedung kantor dalam 

kondisi baik/jumlah gedung kantor x100%)+(((((Jumlah rumah tangga berakses air 

bersih/Jumlah rumah tanggax100%)+ ((Jumlah rumah tangga berakses air limbah/jumlah 

rumah x 100%))/2)+((Jumlah rumah layak huni/jumlah seluruh rumah x 100% )+ (Luas 

permukiman kumuh yang ditangani/( luas pemukiman kumuh yang seharusnya ditangani 

x 100%))/2)+(((Panjang jalan bertrotoar di perkotaan / panjang jalan di perkotaan)x 

100%) + (Panjang jalan berdrainase di perkotaan / panjang jalan di perkotaan)x 100%) 

))/2)+(((Jumlah sampah yang tertangani/Jumlah produksi sampah x 100%)+ (Jumlah 

taman  dalam kondisi baik /jumlah keseluruhan Taman  x 100%))/2))/4)+(((Jumlah 

perlengkapan jalan dalam kondisi baik/jumlah perlengkapan jalan yg seharusnya 

adax100%)+'(Jumlah prasarana perhubungan dlm kondisi baik/Jumlah prasarana 

perhubungan yang seharusnya ada x 100%)/2))/5. 

Disamping elemen data tersebut, capaian kinerja indikator Persentase 

peningkatan pelayanan infrastruktur daerah juga didukung dengan beberapa program 

utama yang meliputi Program rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan, program 

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, Program pengembangan dan 

pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, Program 

pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya, 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor, Program Pengembangan 

Infrastruktur perkotaan, program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, 

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah,  Program 

pengembangan jasa konstruksi. 

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur seperti jalan dan 

jembatan yang memadai sangat diperlukan untuk pengembangan wilayah. Keterbatasan 

pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, dapat menyebabkan melambatnya laju 

investasi suatu daerah.Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pekerjaan 

umum di Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan untuk meningkatnya pelayanan pada 

sektor infrastruktur untuk mendukung laju investasi dan pengembangan wilayah. 
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Penanganan infrastruktur menjadi prioritas dalam RPJM Daerah Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2017-2022, dengan dialokasikan pendanaan yang besar maka target jalan dan 

jembatan Lokal Primer I serta infrastruktur daerah lainnya agar dalam kondisi baik pada 

akhir tahun 2017 segera bisa terealisasi. 

Program rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan merupakan upaya untuk 

mempertahankan pelayanan dan kinerja Jalan Jembatan Lokal Primer I dan Lokal Primer 

II, sehingga masyarakat di wilayah Lokal Primer I dan Lokal Primer II Kulon Progo 

mempunyai kemudahan mobilitas dengan tingkat kenyamanan dan keamanan yang 

tinggi. Pemeliharaan berkala jalan di  11 ruas jalan dan bangunan pelengkap jalan berupa 

Talud yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo termasuk didalamnya 

Jalan Perkotaan, dengan panjang total jalan sepanjang 13.930 meter, sedangkan untuk 

kegiatan peningkatan jalan Lokal Primer I dilaksanakan untuk menangani Jalan Lokal 

Primer Idan Lokal Primer IIdengan tingkat kerusakan > 23%. Sedangkan pada kegiatan 

pemeliharaan rutin jalan dilaksanakan untuk Jalan Lokal Primer I dengan tingkat 

kerusakan < 11%.  

Pada kegiatan pemeliharaan rutin jembatan dilaksanakan untuk Jembatan 

dengan tingkat kerusakan < 11% sebanyak 16 unit jembatan. Peningkatan jalan 

dilaksanakan untuk menangani jalan dengan tingkat kerusakan lebih dari 23% sepanjang 

14,48 kilometer dan tersebar di wilayah Lokal Primer I Kulon Progo dan sepanjang 47,65 

km di ruas jalan dan Lokal Primer II. Kegiatan Pemeliharaan rutin dimaksudkan untuk 

mempertahankan kondisi jalan yang baik/mantap atau dengan tingkat kerusakan sampai 

dengan 11% selama kurun waktu 1 (satu) tahun ini dicapai sepanjang 106,67 kilometer. 

Untuk kegiatan pembangunan jembatan Lokal Primer I dibangun sebanyak 3 unit yaitu 

Terbangunnya Jembatan Sarigono, Jembatan Kanjangan, dan Jembatan Kalikutuk.  

Sedangkan pada kegiatan Rehabilitasi jembatan Lokal Primer I ada 6 unit 

jembatan Lokal Primer I yang diperbaiki yaitu Jembatan Anjir Hargorejo, Jembatan Trayu 

CS, Jembatan Kalibuko, Jembatan Kaliduren, Jembatan Munggangwetan, Jembatan 

Brangkal dan DED Jembatan Klalar. Untuk Pemeliharaan Jembatan Lokal Primer I 

diperbaiki dengan kerusakan < 11 % sebanyak 16 unit jembatan. Adanya beberapa 

program/kegiatan penanganan jalan, meliputi: pembangunan jalan dan jembatan, 

peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan berkala jalan dan jembatan, serta 
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pemeliharaan rutin jalan dan jembatan  dalam rangka untuk meningkatkan atau 

mempertahankan kondisi jalan menjadi baik maka  

Capaian Panjang Jalan Lokal Primer I dan Jalan Lokal Primer II dalam kondisi baik 

pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut. 

 
Tabel 3.49 

Capaian Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik Tahun 2017 
 

No. Uraian 
Tahun 2017 

Target Realisasi 

1. Jumlah panjang kabupaten (Lokal Primer Idan 
Lokal Primer II) dalam kondisi baik (km) 

1.493,080 1.495,000 

2. Jumlah panjang jalan kabupaten (Lokal Primer I 
dan Lokal Primer II) (km) 

2.000,640 2.002,640 

 Capaian Indikator Kinerja Program (%) 74,63 74,65 

Sumber data : Dinas PUPKP Kabupaten  Kulon Progo, 2017 

Capaian Kinerja panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik tahun 2017 sudah 

memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 74,63%.  

Pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan telah 

dilakukan pemeliharaan terhadap alat-alat berat yang dimiliki oleh Pemerintah 

Kabupaten Kulon Progo sebanyak 14 unit alat berat. Dengan terpeliharanya alat-alat 

berat yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kulon Progo diharapkan dapat menunjang 

kinerja pemerintah daerah dalam pembangunan insfrastruktur daerah, karena dengan 

menggunakan alat-alat berat selain dapat menghemat waktu (tenaga yang besar dan 

waktu yang singkat) juga dapat menunjang nilai-nilai ekonomis dalam pembangunan. 

Penggunaan alat berat yang kurang tepat dengan kondisi dan situasi lapangan pekerjaan 

akan berpengaruh berupa kerugian antara lain rendahnya produksi, tidak tercapainya 

jadwal atau target yang telah ditentukan atau kerugian biaya perbaikan yang tidak 

semestinya.  

Pada pengujian laboratorium dilakukan antara lain uji sand equivalent, uji sand 

cone, uji core drill, uji abrasi, uji gradasi, uji mix desain lpa, uji pemadatan standar dan uji 

mix desain beton. Untuk capaian kinerja layanan uji laboratorium dan alat berat pada 

tahun 2017 mencapai 105 pemohon uji.  
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Capaian kinerja layanan uji laboratorium dan alat berat dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 3.50 

Capaian Layanan Uji Laboratorium dan Alat Berat Tahun 2017 

No. Uraian 
Tahun 2017 

Target Realisasi 

1 Jumlah permohonan uji laboratorium yang 
ditangani (uji laboratorium) 

300 105 

2 Jumlah pemohon uji laboratorium (uji 
laboratorium) 

300 105 

3 Jumlah alat berat dalam kondisi baik (unit) 8 8 

4 Jumlah alat berat (unit) 14 14 

 Capaian Indikator Kinerja Program (%) 78,57 78,57 

Sumber data : Dinas PUPKP Kabupaten  Kulon Progo, 2017 

Capaian Kinerja Capaian Layanan Uji Laboratorium dan Alat Berat pada tahun 

2017 sudah sesuai target sebesar 78,57 %. Beberapa faktor yang mempengaruhi 

capaian layanan uji laboratorium dan alat berat antara lain waktu penyelesaian uji 

laboratorium bersamaan, sehingga personil yang ada tidak mampu menangani 

sehingga ada beberapa uji laboratorium dilakukan di laborarorium yang lain di luar 

Kabupaten Kulon Progo. 

Air baku adalah air yang bisa digunakan untuk aktivitas pertanian, dan untuk 

aktivitas lain harus ada proses pengolahan. Sedangkan macam–macam air baku  di 

alam adalah:  air sungai, air danau/waduk,rawa, air tanah dan mata  air serta air laut. 

Peruntukan air baku yang utama adalah untuk kepentingan domestik atau rumah 

tangga. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Pekerjaan Umum 

melaksanakan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air 

Limbah mengupayakan pemenuhan air baku untuk rumah tangga dengan 

melaksanakan 3 kegiatan yaitu Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar, Penyediaan Sarana 

Air Bersih dan Fasilitasi Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi.  

Tabel 3.51 
Capaian Ketersediaan Air Baku Peningkatan Pelayanan Irigasi, dan Drainase Pengairan 

Tahun 2017 

 
No. 

Uraian 
Tahun 2017 

Target Realisasi 

1 Jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik  288.533   288.597  

2 Jumlah panjang irigasi   399.630   399.630  
3 Jumlah luas areal yang dilayani irigasi  10.282   10.282  
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No. 

Uraian 
Tahun 2017 

Target Realisasi 

4 Jumlah luas areal yang harus dilayani 
irigasi  

 10.635   10.635  

5 Jumlah  kelembagaan petani pengelola 
air yang diberdayakan 

 175   175  

6 Jumlah kelembagaan petani pengelola 
air yang seharusnya ada 

 295   295  

7 Jumlah panjang drainase dalam kondisi 
baik 

 62,29   62,30  

8 Jumlah panjang drainase  119,45   119,45  

9 Jumlah kebutuhan air baku yang sudah 
dapat dilayani 

446.758,896 444.560,168 

10 Jumlah kebutuhan air baku (liter/tahun) 448.746,856 448.726,761 
 Capaian Indikator Kinerja Program (%) 75,98 75,89 

Sumber data : Dinas PUPKP Kabupaten  Kulon Progo, 2017 

Untuk capaian ketersediaan air baku di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017 

hampir memenuhi target yang sudah ditetapkan. Salah satu faktor kestabilan 

capaian ketersediaan air baku adalah  potensi air permukaan dan air tanah cukup 

tersedia pada akhir musim kemarau. 

Salah satu sektor yang menjadi komoditi utama Kabupaten Kulon Progo adalah 

sektor pertanian. Untuk menunjang sektor pertanian di Kabupaten Kulon Progo telah 

dilakukan upaya-upaya antara lain dengan peningkatan pelayanan irigasi. Adapun 

tujuan peningkatan pelayanan irigasi adalah untuk membasahi tanah berkaitan 

dengan kapasitas kandungan air dan udara dalam tanah sehingga dapat dicapai 

suatu kondisi yang sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhan tanaman yang ada 

di tanah tersebut. Namun secara tidak langsung irigasi mempunyai tujuan yang 

meliputi mengatur suhu dari tanah, mencuci tanah yang mengandung racun, 

mengangkut bahan pupuk dengan melalui aliran air yang ada, menaikkan muka air 

tanah, meningkatkan elevasi suatu daerah dengan cara mengalirkan air dan 

mengendapkan lumpur yang terbawa air, dan lain sebagainya. 

Dalam rangka peningkatan pelayanan irigasi, Pemerintah Kabupaten Kulon 

Progo telah melakukan beberapa program dan kegiatan. Dalam Program 

pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan 

lainnya telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain Optimalisasi fungsi jaringan 

irigasi yang telah dibangun, pemberdayaan petani pemakai air, operasi dan 
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pemeliharaan jaringan irigasi, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta 

peningkatan pengelolaan irigasi patisipatif. Selain Program pengembangan dan 

pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya juga ada Program 

pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air 

lainnya dengan kegiatan pembangunan embung, dan bangunan penampung air 

lainnya. Dengan dua (2) program tersebut diharapkan dapat meningkatkan capaian 

pelayanan irigasi di Kabupaten Kulon Progo.  

Capaian peningkatan pelayanan irigasi di Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 

sebesar 76,07% telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 75,57 %.Beberapa 

faktor yang mempengaruhi capaian peningkatan pelayanan irigasi adalah 

keterbatasan anggaran dalam memperbaiki sarana-sarana irigasi serta adanya 

kegiatan cetak sawah baru seluas 55 hektar dan adanya alih fungsi lahan pertanian 

menjadi permukiman sehingga luasan areal yang harus dilayani irigasi menjadi 

bertambah. 

Dengan peningkatan pelayanan irigasi maka diharapkan dapat memperbaiki 

infrastruktur drainase pengairan yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Dalam upaya 

menjaga drainase pengairan dalam kondisi baik, telah dilaksanakan Program 

Pengembangan saluran drainase/gorong-gorong. Pada Program pengembangan 

saluran drainase/gorong-gorong pada tahun 2017 dilaksanakan kegiatan rehabilitasi, 

pemeliharaan saluran Drainase/Gorong-Gorong.  

Secara umum drainase pengairan yang diperbaiki pada tahun 2017 memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap penambahan luas wilayah yang tidak tergenang. 

Dalam upaya mewujudkan estetika dan keindahan kota, Program 

Pengembangan Infrastruktur perkotaan melalui kegiatan pengembangan kota Wates. 

Realisasi Program Pengembangan Infrastruktur perkotaan pada tahun 2017 sudah 

mencapai 100 % dari target yang ditetapkan.  

Panjang jalan trotoar perkotaan yang sudah memenuhi target, akan diupayakan 

ditingkatkan di tahun mendatang untuk mewujudkan jalan perkotaan yang 

menunjang estetika Kota Wates. Penambahan RTH (Ruang Terbuka Hijau) didapat 

dari pembangunan taman-taman kota yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum 

dan Kantor Lingkungan Hidup.  
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Capaian Peningkatan Infrastruktur perkotaan dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 

Tabel 3.52 
Capaian Peningkatan Infrastruktur Perkotaan Tahun 2017 

No. Indikator Kinerja 
Tahun 2017 

Target Realisasi 
1 Panjang jalan bertrotoar di perkotaan 8.890 8.890 

2 Panjang jalan berdrainase di perkotaan  8.890 8.890 

3 panjang jalan di perkotaan ( 4 perkotaan) 8.890 8.890 

 Capaian Indikator Kinerja Program (%) 100 100 

Sumber data : Dinas PUPKP Kabupaten  Kulon Progo, 2017 

Dengan adanya pembangunan infrastruktur terutama diperkotaan 

meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat 

meningkatkan produktifitas dan efisiensi dan pada akhirnya dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Hampir dalam semua aktifitas masyarakat dan pemerintah, 

keberadaan infrastruktur merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan 

sudah menjadi kebutuhan dasar. 

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah melalui 

indikator meningkatnya prosentase rumahtangga berakses air bersih dan 

meningkatnya prosentase rumahtangga berakses sistem air limbah yang baik. Pada 

tahun 2016 penyediaan air bersih dilaksanakan pemasangan jaringan meter 1.000 

sambungan rumah, juga dilakukan Pendampingan Pamsimas 3 di desa. Kebutuhan 

akan air bersih khususnya di wilayah perbukitan mayoritas mengalami defisit oleh 

sebab itu penyediaan air bersih pedesaan ditujukan untuk mengatasi hal tersebut.  

Capaian Kinerja layanan air bersih dan air limbah dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 3.53 
Capaian Layanan Air Bersih dan Air Limbah Tahun 2017 

No. Uraian 
Tahun 2017 

Target Realisasi 

1 Jumlah rumah tangga berakses air bersih  106.163   106.163  
2 Jumlah rumah tangga berakses air limbah  51.228   51.228  

3 Jumlah rumah tangga  118.783   118.783  

 Capaian Indikator Kinerja Program (%) 66,25 66,25 

Sumber data : Dinas PUPKP Kabupaten  Kulon Progo, 2017 
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Capaian Kinerja Pengembangan Kinerja layanan air bersih dan air limbah pada 

tahun 2017 telah mencapai target yang ditetapkan. Untuk itu capaian kinerja ini 

perlu dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Dengan adanya ketersediaan air 

bersih dan pengelolaan limbah yang baik maka dapat meningkatkan tingkat 

kesehatan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo.  

Program pengembangan jasa konstruksi merupakan pelaksanaan amanat 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, yang 

mengamanatkan peran pemerintah kabupaten adalah dalam pengaturan, 

pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan. Penerjemahan peran tersebut dengan 

mengusahakan terselenggaranya tertib perijinan jasa konstruksi (IUJK), tertib 

pelaksanaan konstruksi, tertib pelaksanaan ketentuan keteknikan, tertib kesehatan 

dan keselamatan kerja serta tertib pemanfaatan hasil jasa konstruksi. Pada tahun 

2017 ini, untuk ijin usaha jasa konstruksi dilaksanakan monitoring dan penertiban 

IUJK pada 240 badan usaha, realisasinya dapat tercapai sebanyak 179 badan usaha 

yang memenuhi ketentuan. 

Tabel 3.54 
Capaian Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi Tahun 2017 

No. Uraian 
Tahun 2017 

Target Realisasi 

1 Jumlah badan usaha yang memenuhi ketentuan 179 179 
2 Jumlah badan usaha konstruksi keseluruhan 240 240 

 Capaian Indikator Kinerja Program (%) 74,58 74,58 

Sumber data : Dinas PUPKP Kabupaten  Kulon Progo, 2017 

Capaian Kinerja Peningkatan Jasa Konstruksi Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 

sudahmemenuhi target yaitu 74,58%. Salah satu penentu keberhasilan 

pembangunan infrastruktur adalah pengelolaan jasa konstruksi. Berdasarkan hasil 

pemantauan dan evaluasi di lapangan maupun wawancara dengan stakeholders 

terkait, sampai saat ini pembinaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh pusat dan 

daerah belum maksimal sehubungan dengan keterbatasan sumber daya manusia 

(SDM) di daerah maupun keterbatasan anggaran pengelolaan untuk jasa 

infrastruktur. 
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Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan  

a) Secara umum kondisi geografis Kabupaten Kulon Progo yang berkontur dataran 

rendah dan tinggi sangat mempengaruhi percepatan dalam pembangunan 

infrastruktur daerah. 

b) Beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur tidak selesai sesuai dengan 

kontrak waktu yang telah dijadwalkan. 

c) Keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur daerah dan minimnya 

jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki toleh pengampu masalah 

pekerjaan umum yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo. 

d) Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan merawat 

infrastruktur/ fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah. 

e) Belum lengkapnya regulasi penataan ruang berupa RDTR kawasan perkotaan dan 

RTR kawasan strategis (Peraturan Daerah). 

2) Solusi  

a) Pembangunan yang tidak selesai tepat waktu, diusulkan untuk dilanjutkan melalui 

anggaran perubahan tahun berikutnya. 

b) Terkait keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) perlu dilakukan upaya-

upaya peningkatan kemampuan SDM melalui diklatdan pelatihan serta 

penambahan SDM. 

c) Untuk menumbuhkan rasa sikap kepedulian masyarakat terhadap fasilitas publik 

yang dibangun oleh pemerintah maka perlu ditanamkan rasa memiliki terhadap 

daerahnya kepada masyarakat.  

d) Penanganan sampah melibatkan komunitas masyarakat, sehingga dapat 

mengurangi volume sampah yang ditangani pemerintah daerah. 

e) Percepatan penyusunan regulasi penataan ruang berupa RDTR kawasan 

perkotaan dan PTR kawasan strategis. 

f) Melengkapi data dengan sistem informasi tata ruang. 
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3.2.8 Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup 

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup 

dilaksanakan melalu berbagai kegiatan dengan tujuan untuk mewujudkan target-

terget capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja  sasaran ini 

beserta capaian kinerja untuk Tahun 2017 yang juga merupakan tahun transisi 

RPJMD2018-2022, selengkapnya disajikan  pada   tabel berikut : 

Tabel 3.55 

Rencana dan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya 

Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup 

No Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Capaian 2017 Target 
Akhir 

RPJMD 
(2022) 

Capaian s/d 
2017 

terhadap 
Target Akhir 

RPJMD 

Target 
Rea-
lisasi 

%  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

1. Meningkatnya 
Pengelolaan 
Kualitas 
Lingkungan 

Indeks Kualitas 
Lingkungan 
Hidup 

Persen 62,90 66,38 105,53 64,11 103,54 

Sumber Data : Bappeda dan Kantor Lingkungan Hidup Kulon Progo 

Dilihat dari target kinerja yang telah ditetapkan, capaian indikator kinerja 

tahun 2017 telah melampaui target dengan capaian kinerja indikator Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup dari target 62,90 tercapai 66,38% (105,53%) dengan kriteria sangat 

tinggi.  

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan parameter yang 

digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah. Dengan 

banyaknya data dan informasi lingkungan yang tersedia maka diperlukan satu 

parameter tunggal yang mudah digunakan untuk mengetahui serta membandingkan 

kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan tiga parameter yang digunakan 

untuk mengukur kualitas lingkungan hidup yaitu Indeks Kulitas Air, Indeks Kualitas 

Udara dan Indeks Tutupan Vegetasi. Formula perhitungan IKLH berdasarkan Peraturan 

Menteri LHK Nomor P.78 / MENLHK / SETJEN /SET.1/9/2016P tentang Penetapan 

Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dijelaskan 

sebagai berikut.  

IKLH =  (Indeks Kualitas Udara x 30 %) + (Indeks Kualitas Air x 30 %) + 

 (Indeks Tutupan Hutan x 40 %) 
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Tabel 3.56 
Target dan Realisasi Indikator Sasaran Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017 

Indikator Sasaran Cara Penghitungan 2016 
2017 

Target  Realisasi 

Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup 
(IKLH) 

IKLH = (Indeks Kualitas Udara x 
30 %) + (Indeks Kualitas Air x 
30%) + (Indeks Tutupan  Hutan  
x 40%) 

65,78 62,9 66,38 

Indeks Kualitas Air 62 34,13 40 

Indeks Kualitas Udara 98,07 88,41 94,22 

Indeks Tutupan Hutan 37,27 65,34 65,28 

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Dari hasil perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2017 

capaiannya sebesar 66,38  melebihi target 2017  yaitu 62,9. Semua komponen IKLH, yaitu 

Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Hutan dapat mencapai 

target. Hasil capaian IKLH tahun 2017 ini (66,38) meningkat sebesar 0,6 dibandingkan 

tahun sebelumnya 2016 (65,78). Walaupun untuk pemantauan pada kualitas air sungai 

menunjukkan adanya pencemaran pada sungai Serang, namun adanya penambahan 

luasan hutan dapat meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup secara umum. 

Dalam Indikator Kinerja Program Capaian Perlindungan dan Konservasi 

Sumberdaya Alam memperlihatkan upaya perlindungan dan konservasi Sumberdaya 

Alam sebagai berikut. 

 
Tabel 3.57 

Capaian Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Tahun 2017 

No. Uraian Satuan 
Tahun 2017 

Target Realisasi 

1. Luas kawasan yang dikonservasi Ha 10,00 5,72 

2. Luas  kawasan yang seharusnya dikonservasi Ha 127,00 127,00 
3. Jumlah lembaga peduli lingkungan hidup Unit 106 114 

4. Jumlah lembaga peduli lingkungan hidup yang 
seharusnya dibentuk Unit 122 122 

 Capaian Indikator Kinerja Program % 47,38 48,97 

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2017 
 
Pada tahun 2017 luas kawasan yang dikonservasi tidak memenuhi target yang 

ditetapkan sebesar 10 Ha, hanya terealisasi seluas 5,72 Ha berwujud penanaman 1000 

batang pohon di kawasan sekitar mata air. Dengan tidak tercapainya target luas kawasan 

yang dikonservasi maka pada tahun-tahun berikutnya perlu dlakukan upaya untuk 
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memperoleh bantuan bibit pohon pengkonservasi air, baik yang bersumber dari dana 

APBD Provinsi, APBN, Dana Alokasi Khusus, maupun dari program Corporate Social 

Responsibility, atau dengan menggeser lokasi penanaman ke kawasan lindung yang 

lainnya, seperti sempadan sungai, sempadan waduk, maupun sempadan pesisir 

Target lembaga peduli lingkungan hidup yang terbentuk pada tahun 2017 adalah 

106 unit, sedangkan capaiannya adalah 114 unit, dengan demikian memenuhi target 

2017. Lembaga peduli lingkungan hidup yang dimaksud adalah Bank Sampah dan 

Kelompok Pengelola Sampah Mandiri. 

Dalam indikator Capaian Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 

Lingkungan Hidup, menunjukkan realisasi sebagaimana dalam tabel berikut. 

 

Tabel 3.58 
Capaian Peningkatan Pengendalian Pencemaran  

dan Perusakan Lingkungan Hidup Tahun 2017 

No. Uraian Satuan 
Tahun 2017 

Target Realisasi 

1. Jumlah laporan atau pengaduan masyarakat 
yang ditindak lanjuti sesuai SOP 

kasus 10 5 

2. Jumlah laporan atau pengaduan masyarakat 
yang masuk  

kasus 10 5 

3. Jumlah titik pantau yang memenuhi baku 
mutu atau baku kerusakan lingkungan 

titik 38 38 

4.  Jumlah titik pantau titik 64 64 

5. Jumlah usaha atau kegiatan yang taat 
lingkungan 

unit 50 50 

6. Jumlah usaha atau kegiatan yang memiliki ijin 
lingkungan yang diawasi 

unit 50 50 

 Capaian Indikator Kinerja Program % 86,67 86,46 
Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Laporan pengaduan masyarakat tentang dugaan pencemaran dan perusakan 

lingkungan hidup sepanjang tahun 2017 sejumlah 5 (lima) aduan dan juga dilaksanakan 

pemantauan berlanjut terhadap 2 (dua) kasus yang telah ditindaklanjuti pada tahun 

sebelumnya (2016). Adapun aduan tersebut antara lain : 
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Tabel   3.59 
Daftar Aduan Dugaan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

pada Tahun 2017 

No. Jenis Aduan Lokasi 

1. Kerusakan lahan dampak dari kegiatan 
penggalian pasir atas nama Ny. Karsih 

Pedukuhan II, Desa Garongan, 
Kecamatan Panjatan 

2. Adanya gangguan kebisingan dampak dari 
kegiatan pabrik alat pertanian atas nama CV. 
Karya Hidup Sentosa 

Pedukuhan Karang, Desa 
Tuksono, Kecamatan Sentolo 

3. Dugaan pencemaran air sumur dan udara 
(bau) dampak ari kegiatan peternakan sapi 
milik Bpk. Ashuri 

Pedukuhan II. Desa Plumbon, 
Kecamatan Temon 

4. Adanya gangguan kebisingan, debu dan 
kerusakan jalan dampak dari kegiatan stone 
crusher atas nama PT. Enpico 

Peukuhan Sukomoyo, Desa 
Jatimulyo, Kecamatan 
Girimulyo 

5. Dugaan pencemaran air sumur dan udara 
(bau) dampak dari kegiatan peternakan ayam 
petelur milik Bp. Ngadiran 

Pedukuhan Mendiro, Desa 
Gulurejo, Kecamatan Lendah 

6. Pengambilan sampel air limbah batik (kasus 
2016) 

Desa Gulurejo, Kecamatan 
Lendah 

7. Kebisingan akibat belum efektifnya 
pengendalian kualitas udara oleh PT. Kurnia 
Bumi Pertiwi (kasus 2016) 

Pedukuhan IV, Pleret, Panjatan 

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Dari hasil pemantauan terdapat 4 (empat) sumber emisi tidak bergerak yang 

memenuhi persyaratan administratif dan teknis , antara lain emisi cerobong industri 

pada:  

- PT. Kurnia Bumi Pertiwi, Panjatan 

- PT. Aneka Sinendo, Sentolo 

- PT. Selo Adi Karto, Nanggulan 

- PT. Karya Hidup Sentosa, 

Pada tahun 2017 telah dilakukan pengujian tingkat kerusakan lahan dengan 

sampling tanah lahan pertanian di wilayah Kecamatan Wates (710 Ha), Kecamatan Kokap 

(73 Ha) dan sebagian Kecamatan Pengasih (634 Ha) sehingga luas lahan yang terwakili 

adalah 1417 Ha. Hasil pengujian di laboratorium menunjukkan tanah pertanian di ketiga 

kecamatan dikategorikan dalam kondisi baik. 

Pemantauan kualitas air sungai pada tahun 2017 dilakukan pada 3 titik di 

sepanjang sungai Serang sebanyak 2 (dua) kali pemantauan. Pada pemantauan pertama 
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hasil uji laboratorium menunjukkan ketiga titik dikategorikan tercemar. Pemantauan 

kedua pada titik-titik yang sama menunjukkan ketiga titik memenuhi baku mutu. 

Pada tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup melakukan kegiatan pengawasan 

terhadap 50 usaha / kegiatan dari 159 usaha / kegiatan yang memiliki izin lingkungan. 

Tidak semua usaha / kegiatan yang memiliki izin lingkungan dapat diawasi karena 

keterbatasan personel pengawas. Dari 50 usaha / kegiatan yang diawasi, semuanya 

memenuhi ketaatan secara administratif untuk pengendalian pencemaran, namun 

sebagian belum memenuhi syarat teknis pengendalian. 

Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan : 

a) Masih rendahnya kapasitas pemrakarsa usaha kegiatan dalam menyusun dokumen 

lingkungan (UKL-UPL), sehingga proses pengajuan izin lingkungan terkesan lama 

dan rumit. 

b) Belum optimalnya SOP perizinan usaha kegiatan pertambangan, dimana di 

dalamnya terdapat izin lingkungan. 

c) Belum tersedianya PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah), sehingga 

kegiatan pengawasan kegiatan usaha belum optimal. 

d) Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Perkotaaan Wates, 

terutama untuk RTH Publik. 

e) Masih kurangnya partisipasi dari warga sekolah dalam program adiwiyata. 

f) Masih kurang optimalnya fungsi pembinaan instansi / sektor terkait terhadap usaha 

kegiatan yang menjadi kewenangannya (peternakan, pertambangan dan 

perindustrian), sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. 

g) Dari Bank Sampah atau Kelompok Pengelola Sampah Mandiri yang sudah terbentuk 

di Kabupaten Kulon Progo, setelah diinventarisir kembali ternyata beberapa tidak 

menunjukkan keberlanjutan kegiatan 

2) Solusi : 

a) Melakukan pendampingan dan bimbingan kepada pemrakarsa usaha kegiatan 

dalam penyusunan dokumen lingkungan. 

b) Menggunakan acuan peraturan pusat. 
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c) Meningkatkan koordinasi dengan Pemda DIY (DPUP ESDM, BLH dan KP2TSP) untuk 

segera mengoptimalkan SOP perizinan usaha kegiatan  pertambangan. 

d) Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait untuk bersama-sama melakukan 

pembinaan teknis dalam pengelolaan lingkungan usaha kegiatan tersebut 

e) Bekerja sama dengan PPLHD dari BLH DIY maupun P3EJ (Pusat Pengendalian 

Pembangunan Ekoregion Jawa) untuk melakukan pengawasan usaha dan / atau 

kegiatan di Kabupaten Kulon Progo. 

f) Mengajukan permohonan fasilitasi RTH Perkotaan ke BLH DIY, antara lain untuk 

pohon perindang jalan dan penghijauan lingkungan. 

g) Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama 

untuk bersama-sama melakukan pembinaan Adiwiyata ke sekolah mulai dari 

pendidikan dasar sampai dengan menengah. 

h) DLH melakukan pendampingan dan bimbingan kepada Bank Sampah dan KPSM, 

fasilitasi sarana dan prasarana persampahan, dilaksanakan inventarisasi terhadap 

permasalahan yang dihadapi bank sampah dan KPSM serta dilaksanakan 

pemantauan dan evaluasi. 

 

3.2.9 Sasaran Strategis Meningkatnya  Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

dilaksanakan melalu berbagai kegiatan dengan tujuan untuk mewujudkan target-

terget capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja  sasaran ini 

beserta capaian kinerja untuk Tahun 2017 yang juga merupakan tahun transisi 

RPJMD2018-2022, selengkapnya disajikan  pada   tabel berikut : 

 

Tabel. 3.60 

Rencana dan Realisasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

No Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Capaian 2017 Target 
Akhir 

RPJMD 
(2022) 

Capaian s/d 
2017 

terhadap 
target akhir 

RPJMD 

Target Realisasi %  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

1. Meningkatnya 
Pengendalian 
Pemanfaatan 
Ruang 

Persentase 
Kesesuaian 
Ruang. 

persen 87,24 87,25 102,80 8,76 99,51 

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo 
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Dilihat dari target kinerja yang telah ditetapkan, capaian indikator kinerja 

tahun 2017 telah melampaui target dengan capaian kinerja indikator Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup dari target 87,24 tercapai 87,25% (102,80%) dengan kriteria 

sangat tinggi.  

Capaian indikator Persentase Kesesuaian Ruang dihitung dengan 

menggunakan formula : Hasil Audit Kesesuaian  Struktur ruang+ Hasil Audit 

Kesesuaian Pola ruang)/2. 

Adapun hasil penghitungan capaian kinerja indikator Persentase 

Kesesuaian Ruang secara rinci sebagai berikut : 

 

 

Diagram 3.5 
Persentase Kesesuaian Ruang 

 

Untuk indikator kinerja daerah persentase kesesuaian ruang, di tahun 2017 

realisasinya sebesar 87,25%, sehingga melebihi target 0,01%. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pemanfaatan lahan yang menaati 

RTRW. 

Capaian indikator Persentase Kesesuaian Ruang didukung melalui lima 

program yaitu: Program Perencanaan Tata Ruang, Pembinaan Tata Ruang, 

Pengendalian Tata Ruang, Program Pengelolaan Database dan Sistem Informasi 

Pertanahan, dan Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan 

Pemanfaatan Tanah. 
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1) Cakupan Perencanaan Tata Ruang 

 Peraturan Daerah No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

setelah berjalan 5 tahun perlu ada peninjauan kembali karena tidak lagi mampu 

mengakomodasi dinamika pembangunan yang ada. Sehingga di tahun 2017 ini 

dilakukan penyusunan materi peninjauan kembali RTRW (Perubahan Perda RTRW) 

serta penyusunan KLHS nya. 

 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan pada tahun 2017 

dilaksanakan untuk kawasan strategis bandara dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

(KLHS) RDTR Kawasan Strategis Bandara. RDTR mengatur keterkaitan antara blok-

blok penggunaan kawasan untuk menjaga keserasian pemanfaatan ruang dengan 

pelayanan utilitasnya.  

 Selain dokumen RDTR untuk pengendalian tata ruang juga disusun Rencana 

Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) bertujuan mengendalikan pemanfaatan ruang 

dan menciptakan lingkungan yang tertata, berkelanjutan, berkualitas serta 

menambah vitalitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Dokumen RTBL merupakan 

produk pengaturan pemanfaatan ruang serta penataan bangunan dan lingkungan 

pada kawasan, dan sebagai dokumen panduan/ pengendali pembangunan dalam 

penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan kawasan supaya memenuhi 

kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan meliputi: 

pemenuhan persyaratan tata bangunan dan lingkungan, peningkatan kualitas hidup 

masyarakat melalui perbaikan kualitas lingkungan dan ruang publik, perwujudan 

pelindungan lingkungan, serta peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan. Pada tahun 

2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan penyusunan RTBL 

(Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) Kawasan Kecamatan Lendah, Kecamatan 

Galur dan Kecamatan Nanggulan. Terkait dengan penyusunan masterplan RTH 2017 

meliputi Kecamatan Galur dan Kecamatan Samigaluh. 
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Tabel 3.61 
Cakupan Perencanaan Tata Ruang Tahun 2017 

No.        Uraian  
Tahun 2017 

Target Capaian 
1. Jumlah  persetujuan substansi dokumen 

perencanaan tata ruang 2 2 

2. Jumlah  dokumen perencanaan tata ruang yang 
seharusnya ada 18 18 

3. Dokumen RTH publik yang sudah direncanakan 2 3 

4. Dokumen RTH publik yang seharusnya ada 12 12 

5. Jumlah dokumen RTBL yang ditetapkan 9 9 

6. Jumlah  dokumen RTBL yang  seharusnya ada 70 70 

 Capaian Indikator Kinerja Program (%) 13,55 16,32 
Sumber data : DPUPKP dan Dinas Pertaru Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 
2) Cakupan Pembinaan Tata Ruang 

Tabel 3.62 
Cakupan Pembinaan Tata Ruang Tahun 2017 

No.        Uraian  
Tahun 2017 

Target Capaian 

1. Jumlah  penyelenggaraan penyebarluasan informasi 
tata ruang 

                                                 
2  

                                                
2  

2. jumlah penyelenggaraan penyebaran informasi tata 
ruang yang seharusnya dilakukan 

                                               
2  

                                              
2  

3. Jumlah lokasi Bimbingan Teknis yang dilakukan - - 

4. Jumlah lokasi yang seharusnya dilakuakn bintek - - 

 Capaian Indikator Kinerja Program (%) 100 100 
Sumber data : Dinas Pertaru Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 
3) Cakupan Pengendalian Tata Ruang 

Tabel 3.63 
Cakupan Pengendalian Tata Ruang Tahun 2017 

No.        Uraian  
Tahun 2017 

Target Capaian 
1. Jumlah Advice Planning 760 785 

2. Jumlah pemohon Advice Planning 760 785 

3. Dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang 1 1 
4. Dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang yang 

seharusnya ada 1 1 
5. Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang tepat 

waktu 256 293 

6. Jumlah permohonan pemanfaatan ruang 256 293 

 Capaian Indikator Kinerja Program (%) 100 100 
Sumber data : Dinas Pertaru Kabupaten Kulon Progo, 2017 
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Pengukuran capaian kinerja pengendalian pemanfaatan ruang tidak 

dilakukan dengan mengukur proses pengendalian yang dilakukan, tetapi dilakukan 

dengan mengukur kondisi ruang existing kemudian dibandingkan dengan rencana 

struktur ruang dan rencana pola ruang.  Pengukuran capaian kinerja pengendalian 

pemanfaatan ruang ini dilakukan melalui kegiatan audit tata ruang. 

 
Tabel 3.64 

Capaian Kinerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tahun 2017 

No.        Uraian  
Tahun 2017 

Target Capaian 

1. Capaian Kinerja Pemanfaatan Ruang 87,24% 87,25% 

Sumber data : Dinas Pertaru Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 
4) Cakupan Pengelolaan Database dan Sistem Informasi Tata Ruang 

 
Tabel 3.65 

Cakupan Pengelolaan Database dan Sistem Informasi Tata Ruang 

No.        Uraian  
Tahun 2017 

Target Capaian 

1. Data dan peta Perencanaan tata ruang yang dikelola 2 2 

2. Data dan peta tata ruang yang  seharusnya dikelola 31 31 
3. Materi tata ruang  yang dimasukkan dalam sistem - - 

4. Materi tata ruang  yang dimasukkan dalam sistem 
yang seharusnya ada 31 31 

 Capaian Indikator Kinerja Program (%) 3,23 3,23 
Sumber data : Dinas Pertaru Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 

5) Cakupan Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 

Tabel 3.66 
Cakupan Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan  

dan Pemanfaatan Tanah Tahun 2017 

No. Uraian 
Tahun 2017 

Target Realisasi 
1. Luas lahan bersertifikat (m2) 462.743.024 452.729.899 

2. Luas lahan yang seharusnya bersertifikat 
(m2) 586.275.115 586.275.115 

3. Luas asset pemda bersertifikat (m2) 179.619 185.291 

4. Luas asset pemda yang seharusnya 
bersertifikat (m2) 

40.978.953 40.978.953 

5. Fasilitas pemanfaatan tanah desa yang 
dilaksanakan (lokasi) 

5 5 

6. Fasilitasi pemanfaatan tanah desa 5 5 
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No. Uraian 
Tahun 2017 

Target Realisasi 

seharusnya (lokasi) 

7. Pembayaran sewa tanah desa yang 
dilaksanakan (obyek sewa) 

400 400 

8. Pembayaran sewa tanah desa yang 
seharusnya (obyek sewa) 

400 400 

 Capaian Indikator Kinerja Program (%) 53,33 69,42 

Sumber data : Dinas Pertanahan dan Taru Kabupaten Kulon Progo, 2017 

 
Untuk peningkatan tertib administrasi pertanahan dilakukan kegiatan 

pensertifikatan tanah melalui berbagai program pemerintah pada tahun 2017 

sebanyak 15.915.061 sertifikat, yaitu : Program PTSL sebanyak 15.0380 sertifikat 

dengan luas 15.583.934 m2, Program pertanian sebanyak  200 sertifikat dengan luas 

134.734 m2, dan Program Usaha Mikro Kecil sebanyak 100 buah dengan luas 196.393 

m2. 

Sedangkan jumlah asset pemerintah daerah yang bersertifikat dari 40.978.953 

m2 baru  183.672 m2 yang bersertifikat atau 0,448%. Sisanya sedang dalam proses 

pensertifikatan. 

Di samping pensertifikatan tanah melalui program pemerintah juga warga 

masyarakat secara mandiri melakukan pensertifakatan tanahnya. Pada tahun 2017, 

sertifikat tanah yang terbit dari warga masyarakat secara mandiri atau rutin sejumlah 

4.560 sertifikat dengan luas 4.731.484 m2. Pada tahun 2016 luas lahan bersertifikat 

seluas 432.083.354 m2 atau 73,70% sedangkan pada tahun 2017 bertambah menjadi 

seluas menjadi 452.729.899 m2 dari luas lahan yang seharusnya bersertifikat 

586.275.115 m2 atau tercapai 77,22%. 

Setelah berlakunya  Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Kepentingan Umum dan  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum, pengadaan tanah untuk fasilitas umum di Kabupaten Kulon Progo 

yang luasannya kurang dari 1 (satu) hektar dilaksanakan oleh masing-masing SKPD 

pengguna.  

Adapun pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dalam rangka 

memfasilitasi pembangunan fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah. Pada 

tahun 2017 ini dilaksanakan pengadaan tanah seluas 46.803 m2 dengan lokasi secara 



          | LKjIP Kabupaten Kulon Progo   101 

rinci data pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada tahun 2017 sebagai 

berikut: 

Tabel 3.67 

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Tahun 2017 

No. Kegiatan Pengadaan Tanah Lokas Luas (m2) 

1 Pengadaan tanah untuk pembangunan 
jaringan irigasi Kanal Kanan 

Desa Karangsari dan 
Sendangsari 

19.018 

2 Pengadaan Tanah Embung Ngruno Desa Karangsari 731 

3 Pengadaan tanah untuk pembangunan 
jalan tembus Purworejo 

Gunungkelir, 
Jatimulyo, Girimulyo 

2.607 

4 Pengadaan tanah untuk pembangunan 
jalan Sentolo-Ngelo 

Sentolo dan 
Salamrejo Sentolo 

616 

5 Pengadaan tanah untuk pembangunan 
jalan bedah Menoreh 

Kebonharjo, 
Samihgaluh 

23.831 

 Jumlah  46.803 
Sumber data : Dinas PUPKP Kabupaten Kulon Progo, 2017 

Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan  

a) Dengan terbitnya Perdais Urusan Pertanahan maka perlu untuk diterbitkan 

perundangan turunannya,agar petunjuk pelaksanaan dapat jelas pelaksanaannya. 

b) Belum adanya kesepakatan pelaksanaan Pergub 112 Tahun 2014, sehingga perlu 

penajaman  lebih lanjut berkaitan dengan pelaksanaan Pergub tersebut.  

2) Solusi 

a) Agar segera diterbitkan Pergub yang mengatur pemanfaatan tanah Kasultanan dan 

tanah Kadipaten. 

b) Agar segera diterbitkan Pergub revisi yang mengatur mengenai pendaftaran tanah 

kas desa. 
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3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya 

Pencapaian indikator kinerja utama disamping melalui pelaksanaan berbagai 

program utama, juga didukung dengan penggunaan sumberdaya lainnya. 

Salah satu Sumberdaya yang sangat besar perannya dalam pencapaian 

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah SDM. SDM PNSD 

Kabupaten Kulon Progo berjumlah 6.618 orang dengan komposisi menurut golongan 

didominasi golongan III sejumlah 2.851 orang (43,08%), golongan IV sejumlah 2.707 

orang (40,90%) Golongan II sejumlah 981 orang (14,82%) dan golongan I sejumlah 79 

orang (1,19%). Untuk Golongan IV sebagian besar merupakan tenaga jabatan 

fungsional guru. 

Diagram3.6 
 

 
Sumber data: Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kulon Progo, 2018 

 

Selanjutnya untuk tingkat Pendidikan Pegawai Kabupaten Kulon Progo Tahun 

2017 didominasi berpendidikan S1 sebanyak 3.525 orang (53,26%) yang dapat dilihat 

pada diagram berikut : 

Diagram 3.7 

 

Sumber data: Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kulon Progo, 2018 
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3.4 Akuntabilitas Keuangan 

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan 

umum yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat.  Dalam rangka menyusun dan 

menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 disusun 

berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 beserta 

perubahannya dan peraturan yang berlaku lainnya.Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. 

Sementara itu, sesuai peraturan perundangan yang berlaku, struktur 

Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-

lain pendapatan daerah yang sah. Pada dokumen APBD tercantum besaran target 

pendapatan daerah yang dipergunakan sebagai prediksi pendapatan yang terukur dan 

merupakan capaian minimal yang harus diperoleh. Sedangkan di akhir tahun anggaran, 

diketahui realisasi penerimaan atas pendapatan daerah dimaksud. Berikut disajikan 

dalam tabel, target dan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2017. 

Akuntabilitas keuangan dari target program-program utama pencapaian 

Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah tahun 2017 Rp. 

Rp.1.500.272.762.386,65  terealisasi Rp.1.430.666.215.922,90 atau 95,36%. Disisi yang 

lain  target  Pendapatan Daerah Rp.1.402.546.137.805,59 terealisasi                              

Rp. 1.425.084.347.389,05 atau 101,61%.  

Efisiensi penggunaan anggaran diantaranya diperoleh dari hasil pengadaan 

barang/jasa, dimana dari target pengadaan sebesar Rp. 265.591.773.791.- terealisasi 

Rp. 240.230.528.559.- terdapat efisiensi sebesar Rp. 25.361.245.232.- 

 

 

 

 

 

 



          | LKjIP Kabupaten Kulon Progo   104 

 

BAB 

4 
 

 

PENUTUP 

 

 
aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 

disusun sebagai wujud berkembangnya semangat akuntabilitas serta dukungan 

sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan 

pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap 

terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan 

laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat umpan balik (feedback) yang dapat 

digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.  

Hasil  analisis  akuntabilitas  kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Kulon Progo 

tahun 2017 yang berjumlah 17 (100%), semua indikator kinerja (100%) telah memenuhi 

kriteri Sangat Tinggi dengan capaian kinerja antara 94,45% sampai dengan 180,63% dengan 

rincaian capaian kinerja sebagai berikut :  

a. rata-rata lama sekolah tercapai 111.46% 

b. Harapan lama sekolah tercapai 100,31% 

c. Angka melek huruf tercapai  100,29%; 

d. angka harapan hidup tercapai 100%; 

e. Angka Kematian bayi tercapai 106,21%; 

f. Cakupan pelestarian dan pengembangan budaya daerah tercapai 96,15%; 

g. Cakupan prestasi generasi muda tercapai 180,63%; 

h. angka pengangguran tercapai 137,81%; 

i. pendapatan perkapita penduduk (atas dasar harga konstan) tercapai 99,95%; 

j. nilai akuntabilitas kinerja 100% (BB); 

k. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tercapai 100% (WTP); 

l. Nilai Indeks Kepuasan masyarakat tercapai 106,10%; 

m. Cakupan penegakan peraturan daerah dan penanganan konflik sosial  tercapai 115,61%; 

n. Indeks pembangunan infrastruktur  tercapai 101,36%; 

L 
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o. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tercapai 105,53%; 

p. persentase kesesuaian ruang tercapai 102,80%; 

 

Akuntabilitas keuangan dari target program-program utama pencapaian Indikator 

Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah tahun 2017 Rp. 1. 500.272.761.386,65  terealisasi Rp. 

1. 430.666.215.922,60 atau 95,36%. Disisi yang lain target Pendapatan Daerah                       

Rp. 1. 440.881.554.674,81  terealisasi Rp. 1. 425.084.347.389,05 atau 98,50%.  

Terkait upaya perbaikan akuntabilitas kinerja beberapa tindaklanjut atas 

rekomendasi hasil evaluasi LKjIP Tahun 2016 yang telah diambil dalam meningkatkan 

kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yaitu 

melakukan pengintegrasian dan pemanfaatan sistem informasi dalam penilaian kinerja SKPD 

melalui kegiatan evaluasi kinerja (fisik dan keuangan) triwulanan. 

Disamping itu, juga telah dilakukan perumusan indikator kinerja yang terdapat 

keterkaitan indikator kinerja SKPD, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan 

untuk mencapai indikator kinerja daerah (Peta Kinerja). Untuk menyajikan capaian kinerja 

sasaran strategis atau hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU), serta diterapkannya 

sistem informasi manajemen akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan, pengendalian 

dan pelaporan kinerja online yang berbasis website. Langkah ini akan meningkatkan 

perbaikan kinerja dan pelayanan public dalam rangka peningkatan kesejahteraan 

masyarakat yang akuntabel. 
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BAB 
1  

 

LAMPIRAN 
 

 

Penghargaan Daerah  

No. Judul Penghargaan Tahun Dari 

1. Penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan 

Laporan Keuangan Tahun 2013 dengan capaian standar 

tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan 

Pemerintah (WTP) 

2014 Menteri Keuangan 

2. Penghargaan Wahana Tata Nugraha kategori Kota Kecil  2016 Menteri Perhubungan 

3. Penghargaan atas prestasi dalam Penyusunan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah Kabupaten Kulonprogo 2016 
2015 Gubernur DIY  

4.  Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Pratama  2015 Menteri 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak RI 5. Penghargaan Kepala Perpustakaan Nasional RI atas dedikasi 

dan sumbangsih Bupati terhadap pengembangan 

perpustakaan dan minat baca di Indonesia 

2015  Kepala Perpustakaan 

Nasional RI 

6.  Penghargaan kepada Kota Wates, Kab. Kulonprogo atas 

Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Perkotaan Tahun 2014-2015 (Adipura) 

2015  Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan 

RI 

7. Penghargaan Ksatria Bakti Husada Kartika kepada Bupati atas 

Jasa Luar Biasa dalam Menggerakkan dan Memberdayakan 

Masyarakat untuk Hidup Sehat 

2015  Menteri Kesehatan RI 

8.  Penghargaan Swasta Saba Padapa atas Keberhasilan 

menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat tahun 2015 untuk 

Klasifikasi Pemantapan 

2015  Menteri Kesehatan RI 

9.  Regional Marketing Award (Kategori Silver) Penghargaan 

sebagai apresiasi terhadap daerah yang melakukan inovasi 

dan kreatifitas serta berhasil melakukan kinerja yang bagus 

dan bisa menjadi inspirasi untuk Propinsi/Kota/Kabupaten lain 

2015 
 
 
 

 DPD RI 

10. Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2014 2015  Kementerian Hukum 

dan  HAM RI 
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11. Penghargaan Damandiri Award 2015 sebagai Pos 

Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Rujukan Nasional dan 20 

Bupati/Walikota yang berkomitmen mengentaskan 

kemiskinan dengan bermitra yayasan Damandiri 

2016  Yayasan Damandiri 

12. Penghargaan Bupati/Walikota Berprestasi sebagai 10 besar 

Bupati terbaik se-Indonesia 

2016  Jawa Pos 

13. Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama Kepada Bupati Kulon 

Progo 

 

2016 Presiden RI 

14. Penghargaan Bhumandala Award, Juara III Simpul Jaringan 

Data Geospasial Terbaik Kategori Kabupaten  

2016 Badan Informasi 

Geospasial (BIG) 

15. Penghargaan Kawastara Pawitra 2016 Kementerian 

Pendidikan dan 

Kebudayaan 16. Penghargaan Anugerah Dana Rakca  2016  Presiden RI 

17. TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik “KAKB: 2016 Menteri PAN dan RB RI 

18. TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik “Mengganti Beras Miskin 

(Raskin) menjadi Beras Daerah (Rasda) di Kabupaten Kulon 

Progo 

2016 Menteri PAN dan RB RI 

19. Penghargaan Atas Prestasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 

dengan Predikat Nilai BB 

2017  Menteri PAN dan RB RI 

20. Penghargaan Atas Prestasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 

dengan Predikat Nilai BB 

2018  Menteri PAN dan RB RI 
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Inovasi Daerah 

 

1. Program Layanan Pasien keluarga miskin di RSUDWates tanpa Kelas; 

2. Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil satu hari jadi (one day 

service); 

3. Program Santunan Kematian bagi keluarga tidak mampu; 

4. Program Beras Miskin (Raskin) dan Beras Daerah (Rasda) bagi keluarga tidak 

mampu; 

5. Produk lokal batik Geblek Renteng dijadikan PDH PNS, Perangkat Desa dan Siswa/i 

di Kulon Progo; 

6. Program Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB); 

7. Program Kelompok Penyelamat Ibu Hamil Berisiko Tinggi (KELAMBUSITI); 

8. Program Buku Saku Gigiku (Senyum untuk sehat); 

9. Program Pemantauan Ibu Hami dengan MPS (Menuju Persalinan Sehat) Online; 

10. Program Budaya Cuci Tangan Datang Kematian Sepsis Berkurang; 

11. Program Penanganan BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Tanpa Dinding. 
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PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR SASARAN DAERAH TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017 

         
   

No 
Indikator 

Sasaran Daerah 
Realisasi 

Tahun 2016 
Realisasi 

Tahun 2017 
 Peningkatan 

Realisasi  
 Keterangan  

1  Rata-rata Lama 
Sekolah 

8,48 9,54 12,50   

2 Angka Melek 
Huruf 

95,7 96,90 1,26   

3 Angka Harapan 
Hidup 

75,01 75,03 0,03   

4 Angka 
Kematian Ibu 

136,80 59,90 128,36 Angka semakin kecil, 
kinerja semakin baik 

5 Angka 
Kematian Bayi 

9,59 8,39 14,34 Angka semakin kecil, 
kinerja semakin baik 

6 Angka 
pengangguran 

3,47 1,99 74,37 Angka semakin kecil, 
kinerja semakin baik 

7 Nilai 
akuntabilitas 
kinerja  

BB BB -   

8 Akuntabilitas 
pengelolaan 
keuangan 
daerah   

WTP WTP -   

9 Indeks Kualitas 
Lingkungan 
Hidup 

65,75 66,38 0,96   

10 Persentase 
kesesuaian 
pemanfaatan 
ruang 

82,56 87,25 5,68   

  Rata Rata Peningkatan 23,75   
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Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran (IKU) dengan Kinerja Keuangan  

Tahun 2017 

No. Sasaran Indikator 
Capaian Kinerja 

% Program 
Anggaran 2017 

% 
Perangkat Daerah 
Penanggungjawab Target Realisasi Target Realisasi 

1 Meningkatnya 
kualitas 
pendidikan 
masyarakat 

Rata-Rata Lama 
Sekolah 

              
8,56  

 
9,54 

       
111,46  

Program Pendidikan Anak 
Usia Dini dan Pendidikan 
Masyarakat 

2.640.027.450 2.006.809.824           
76,01  

Dinas Pendidikan 
Pemuda Dan 
Olahraga 

Harapan Lama 
Sekolah 

           
14,01  

             
14,05  

       
100,31  

Program Pembinaan 
Sekolah Dasar 

47.929.841.870 46.328.595.312           
96,66  

Angka Melek 
Huruf 

           
96,62  

             
96,90  

       
100,29  

Program Pembinaan 
Sekolah Menengah 
Pertama 

28.410.526.564 26.628.000.927           
93,73  

        Program Pembinaan 
Ketenagaan 

11.759.336.475 11.316.546.343           
96,23  

      
  

Program Pengembangan 
Budaya Baca 

555.624.875 540.013.150 97,19 Dinas Perpustakaan 
Dan Kearsipan 

  
  

Rata-Rata capaian kinerja 104,02  
Rata-Rata capaian 

program 
    91,96   

2 Meningkatny
a derajat 
kesehatan 
masyarakat 

Angka Harapan 
Hidup 

  75,03  75,03  100,00  Program Peningkatan 
Kesehatan Masyarakat 

1.948.576.250 1.716.628.898 88,10 Dinas Kesehatan 

Angka Kematian 
Ibu 

           
56,26  

             
59,90  

         
93,53  

Program Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit 

732.079.450 676.715.760 92,44 

Angka Kematian 
Bayi 

            
8,86  

                
8,39  

       
105,30  

Program Peningkatan 
Pelayanan Kesehatan 

60.088.053.881 53.240.535.764 88,60 

      
  

Program Peningkatan 
Sumber Daya Kesehatan 

18.103.642.300 17.259.950.891 95,34 

      

  

Program Peningkatan 
Pelayanan Kesehatan 
Rujukan 

97.728.831.050 96.539.624.645 98,78 Rsud Wates 

      
  

Program Peningkatan 
Pelayanan Kesehatan 

16.793.741.868 15.783.970.303 93,99 Rsud Nyi Ageng 
Serang 
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Rujukan 

      

  

Program Keluarga 
Berencana dan Pembinaan 
Keluarga 

1.838.885.975 1.781.793.782 96,90 Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat Dan 
Desa Pengendalian 
Penduduk Dan 
Keluarga Berencana 

  
  

Rata-Rata capaian kinerja 99,61  
Rata-Rata capaian 

program 
    93,45   

3 Meningkatny
a pelestarian/ 
pengembang
an budaya 
dan prestasi 
genarasi 
muda 

Cakupan 
Pelestarian dan  
Pengembangan 
Budaya daerah 

           
72,41  

             
69,62  

         
96,15  

Program Pengelolaan 
Kekayaan Budaya 

350.099.300 337.066.100 96,28 Dinas Kebudayaan 

Cakupan 
prestasi generasi 
muda 

25,33 45,75 180,63  Program Pengembangan 
Nilai Budaya 

518.533.850 516.097.500 99,53 

  

    

  

Program Peningkatan 
Pembinaan Pemuda dan 
Olahraga 

1.417.987.925 1.408.894.329 99,36 Dinas Pendidikan 
Pemuda Dan 
Olahraga 

  
  

Rata-Rata capaian kinerja 138,39  
Rata-Rata capaian 

program 
    98,39   

4 Meningkatny
a Pendapatan 
Masyarakat 

Angka 
pengangguran 
terbuka 

  3,2  1,99  137,81  Program Perlindungan dan 
Pemberdayaan Sosial 

2.458.350.450 2.209.850.850 89,89 Dinas Sosial 
Pemberdayaan 
Perempuan Dan 
Perlindungan Anak Pendapatan 

perkapita 
penduduk 

 16,39  16,382  99,95  Program Kesetaraan 
Gender dan Peningkatan 
Kualitas Hidup dan 
Perlindungan Perempuan 
dan anak 

1.059.650.100 1.004.387.883 94,78 
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Program Penguatan 
Kelembagaan dan 
Peningkatan Partisipasi 
Masyarakat 

639.261.675 537.062.432 84,01 Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat Dan 
Desa Pengendalian 
Penduduk Dan 
Keluarga Berencana 

  
    

    
  

Program Perlindungan 
Ketenagakerjaan 

163.250.000 154.697.028 94,76 Dinas Tenaga Kerja 
Dan Transmigrasi 

  
    

    
  

Program Pengembangan 
dan Pelatihan Tenaga Kerja 

2.083.244.950 2.033.962.165 97,63 

  
    

    
  

Program Pemberdayaan 
Penyuluhan 

736.908.480 714.281.000 96,93 Dinas Pertanian Dan 
Pangan 

  
    

    
  

Program Ketahanan 
Pangan Daerah 

1.208.417.250 1.140.639.060 94,39 

  
    

    
  

Program Penempatan 
Transmigrasi 

223.286.600 219.084.564 98,12 Dinas Tenaga Kerja 
Dan Transmigrasi 

  

    

    

  

Program Peningkatan 
Kualitas Kelembagaan dan 
Pengawasan KUMKM 

1.617.138.000 1.249.244.925 77,25 Dinas Koperasi Dan 
Usaha Mikro Kecil 
Menengah 

  
    

    
  

Program Peningkatan 
Pemberdayaan KUMKM 

1.695.941.675 1.058.450.000 62,41 

  
    

    
  

Program Pengembangan 
Permodalan KUMKM 

158.332.750 66.756.300 42,16 

  
    

    
  

Program Peningkatan 
Pelayanan Perijinan 

318.685.000 312.920.400 98,19 Dinas Penanaman 
Modal Dan 
Pelayanan Terpadu   

    
    

  
Program Pemantauan dan 
Pengawasan Investasi 

95.657.400 94.066.567 98,34 

  
    

    
  

Program Pelayanan 
Investasi 

417.308.325 413.327.256 99,05 

  

    

    

  

Program Peningkatan 
Produksi Perikanan 
Budidaya  

2.899.442.410 2.724.465.689 93,97 Dinas Kelautan Dan 
Perikanan 
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Program Peningkatan 
Produksi Perikanan 
Tangkap dan Pengendalian 
Sumber Daya Perikanan 
dan Kelautan 

1.505.456.300 1.436.123.675 95,39 

  

    

    

  

Program Peningkatan Daya 
Saing Produk Kelautan 
Perikanan 

457.297.575 444.652.675 97,23 

  
    

    
  

Program Peningkatan 
Pemasaran Wisata 

505.307.000 451.854.700 89,42 Dinas Pariwisata 

  

    

    

  

Program Peningkatan 
sarana prasarana 
pariwisata dan 
pengelolaan daya tarik 
wisata 

5.204.085.875 4.918.367.778 94,51 

  
    

    
  

Program Peningkatan 
Pemberdayaan Pariwisata 

345.797.200 335.445.480 97,01 

  

    

    

  

Program Peningkatan 
Produksi dan Mutu Produk 
Tanaman Pangan 

5.406.842.575 4.869.777.521 90,07 Dinas Pertanian Dan 
Pangan 

  

    

    

  

Program Peningkatan 
Produksi dan Mutu Produk 
Holtikultura 

1.588.578.950 1.534.102.600 96,57 

  

    

    

  

Program Peningkatan 
Produksi dan Mutu Produk 
Perkebunan 

332.927.680 331.909.780 99,69 

  

    

    

  

Program Peningkatan 
Produksi dan Pemasaran 
Hasil Peternakan 

6.753.419.160 6.598.192.799 97,70 

  

    

    

  

Program Peningkatan 
Kesehatan Hewan dan 
Kesehatan Masyarakat 
Veteriner (Kesmavet) 

760.566.725 674.069.994 88,63 
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Program Pembinaan dan 
Penataan Pasar Tradisional 

30.729.652.046 30.094.154.291 97,93 Dinas Perdagangan 

  
    

    
  

Program Pengembangan 
Usaha Perdagangan 

1.737.791.535 1.618.193.729 93,12 

  
    

    
  

Program Pengembangan 
Industri 

2.041.907.675 1.909.745.295 93,53 

  
  

Rata-Rata capaian kinerja 118,88  
Rata-Rata capaian 

program 
    91,17   

5 Meningkatny
a kualitas 
penyelenggar
aan 
pemerintaha
n dan 
pelayanan 
publik yang 
responsif dan 
akuntabel 

Nilai 
akuntabilitas 
kinerja 
pemerintah 
daerah (AKIP) 

BB BB  100,00  Program Peningkatan 
Sistem Pengawasan 
Internal 

1.289.765.150 1.221.501.986 94,71 Inspektorat Daerah 

  Akuntabilitas 
Pengelolaan 
Keuangan 
Daerah (Opini 
BPK) 

WTP WTP  100,00  Program Kerjasama 
Pengembangan IPTEK 

330.254.350 324.796.500 98,35 Badan Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

  Nilai Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) 

 77,15  81,858 106,10  Program Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

2.753.467.075 2.469.831.679 89,70 

        

  

Program Peningkatan 
Pengelolaan Anggaran dan 
Kualitas Kebijakan 
Pengelolaan Keuangan 

565.129.950 543.923.850 96,25 Badan Keuangan 
Dan Aset Daerah 

        

  

Program Peningkatan 
Pengelolaan 
Perbendaharaan 

340.231.525 320.033.828 94,06 

        

  

Program Peningkatan 
Penerapan Akuntansi dan 
Pelaporan 

224.041.925 208.804.999 93,20 
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Program Peningkatan 
Penerimaan Pajak Daerah 

2.268.765.000 2.218.691.067 97,79 

  
    

    
  

Program Peningkatan 
Pendapatan Daerah 

427.719.250 421.291.788 98,50 

  
    

    
  

Program Peningkatan 
Pengelolaan Asset Daerah 

310.735.725 302.440.857 97,33 

  

    

    

  

Program Peningkatan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 

390.907.600 340.558.050   Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat Dan 
Desa Pengendalian 
Penduduk Dan 
Keluarga Berencana 

  
    

    
  

Program Pengembangan 
Data/ Informasi/ Statistik 

240.653.100 224.814.486 93,42 Dinas Komunikasi 
Dan Informasi 

  
    

    
  

Program Pengelolaan 
Persandian 

20.000.000 19.665.356 98,33 

  
    

    
  

Program Peningkatan 
Pengelolaan Kearsipan 

393.206.550 384.977.646 97,91 Dinas Perpustakaan 
Dan Kearsipan 

  

    

    

  

Program Peningkatan 
Pelayanan Kedinasan 
KDH/Wakil KDH 

1.666.740.900 1.616.300.550 96,97 Sekretariat Daerah 

  
    

    
  

Program Pengembangan 
Kapasitas Otonomi Daerah 

833.202.150 805.355.150 96,66 

  

    

    

  

Program Peningkatan 
Pelayanan 
Kemasyarakatan 

1.235.570.450 1.188.994.200 96,23 

  
    

    
  

Program Penataan dan 
Penguatan Organisasi 

281.236.400 278.333.149 98,97 

  

    

    

  

Program Perumusan dan 
Pengendalian Kebijakan 
Daerah 

420.951.025 401.411.816 95,36 
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Program Pembinaan 
BUMD/Desa dan lembaga 
keuangan Non Bank 

173.320.450 172.774.944 99,69 

  

    

    

  

Program Peningkatan 
Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintah Daerah 

278.085.700 275.680.226 99,13 

  
    

    
  

Program Pembentukan 
Peraturan Daerah 

8.437.196.900 7.030.587.156 83,33 Sekretariat Dprd 

  
    

    
  

Program Penganggaran 
Pembangunan Daerah 

3.041.850.475 2.930.471.675 96,34 

  

    

    

  

Program Pengawasan 
Kebijakan dan 
Pembangunan Daerah 

6.197.120.350 5.748.629.526 92,76 

  
    

    
  

Program Pendayagunaan 
Aparatur 

220.432.200 216.487.398 98,21 Badan Kepegawaian 
Pendidikan Dan 
Pelatihan   

    
    

  
Program Pengembangan 
Aparatur 

3.069.965.025 2.864.940.790 93,32 

  
    

    
  

Program Pembinaan dan 
Pelayanan Aparatur 

587.965.050 561.399.150 95,48 

  
    

    
  

Program Peningkatan 
Pelayanan Kecamatan 

764.080.475 757.470.265 99,13 12 Kecamatan 

  

    

    

  

Program Peningkatan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Kecamatan 

2.216.124.150 1.915.342.040 86,43 12 Kecamatan 

  
    

    
  

Program Peningkatan 
Pelayanan Kelurahan 

22.988.800 21.384.100 93,02 Kecamatan Wates 

  

    

    

  

Program Peningkatan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Kelurahan 

908.899.525 904.920.350 99,56 Kecamatan Wates 

  

    

    

  

Program Peningkatan 
Kualitas Pengadaan 
Barang/Jasa 

871.469.700 812.670.529 93,25   
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Program Pengembangan 
Komunikasi, Informatika 
dan Media Massa 

2.351.219.000 2.253.904.247 95,86 Dinas Komunikasi 
Dan Informasi 

  
  

Rata-Rata capaian kinerja 102,03 
Rata-Rata capaian 

program   
92,48 

 

6 Meningkatny
a 
kedisiplinan, 
ketertiban, 
dan 
kehidupan 
bermasyarak
at yang 
kondusif. 

Cakupan 
penegakan 
peraturan 
daerah dan 
penanganan 
konflik sosial 

           
76,89  

             
88,89  

       
115,61  

Program Peningkatan 
Ketentraman dan 
Ketertiban Umum serta 
Perlindungan Masyarakat 

1.531.722.350 1.439.240.968 93,96 Satuan Polisi 
Pamong Praja 

    

  

Program Peningkatan 
Wawasan Kebangsaan dan 
Politik Masyarakat 

1.212.463.075 945.042.050 77,94 Kantor Kesatuan 
Bangsa Dan Politik 

      
  

Program Administrasi 
Pencatatan Sipil 

571.373.350 534.826.129 93,60 Dinas 
Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil       

  

Program Penataan 
Administrasi 
Kependudukan 

2.020.451.350 1.944.055.037 96,22 

      

  

Program Penataan 
Peraturan Perundang-
undangan 

485.234.450 478.455.794 98,60 Sekretariat Daerah 

      
  

Program Pelayanan 
Bantuan Hukum 

276.864.500 204.109.395 73,72 

Rata-Rata capaian kinerja   15,61  
Rata-Rata capaian 

program 
    89,01   

7 Meningkatny
a pelayanan 
infrastruktur 
yang 
mendukung 
performa 

Indeks 
Pembangunan 
Infrastruktur 

 67,57   68,49  101,36 Program Pembangunan 
dan Rehabilitasi/ 
Pemeliharaan Jalan dan 
Jembatan 

100.292.778.730 97.037.754.135 96,75 Dinas Pekerjaan 
Umum Perumahan 
Dan Kawasan 
Permukiman 

      

  

Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Kebinamargaan 

1.447.156.400 265.710.475 18,36 
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wilayah       

  

Program Pengembangan, 
Pengelolaan, dan 
Konservasi Sumber Daya 
Air 

27.510.925.618 25.705.375.870 93,44 

      

  

Program Pembangunan 
dan Rehabilitasi Sarana 
Prasarana Gedung Kantor 
dan Bangunan Umum 

2.241.532.450 2.084.491.525 92,99 

      

  

Program Pembangunan 
Pengembangan Sarana 
Prasarana Air Minum dan 
Sanitasi 

1.379.311.450 1.211.684.164 87,85 

      

  

Program Pembinaan dan 
Pengendalian Jasa 
Konstruksi 

213.215.800 208.400.625 97,74 

      

  

Program Lingkungan Sehat 
Permukiman dan 
Pengembangan 
Perumahan 

33.373.371.473 31.771.001.200 95,20 

      
  

Program Pembangunan 
Infrastruktur Perkotaan 

185.408.700 184.041.000 99,26 

      

  

Program Peningkatan 
Pelayanan Prasarana 
Perhubungan 

1.804.303.325 1.721.425.625 95,41 Dinas Perhubungan 

      
  

Program Peningkatan 
Keselamatan Transportasi 

4.996.293.700 4.968.816.850 99,45 

      

  

Program Pengelolaan 
Database dan Sistem 
Informasi Tata Ruang 

85.128.600 84.732.920 99,54 Dinas Pertanahan 
Dan Tata Ruang  

      

  

Program Penataan 
Penguasaan, Pemilikan, 
Penggunaan dan 
Pemanfaatan Tanah 

1.829.121.000 1.618.222.893 88,47 
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Program Pengelolaan 
Database dan Sistem 
Informasi Pertanahan 

57.783.800 57.201.497 98,99 

  
  

Rata-Rata capaian kinerja 101,36 
Rata-Rata capaian 

program   
89,50 

 

8 Meningkatny
a kualitas 
pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup 

Indeks Kualitas 
Lingkungan 
Hidup (IKLH) 

62,90  66,38   105,53  Program Pengelolaan 
Kebersihan dan 
Pertamanan 

4.465.960.340 4.390.318.945 98,31 Dinas Pekerjaan 
Umum Perumahan 
Dan Kawasan 
Permukiman     

  

Program Pengembangan, 
Pengelolaan, dan 
Konservasi Sumber Daya 
Air 

27.510.925.618 25.705.375.870 99,11 

      

  

Program Pengelolaan dan 
Konservasi lingkungan 
hidup 

744.590.600 728.291.540 97,81 Dinas Lingkungan 
Hidup 

      
  

Program Penaatan dan 
Pengendalian Pencemaran  

1.122.200.800 1.112.215.521 99,11 

  
  

Rata-Rata capaian kinerja 105,53 
Rata-Rata capaian 

program   
98,58 

 

9 Meningkatny
a 
pengendalian 
pemanfaatan 
ruang 

Persentase 
Kesesuaian 
Ruang 

  87,24  87,25  102,80  Program Perencanaan Tata 
Ruang 

1.488.881.700 1.410.984.540 94,77 Dinas Pertanahan 
Dan Tata Ruang  

    
    

Program Pembinaan Tata 
Ruang 

26.859.325 22.074.250 82,18 

      
  

Program Pelaksanaan Tata 
Ruang 

231.199.550 225.754.050 97,64 

      

  

Program Penanggulangan 
Bencana 

14.899.739.475 14.887.947.924 99,92 Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

  
  

Rata-Rata capaian kinerja 102,80 
Rata-Rata capaian 

program   
93,63 
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